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Kepada yang ferhormat:

Ketiia Mahkaniah Ronstitisi Renubiik indoincsia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6. RT 002 RW 003. Gambir. lakarla Pusat.
DKI Jakarta 10110, Negara Republik Indonesia.

Perihal:
Permohonan Uil Materil! muatan mater Mengingal fan muEaian materi Pasal 1

ayat (2) dan Penjelasanmya, serta materi muatan Paragraf 7, dan Paragraf 8
Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976
tentang Penuesahan Komvemsi Tunmual Narketika 1961 Beserta Protekol vang
Mengubahnya Ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 30851 sepanjang kalimat ‘Protokel yang
Menuubah Konvensi Tunuua! Marketika 1967 terhadap Pasal 280 ayat [1). 28D
ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

1 Nama : PIPIT SRI HARTANTI
i 50760405G00a0004
Warga Negara : INDONESIA
Tempat, Tanggal Lahir : SURABAYA, 25 MEI 1964
jenis Reiaitiiii - PLRLMPUAN
Agama KTP . ISLAM
Alamat - KRUKAH UTARA V /23, RT 001 RW 005,

NGAGFL RFIO, WONOKROMO
NGAGFL RFIO, WONOQKROMO,

SURABAYA, JAWA TIMUR,
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Pekerjaan

Seianjutnya disenui

Warga Negara
Tempat, Tanggal Lahir
jenis Reiaiiii

Agama KTP
Alamat

Pekeriaan

Selanjutnya disebut

NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

: MENGURUS RUMAH TANGGA

1 90/B6U4TZ04080002
: INDONESIA
: KERTOSONO, 12 APRIL 1958

1 AL/ZT 3 A

- LAKI-LAKI
- ISLAM
- KRUKAH UTARA V /23, RT 001 RW 005,

NOGAGFD DFIOY WONOKDOMO)
TNAOARNSL L IR, YYASINASINANS 1,

YL NS S S SN

SURABAYA, JAWA TIMUR,
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

- KARYAWAN SWASTA
: PEMOHON I

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus ferfanggal 15 Desember 2023 [terlampirl.

dengan ini memberikan kuasa kepada:
SINGGIH TOMI GUMILANG, S.H., M.H,;
IMAM AL GROZAL! HIDE WOULRAKADA, S.H. M.H.:

1

2
3.
4.
3
6
1

HERU ISKHAN, S.H., M.H.;
ELLY SUSANTI, S.S., S.H.
SAFARUDDIN, S.1. M.H.:

ASKHAR WIJAYA SUBIVANTO, S.H.;
| NGURAH GDE DWIPAYANA, S.H.
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Para Advokat dan pendamping advokat pada SITOMGUM aw Firm, berkantor
pusat di Jalan Patal Senayan 38, Jakarfa Selatan, Daerah Khusus Ibukota
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Jakarta, Negara Repubiik indonesia. HP: 0818686420.

Untuk memudahkan dalam pemeriksaan permohonan a guo, mohon kesemuanya

disebut PAfA PEMUHON.

Bahwa benar, PARA PEMOHON hendak mengajukan Permohonan Pengujian
maieri muaian [Mengingai, dan maieri muaian Pasai 1 ayai (Zj, seria maieri
muatan Paragraf 7 dan Paragraf 8 Penjelasan Umum Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 ientang Pengesahan Konvensi Tunggal

E
(.CI

)
g
=

)
=1
ft
£
&
2

a

Narkoiika i56i Deseria Proioioi yang
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3085] selanjuinya disebut UU 8/1976 sepanjang kalimat ‘Profokol yang
Mengubah Ronvensi junggal Narioiina 1961 iernadap Pasai 28C ayai (i, 2860

ayat (1), Pasal 28H ayat (I), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1943.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukan Permohonan

a quo adalah sebagai berikut:

P r——

A. KEWENANGAN MAHKANAL KONSTITUSI REPUBLIK iNDONESIA

1. Bahwa, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah sebagai berikuf:
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Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
ferakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang

terhadap lindang-lindang Dasar.

Bahwa, Pasal 29 ayat (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48
Tahun 2009 fentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076] adalah sebagai berikut:

“Mahkamah Konsiifusi berwenang mengadiii pada iingikai periama dan
terakhir yang putusannya bersifat final unfuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

iKepubiii indonesia Tahun 945"

Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4316] sebagaimana diubah terakhir dengan

Perubahan Kefiga Atas Lindang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 fentang
Mahkamah Konstitusi {[Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70,

& z e

ambailan Lembaran Negara Repubiik indonesia WNomor 52ZZ6]
selanjuinya disebut: UU MK} menyatakan:
“Mahkamah Konsfitusi berwenang mengadili pada fingkat perfama dan

i e R
i jifidi iiidn.

a. menguji undang-undang ferhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, ....".
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en

Bahwa, Pasal 9 ayat () Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 5234] yang dirubah
oleh Lindang-lindang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara
Repubiik indonesia Tahun 2019 Nomor i83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398] menyatakan, “Dalam hal suatu
Undang-Undang diduga berteniangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Repubiik indonesia ianun 1945, pengujianinya dilakukan oief

Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa, Bab i Pasai i angka 3 Peraiuran Mahkamah Konsiifusi RKepubiik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 fenfang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang menyebutkan, “Pengujian Undang-lndang
ferhadap LD 1945 yang selanjuinya disebui Piili adaiah periara
konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konsfifusi sebagaimana

dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Lindang Nomor 24 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tenfang Perubahan Kefiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tenfang Mahkamah Konstitusi

FIEEE ML oo ocelE i o, I TR, P omozmt b P _ s
Li—lu i II\I i<i IIIUJUI\ Pellsu‘lull rcnuniilun g i T rcussuuu

Undang-Undang [Perppul sebagaimana dimaksud dalam Pufusan
Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa benar, PARA PEMOHON mengajukan permohonan pengujian materiil

atas:
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Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945;
Pasai 1 ayat (2) UU 8/1976 sepanjang kata “Protokoi yang
Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 yang selengkapnya
berbunyi sebagai berikut: “Profokol yang mengubah Konvensi
Tunggai Narkofika 1961 (Profocoi Amending fie Singie Conveniion
on Narcotic Drugs, 196]); vyang salinan-salinan naskahnya
dilampirkan pada undang-undang ini”;
Paragraj 7 Penjeiasan UMl Lili 8/i976 sepanjang kaia “Proioioi
yvang Mengubah Konvensi Tunggal WNarkotika 1961° yang
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Usaha-usaha perawatan
dan pengobaian para pecandu narkoiika dapai dilaiksanaran oie
Pemerintah atau badan swasta yang telah mendapat izin dari
Menteri Kesehatan. Dengan ikut sertanya Indonesia dalam Konvensi
mengesahkannya sebagai undang-undang, maka kerjasama
internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan
Ltaloatane solotilb dusnt dilalndins lolil fastmic dar s,

NG GG [ yte '\iuru- H e iE ls.ljuuu EGE nlﬂluur Fl

Paragraf 8 Penjelasan UMUM UU 8/1976 sepanjang kata “Protokol
vang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 vyang

ealammlammia  havhisndg o T
SIS :N'i ,u ST RIS , .::uu-su: N TN . l—":;ui:ii}i:i'ﬁ e ju':"d
ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Tunggal fersebut beserta
Protokol yang mengubahnya pada umumnya fidak bertentangan
donnan kononfinaan-kenaniinaan Inr‘ln_nncia ri:-ip donnan  domikian
dengan kepeniingan-keneniingan Indonesia dan dengan demikian
dapat diterima dan dipergunakan sebagai dasar unfuk menyusun

perundang-undangan nasional dalam bidang narkotika™;

SITOMGUM Law Firm | www.SITOMGUN.com




W

Halaman 7 dari 151 halaman | Permohonan Penuujian Undang-Undang Ratifikasi

3]  Penjelasan Pasal 1 ayat (2) UU 8/1976 yang berbunyi, “Cukup

Jelas®.

Bahwa benar, permohonan PARA PEMOHON adalah pengujian materiil
undang-undang in casu materi muatan Mengingat, dan Pasal 1 ayat (2)
dan Penjelasannya, serta materi muatan Paragraf 7 dan Paragraf 8
Penjelasan UMUM UU 8/1976 sepanjang kalimat “Profokoi yang
Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961° terhadap Pasal 28C avyat (1),
Pasal 28D ayat (), dan Pasal 28H ayat () serta Pasal 28H ayat (2)
tindang-lindang Dasar Negara Repubiik indonesia fahun 945, maka
Mahkamah  Konstifusi Republik Indonesia berwenang mengadili

permohonan a quo.

EDUDUKAN HUKUN [i£GAL STANDING PEMUHON

1

Bahwa, Pasal 51 ayat () UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak

yang menganggap hak dan/afau kewenangan konsfitusionainya dirugikan oieh

berlakunya Uindang-Undang, yaifu:

a. Perorangan Warga Negara Indonesia;

. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

C. Badan hukum pubiik afau privai, aiau;

d. Lembaga Negara.
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2. Bahwa, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud
dengan ‘hak konsfitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam
Uindang-lindang Dasar Negara Repubiik indonesia Tahun 1945.

3.  Bahwa, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:
006/PUU-iii/2005 bertanggai 31 buian Mei fahun 2005 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 011/PUU-V/2007
berfanggal 20 bulan September tahun 2007, telah menentukan 5 [limal
syarai ierugian ionsiiiusionai sebagaimana dimaisud daiam Pasai 5i ayai
(M UU MK, yaitu:

8. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oien UUD i945;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional fersebut dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan
penguijiar;

C. Kerugian hak dan/atau kewenangan konsfitusional tersebut bersifat
spesifik [khusus] dan akiual atau sefidak-fidaknya bersifat potensial
yang menurui penaiaran yang wajar dapal dipasiikan anan ierjadi;

. Adanya hubungan sebab~akibat [causal verband] antara kerugian
hak dan/atau kewenangan konsfitusional dengan Undang-Lindang
y&iig Gimior

6. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan

maka kerugian hak dan/afau kewenangan konstitusional yang
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f. Bahwa benar, PEMOHON | adalah perorangan Warga Negara Indonesia,
dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174070309430001, sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 55 ayat () huruf a Ul MK, yang memiiiki hak
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konstitusional berupa pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni dan budaya, demi meningkaikan kuaiilas hidupnya dan demi
kesejahferaan umat manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat

(1) UUD 1945.

9. Bahwa benar, PEMOHON Il adalah perorangan Warga Negara Indonesia
dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174076008680005, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (I) huruf a UU MK, yang memiliki hak
konstifusional berupa pemenuhan kebufuhan dasarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
ikesejaitieraan umai manusia, sebagaimana dijamin daiam Pasai Z8C ayai

() UUD 1945.
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dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174070309430001, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (I) huruf a UU MK, yang memiliki hak
konstifusionai berupa pengakuan, jaminan, periindungan, dan kepasiian
hukum vyang adil serfa perlakuan yang sama dihadapan hukum,
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) LILID 1945.
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1. Bahwa benar, PEMOHON Il adalah perorangan Warga Negara Indonesia
dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174076008680005, sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 55 ayat () huruf a UU MK, yang memiiiki hak
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konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum vyang adil serfa perlakuan vang sama dihadapan hukum,

sebagaimana dijamin daiam Pasai 28D ayai (i) UliD 1945.

8. Bahwa benar, PEMOHON | adalah perorangan Warga Negara Indonesia,
dengan Karfu Tanda Penduduk NIiK: 317407030943000i, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (I) huruf a ULl MK, yang memiliki hak
konstitusional berupa hidup sejahtera lahir dan batin, berfempat tinggal,
dan mendapaiican iingiungan hidup yang baik dan sehai seria berhak
memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H

ayat (1) UUD 1945.

d. Bahwa benar, PEMOHON Il adalah perorangan Warga Negara Indonesia
dengan Karfu Tanda Penduduk NIK: 3174076008680005, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (I) huruf a ULl MK, yang memiliki hak
konstitusionai berupa hidup sejahtera iahir dan batin, bertempat tinggai,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H

ayai {i) LiiD i945.

10. Bahwa benar, PEMOHON | adalah perorangan Warga Negara Indonesia,

dengan Karfu Tanda Penduduk NIiK: 317407030943000i, sebagaimana

QITIIIINIM § muy Eipem l AMARSS QITnMﬂIIM nam
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dimaksud dalam Pasal 55 ayat (I) huruf a UU MK yang memiliki hak
konstitusional berupa mendapat kemudahan dan perlakuan khusus unfuk
memperoieh kesempatan dan manfaai yang sama guna mencapai

persamaan dan keadilan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2)

uuD 1945.

Bahwa benar, PEMOHON Il adalah perorangan Warga Negara Indonesia
dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174076008680005, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (I) huruf a UU MK, yang memiliki hak
konstitusionai berupa mendapat kemudahan dan periakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama gunma mencapai
persamaan dan keadilan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2)

Ul 1945.

Bahwa benar, PARA PEMOHON menikah di Surabaya, pada tanggal 15
bulan Desember tfahun 1984, dapat dibuktfikan dengan saiinan kufipan
akta nikah SUAMI nomor: 511/34/XI1/1984, seri: HD.

[terlampir] [Bukti P+3]

Bahwa benar, dari pernikahan PEMOHON | dan PEMOHON 0l tersebut
dikaruniai 2 anak kandung.

Bahwa benar, pufra kandung nomor 1 hasil pernikahan PARA PEMOHON,

merupakan kefua tim kuasa hukum PARA PEMOHON & quo.
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18.

Bahwa benar, putri kandung nomor 2 hasil pernikahan PARA PEMOHON
bernama SHITA ASKE PARAMITHR, lahir normal sehat wal afiat di Klinik
Kartika’, Jalan Ngagel Jaya liara Nomor 2a, Pucang Sewu, Gubeng,
Surabaya, Jawa Timur, Negara Republik Indonesia, pada tanggal 13
September 1990, dapat dibuktikan dengan salinan kutipan akia kelahiran
nomor: 13427/1990, oieh Pemerintah Kofamadya Daerah Tingkat i
Surabaya, tertanggal 5 bulan Okfober fahun 1990.

[terlampir] [Bukti P+41

Bahwa benar, kepada PEMOHON I, setelah rumatan persalinan dinyatakan
pulih, maka PEMOHON I diperbolehkan pulang, tetapi sendirian. Karena
SHITA ASKE PARAMITHA mengalami panas demam.

Bahwa benar, PEMOHON Il diminta oleh dokier atau tenaga kesehatan
yang PEMOHON Il juga kurang dapat mengingat lagi [selanjutnya disebut:

pihak klinikI membelikan obat penurun panas demam dengan merek

dagang Tempra.

Bahwa benar, cilakanya, belakangan dapat dibukiikan, bahwa Tempra

diberikan kepada SHITA ASKE PARAMITHA pada saat umurnya baru 2 hari
hidup di bumi, digolongkan ke dalam Obat Sirop Terbukti Berbahaya
dan Dinyatakan Terlarang, nomor urut 72

Tuns.id/1a19
2yns.id/1ati
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Bahwa benar, keesokan afau lusanya, PEMOHON | dan SHITA ASKE
PARAMITHA diperbolehkan pulang oleh pihak Klinik Kartika.

Bahwa benar, sefelah pulang dan fiba di rumah, SHITA ASKE PARAMITHA
fidak pula turun panasnya, panas dengan suhu menurun dan menaik
diserfai kejang, akhirnya menjadi keseharian SHITA ASKE PARAMITHA di

awai muia kehidupannya.

Bahwa benar, sekira umur SHITR ASKE PARAMITHR mengijak 2 bulan

o e e e

karena panas demamnya suhunya meninggi, maka PARA PENDHON
mengajak SHITA ASKE PARAMITHR ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Soetomo® Surabaya.

Bahwa benar, sejak itu SHITA ASKE PARAMITHA akhirnya langganan masuk
rumah sakit. Fakia yang PEMOHON | ungkap, bahwa SHITA ASKE
PARAMITHA masuk rawat inap rumah sakit selama 2 mingqu, lalu boleh
pulang. Pulang di rumah 1 minggu SHITA ASKE PARAMITHA mengalami
panas demam dan kejang, SHITA ASKE PARAMITHR masuk rumah sakit lagi

2 minggu, dan begitu untuk seterusnya.

Bahwa benar, pada sekira usia SHITA ASKE PARAMITHR menginjak usia 4

bulan, SHITA ASKE PARAMITHR mengalami panas demam meninggi sekira
mencapai suhu 39,8 derajat Celcius.

S uns.id/1att
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28. Bahwa benar, dikarenakan PARA PEMOHON panik, khawatir, dan akhirnya
mengajak SHITA ASKE PARAMITHAR ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Soetomo Surabaya.
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29. Bahwa benar, pada suatu pagi dikala PARA PEMOHON memohon
menitipkan SHITA ASKE PARAMITHA untuk dijaga sebentar oleh saksi ibu
DINA ERMAWATI dan saksi mbah TIEN, karena PARR PEMOHON akan
gantian mencuci popok kain yang basah kena kencing dan mengambil
popok kain milik SHITA ASKE PARAMITHA yang sudah kering dijemur. Dan
pada saat ifu saksi ibu DINA ERMAWATI yang sebagai adik kandung
PEMOHON I, dijumpai oleh seseorang dari pihak Rumah Sakit Limum
Daerah Dr. Soetomo Surabaya, yang sepengingat saksi DINA ERMAWATI
beliau memperkenalkan diri dengan sebufan Prof. Siregar, SpA.
[selanjutnya juga disebut pihak rumah sakit Dr. Soetomo Surabayal.

26. Bahwa benar, pihak rumah sakit Dr. Soefomo Surabaya tersebut meminta
saksi ibu DINA ERMAWATl untuk menandatangani dokumen operasi
pengambilan sumsum tulang belakang, agar dapat mengetahui sumber
yang mengakibatkan SHITA ASKE PARAMITHA mengalami panas demam

furun naik disertai kejang.

Bahwa benar, kala itu rumah tinggal PARA PEMOHON belum terakses
sambungan felepon rumah, jadinya hari itu saksi ibu DINA ERMAWATI
mengalami kesulitan unfuk menghubungi PARA PEMOHON sebagai orang

RS
]

= e

tua kandung OSHITA ASKE PARAMITHA. Karena {akior keterbatasan

SITOMGUM Law Firm | www SITOMGUM.com




W

Halaman 15 dari 151 halaman | Permohonan Penoujian Undang-Undang Ratifikasi

komunikasi antara saksi ibu DINA ERMAWATI dengan PARA PEMOHON,
sechingga dalam keadaan panik, saksi ibu DINA ERMAWATI
menandatangani suraf yang pada pokoknya diduga menjadi dasar
legitimasi bagi pihak rumah sakit Dr. Setomo untuk melakukan operasi
pengambilan sumsum fulang belakang milik SHITA ASKE PARAMITHA.

R
el

Bahwa benar, karena keterbatasan informasi yang kurang holistik, sampai
hari ini PARA PEMOHON dan saksi ibu DINA ERMAWATI tidak mengetahui
seberapa banyak sumsum fulang belakang milik SHITA ASKE PARAMITHA

diambii oleh pihak rumah sakit Dr. Soetomo.

29. Bahwa benar, setelah menjalani operasi pengambilan sumsum tulang

kesehatan. Panas demam menurun dan menaik disertai kejang, menurut
keterangan PEMOHON Il masih terus ferjadi pada diri SHITA ASKE
PARAMITHA.

30. Bahwa benar, karena keadaan vang fidak kunjung membaik, PARA
kondisi panas demam yang menurun dan menaik di Rumah Sakit Islam®

Surabaya, Jalan Achmad Yani Nomor 2 -4, Wonokromo, Surabaya, Jawa
Timur 60243, Negara Repubiik indonesia.

% uns.id/1a18
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31. Bahwa benar, di Rumah Sakit Islam, PARR PEMOHON bertemu dengan
Prof. Dr. Boerhan Hidajat, dr., Sp(K). Dengan nada sedih, Prof. Boerhan
memberikan wejangan dan diagnosa, yang pada pokoknya menyampaikan
2 hal:

1 Bahwa, penyebab panas demam menurun dan menaik disertai
infeksi saluran kencing [saluran kemih];

2]  Bahwa, proses operasi pengambilan sumsum tulang belakang yang
dilakukan sebelumnya dapat dikatakan saat usia SHITA ASKE
PARAMITHA adalah 4 bulan. Sedangkan menurut pendapat Prof. Dr.
Boerhan Hidajat, dr., Sp(K). vyang dapat menjalani operasi
pengambiian sumsum fuiang belakang adaiah minimai umur I

tahun.

Bahwa benar, PARA PEMOHON mengikuti perkembangan zaman mengenai

[Z4]
N

alternatif pengobatan di dunla yang menggunakan medical cannabis salah
satunya dari buku Hikayat Pohon Ganja [HPG] yang di tulis oleh fim
Perkumpuian Lingkar Ganja Nusantara [LGN], yang mendapatkan rekor
Museum Rekor Indonesia [MURI] sebagai buku berfema ganja pertama
di Negara Republik Indonesia.

Bahwa benar, PEMOHON | mendapatkan pencerahan dari bapak Viqqi

(]
L

Kurnianda, Ph.D., Ketua Peneliti Ganja Medis Yayasan Sativa Nusantara®
[YSN], yang adalah anak kandung dari almarhum Prof. Dr. Musri

S hittps://sativanusantara.org/
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Musman, M.Sc® yang meninggal' dalam perjuangan menempuh cita-cifa
melakukan penelitian ganja medis pertama di Negara Republik Indonesia
setelah berhasii meyakinkan DPR Ri mengenai pofensi pemanjaatan
ganja medis’, mengenai kemungkinan penyebab panas demam menurun
dan menaik disertai kejang pada SHITA ASKE PARAMITHRA, adalah
dikarenakan terdapat infeksi saiuran kencing [saiuran kemih] yang
disebabkan oleh bakferi yang kemungkinan patut diduga masuk ke fubuh
SHITA ASKE PARAMITHA karena perlakuan kurang steril yang didapat SHITA
ASKE PARAMITHA saat penggantian popok pada muia-mula masa
kehidupan SHITA ASKE PARAMITHA.

34. Bahwa benar, PEMOHON Il mencari penyebab afas infeksi saluran kencing
[saluran kemih] pada mesin pencari google, salah safunya yaifu bakferi.
Dan bakteri yang paling banyak menginfeksi saluran kemih antara lain E.
coli, Kiebsiella pneumoniae, Proteus mirabiiis, Enferococcus faecaiis, dan
Staphylococcus saprophyficus®.

39. Bahwa benar, PEMOHON Il mendapatkan beberapa referensi jurnal yang
salah satunya mengutarakan potensi cannabidiol [CBD] yang digunakan
kembali sebagai ferapi anti-bakteri".

S uns.id/1a2m

"uns.id/122n

S uns.id/1a2p

Y ums.id/1a2y

“ uns.id/1azz
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36. Bahwa benar, PEMOHON Il juga mendapati beberapa referensi jurnal yang
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yang satu abstraknya fertulls ganja digunakan unfuk mengobati

kejang-kejang dan gangguan lainnya, semenjak zaman kuno™.

3]. Bahwa benar, PARA PEMOHON mengajukan permohonan uji materiil fanpa
adanya penefapan pengampuan, karena permohonan pengampuan adaiah
suatu permohonan vang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
dimana Pemohon bermaksud untuk mengajukan diri uniuk menjadi
pengampu dari seseorang yang dianggap fidak cakap afau di daiam
seqala hal tidak cakap bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan
hukum. Dengan alasan fertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan
RKeduduiaiinya denigan SeSeorang yang Deiuim Jdewass, Karena Walaupiin
sudah dewasa, tefapi orang fersebut dianggap fidak cakap berfindak
untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 433 sampai dengan

Az~ WIILIPY_ _8_s_  _B_ PSP, TUS B L s
“HUL INLEi i II—CI\IUIU; aIUNII Yulls IIICIISIIUI I-IJI\MII acacunuus UiiGi uii Ui

bawah pengampuan adalah karena keadaan DUNGU, GILA, dan MATA
GELAP™. PARA PEMOHON a quo mengajukan permohonan uji materiil

L L L.....f B L.....f . _J.. LI P Ry
LG IGEE i leilllllu\llls lu.nul sy uulu' L, WAGii llului Wy STiiG i lguslusuu UG

Z

....... ~t A

Pasal 1 ayat (2), serta materi muatan Paragraf 7 dan Paragraf 8

Penjelasan UMUM UU 8/1976 sepanjang kalimat ‘Protokol yang

Mane::hat Karmane Toanmesal Naslaslo 1047 fachadan Docai PR awai [1)

iiygea SRRy 0 IKTHGUU)S § GE0EE aTT EFGR 65

28D ayat (10, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2], sebagai kedua
orang fua kandung SHITA ASKE PARAMITHA yang selama ini merawat dan

______ CUITRA ACUE DADARMITSA @ §__. ______._I ©QUITA ACYE DADARITIIA
Il

iiici i](isu il if Aonk T s UGl STINCIijn Jiiiin MAONE Tl s i

Myuns.id/1B32
2 yns.id/1alg
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mengalami Cerebral Palsy karena dugaan kesalahan penanganan dokier
hingga usia SHITA ASKE PARAMITHAR yang hari ini adalah 33 tahun, yang
felah lama berharap agar SHITA ASKE PARAMITHA mendapatkan akses
legal medical cannabis, untuk kejang atau tremor kaki harian yang masih
dialami SHITA ASKE PARAMITHA seat duduk di kursi roda.

Bahwa benar, menurut pendapat ahli hukum anak, Dr. Beniharmoni
Harefa, S.H., LLM., PARA PEMOHON dapat menjadi wali untuk memohonkan
akses medical cannabis tanpa disertai Penetapan Pengampuan dari

Pengadiian Negeri Surabaya, dikarenaian .......

Bahwa benar, anak dengan Cerebral Palsy masih dapat tumbuh dan
berkembang mendekati normal apabiia dilakukan intervensi sedini
mungkin unfuk mengejar perfumbuhan kembali sel-sel otak yang rusak.
Akan tetapi, SHITA ASKE PARAMITHA fidak mendapatkan intervensi yang
dini fersebui sehingga saaf inl kondisinya berganiung sepenuhnya pada

orang lain selama 24 jam penuh.

Bahwa benar, intervensi dini tersebut tidak didapat SHiTA ASKE PARANITHA
karena keluarganya yang dihadapkan oleh situasi dan kondisi yang sulit.
Masa awal SHITA ASKE PARAMITHR menderita Cerebral Palsy, PARA

harus mengurus anak PEMOHON [ secara penuh wakiu seorang diri
dibantu PEMOHON Il dan nenek dari SHITA ASKE PARAMITHA,

dikarenakan fidak ada keiuarga iain yang dapat membanitu merawat
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SHITA ASKE PARAMITHA. Kemudian tferdapat pula stigma-stigma yang

berkembang dari masyarakat sekitar mengenai keberadaan anak
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berkebutuhan khusus. Lalu fasiiifas umum yang dapat meringanian hidup
anak berkebutuhan khusus juga belum diberikan oleh negara, sekalipun
tersedia, seringkali fasilitas umum tersebut dibangun sangat seadanya,
sehingga fidak cocok uniuk digunakan oieh anak beriebuiuhan khusus.
Alat-alat bantu hidup seperti kursi roda dan tempat memandikan anak
berkebutuhan khusus juga fidak terjangkau oleh oleh keadaan PARA

- e

M. Bahwa benar, untuk mencari alternatif pengobatan serta pengobatan yang
lebih baik pada anak SHiTA ASKE PARAMITHA, PARA PEMONON dengan
sengaja mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang dirinya
dapat dari rekan-rekannya ataupun pemberitaan di internet dan yang

berhubungan dengan pengobaian dengan medicai cannabis.

82. Bahwa benar, berdasarkan informasi vang didapat oleh PARA
PEMOHON, terdapat beberapa pemberitaan terkait pengobatan medicai
cannabis untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan Cerebral Palsy,
seperti keberhasilan pengobatan alharhum MUSAP di Australia.

43. Bahwa benar, sekira pada tahun 2015, seorang anak perempuan berumur
7 tahun bernama Zoe di Selandia Baru, mendapatkan izin dari
pemerintah sefempat unfuk menggunakan Sativex, obat semprot berbahan

3 uns.id/ 12
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43.

46.

minyak ganja selama 6 bulan untuk mengobati kondisi kejang yang fak

terkendali, akibat kondisi Cerebral Palsy yang dideritanya.

Bahwa benar, sekira pada fahun 2016, seorang anak laki-laki di Onfario,
Kanada, mendapatkan pengobatan medical cannabis untuk kondisi
cerebral palsy dan kelainan flu yaitu Lennox Gasfaut Syndrome, yang
diderifanya.

Bahwa benar, pada sekira fahun 2017, seorang ayah dari anak penderita
cerebral paisy bernama M™Mark Zartier menjadi berita utama di
koran-koran negara bagian Texas, Amerika Serikaf, karena memvideokan
dirinya sedang memberikan terapi pengasapan dengan ganja kepada
anaknya, RNara Zariier, yang menderiia cerebrai paisy dan sedang
mengalami  kejang-kejang. perlahan-lahan sefelah diberikan ferapi
pengasapan ganja medis tersebutf, tubuh Kara menjadi sangatlah rileks
dan Rejang-iejangiya Derhienii seieiika. Akibai Kasus ifi, iexas menjadi
salah satu negara yang secara serius memberikan perhatian pada akses

pengobatan ganja dengan cara mengubah beberapa undang-undang

2ol st B T TN

iICTRGi1I Groes Gaiija uiiun iieais.
Bahwa benar, sekira pada fahun 2018, the US Foods and Drugs
Adminisiraiion [FDA] afau badan pengendaii obai dan makanan Amerika
Serikat menyefujui obat Epidiolex® {Cannabidiol / [CBDI} untuk
pengobatan kejang yang terkait dengan dua bentuk epilepsi yang jarang




\
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oleh FDA, yang mengandung zat obat murni yang berasal dari tanaman

ganja.

Bahwa benar, secara ilmiah, beberapa journal juga pernah menunjukkan
hasil yang mendukung penggunaan medical cannabis untuk pengobatan
anak berkebutuhan khusus dengan cerebral palsy. Berdasarkan hasil
peneiitian yang dilakukan oieh Stephanie Libzon, Lihi Bar-Lev Schieider,
Naama Saban, Luda Levit, Yulia Tamari, llan Linder, Tally Lerman Sagie,
dan Lubov Blumkin [2018], ditemukan bahwa pasien anak yang
menderiia iumpuh ofak [Cerebrai Paisyi memperoieh kenaiian skaia
ferkait suasana hati, pencernaan, kualifas fidur, dan nafsu makan sefelah
mendapatkan dosis pengobatan yang memiliki kandungan cannabidiol
dan 7i7C. Dimana secara rincian, perubaiian ieri@ii hai pencernaar
ferjadi pada kelompok pasien yang mendapatkan dosis cannabidiol dan
THC dengan kisaran 90 mg/d dan 14.85 mg/d. Sedangkan kelompok

e[ — g0 _= ] Bag _ _ i ~ 3 Py .
fuug |l|t!uu€i|JU||\u|| Pc-duuliﬁu |cu\ul| |\uuu:(i.) :I\.II-II Guuiﬁll flicicng fuu\_.l

mendapatkan dosis cannabidiol dan THC dengan kisaran 210 mg/d dan
105 mg/d. Dalam penelitian ini juga menyimpulkan bahwa uji coba

ik doni fopemudact  cmmmshic dencon moncondunc  conoshbidic] do-
iiiii-,«-\ EGEE lv- S LT iiiGilic "\i\.iiuu H uu- S5 H : SUlinadeariueivi GGaE

THC dengan skala 90 mg/d, 14.85 mg/d, 210 mg/d. dan 10.5 mg/d,
efekfif untuk digunakan kepada anak yang menderita gangguan motorik

nranni  damnale  dari  dudionia  dan
dusionia dan

I{nmnlniﬂ: r‘n lgts] fAr3 mana
ITsIEIpIIuIn ‘_'.--..=--)---._ whsras sEEsozryguazizEIngs nEiEzzzpeasae

kejang-kejang, serta memperbaiki fungsi kemampuan motorik dan kualitas
hidup.
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48.

=
&

Bahwa benar, berdasarkan pengalaman sebelumnya dari salah satu
negara bagian di Amerika Serikat, yaitu Michigan (2008), penggunaan
ganja diizinkan dalam keperiuan medis. Salah satu alasan yang
dikemukakan adalah adanya temuan dari National Acedemy of Sciences
Institute of Medicine [1999] yang menemukan bahwa ganja dapat
digunakan uniuk mengobaii aiau mengurangi rasa saiii, rasa muai dan

gelaja lain yang terkait kondisi penyakit-penyakit yang dapat melemahkan.

of Salerno di ltalia melaporkan banyak penelitian-penelitian klinis yang
telah dilakukan untuk menguji efektivitas cannabinoids unfuk terapi
muitipie scierosis. Salah satunya yakni peneiitian Cannabinoids in Muifipie
Sclerosis (CAMS) oleh Zajicek, et. al. pada 2005, yang merupakan
penelitian klinis perfama yang menggunakan sampel besar yakni terhadap
630 pasien kiinik di inggris yang mengaiami spasiiciiy, yaiiu gejaia yang
fimbul karena mulfiple sclerosis dan muncul juga 12 pada anak yang
hidup dengan cerebral palsy. Sebanyak 211 orang di anfaranya dirawat
defigan menggunakan Camiiapis exiraci Gan ZU0 orang di aniaraiiya
dirawat dengan fefrahydrocannabinol [49-THC]. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan, bahwa 61% dari pasien yang dirawat dengan cannabis

Y R e | (e, § Moo Lo ameela F e, AalsT) sessmiies (o ssEmE
CANGLI  1TICTIYTiGiiia REiidjudii, DEyiiu puiad UdShibnygdii U770 pPasiciil  yaiiyg
dirawat dengan 4 9-THC.

Daniwa Denar, injormasi ferkaii penggunaan Janja uniuk - penderiia

cerebral palsy, sangat mudah ditemukan dalam berbagai bentuk

pemberitaan dan informasi, baik media online, informasi komunitas
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)

maupun journal-journal ilmiah, serfa informasi resmi dari pemerintah di

berbagai negara di dunia.

Negara-negara yang telah melegalkan penggunaan ganja unfuk keperluan

medis, antara lain:

1

2

€xl

=

Ganja legai untuk keperiuan medis dan industri di Albania.

Pada 21 Juli 2023, Parlemen Albania memberikan suara 69-23

Argentina
Pada tanggal 29 Maret 2017, senat Argentina menyefujui

penggunaan minyak ganja CBD untuk keperiuan medis, dan
diundangkan pada tanggal 21 September 2017. Pada fanggal 12
November 2020, Presiden Alberto Ferndndez menandatangani
keputusan yang mengesahkan budidaya sendiri dan mengafur
penjualan dan akses medical cannabis yang disubsidi, yang
memperluas undang-undang fahun 2017.

Austraiia

Pada tahun 1961 Australia menandatangani Konvensi Tunggal
Infernasional tenfang Obat-obatan Narkotika, konvensi ini
mendukung kewajiban unfuk menyediakan ganja sebagai obat.
Pada tanggal 30 Mel 1967, pemerinfah persemakmuran
memperkenalkan Undang-Uindang Obat-obatan Narkotika 1967.
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Undang-Undang ini memberikan efek pada beberapa kewajiban
Australia di bawah Konvensi Tunggal fenfang Obat-obatan
Narkotika 1961. Konvensi Tunggai 1961 sejak itu dilengkapi dengan
Konvensi Zat  Psikotropika, dan  Konvensi  Perserikatan
Bangsa-Bangsa Menentang Perdagangan Gelap Obat-obatan
Narkofika dan Zat Psikofropika.
Pada fanggal 24 Februari 2016, parlemen Ausiralia membuat
amandemen ferhadap Undang-Undang Obat-obatan Narkotika
yang melegaikan penanaman ganja unfuk fujuan pengobatan dan
iimu pengefahuan.
Berikut adalah daftar negara bagian Australia yang meregulasi
medical cannabis, antara Iain:
a. Rustralian Capital Territory
Skema Gania medis Australian Capital Terrifory beriniuan
untuk memberikan akses yang aman dan legal kepada pasien
terhadap produk ganja obat berkualitas tinggi dalam keadaan
yang fepai.
Istilah ganja medis mengacu pada ganja yang ditujukan untuk
penggunaan ferapeutik dan diatur sebagai formulasi farmasi
dengan resep dokfer. ini berbeda dengan ganja botfani

mentah yang dikonsumsi atau dihisap uniuk tujuan relaksasi.
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Formulasi ganja obat tertenfu dapat diresepkan secara hukum
dalam Australian Capital Territory.

iew South Waies

Pemerintah New South Wales mengakui pofensi ganja
dan/atau obat-obatan berbasis ganja unfuk meringankan
gejala afau berpofensi mengobafi beberapa penyakit yang

melemahkan atau mematikan pada kelompok pasien fertentu.

Obat-obatan ganja medis adalah obat resep, jadi akses unfuk
sefiap pasien dimulai dengan penilaian oleh prakfisi medis.
Dokfter umum dapat merujuk pasien ke spesiaiis unfuk
mendapatkan nasihat dan dukungan lebih lanjut sebelum

memutuskan unfuk meresepkan obat-obatan ganja medis.

Kontrol Queensland seputar ganja obat, keseimbangan yang
memungkinkan nengobatan denagan ganla medis dan konirol
vang diperlukan untuk memastikan produk ganja obat tidak

digunakan secara ilegal.

South Austraiia
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Pasien di Ausiralia Selatan dapat mengakses obat-obatan
ganja medis sebagai hasil dari perubahan legislafif federal
yang muiai beriaku pada November 20i6 dan pengembangan

jalur akses pasien.

Jika ganja obat diresepkan oleh prakfisi medis spesialis
Layanan Kesehatan Tasmanla yang berkualifikasi tepat, dan
jika ada kebufuhan unfuk mengakses produk ini melaiui
rumah sakit umum, ada jalur untuk mendukung akses

bersubsidi.
g. Victoria

Sefiap dokier afau prakfisi perawat di Victoria dapat
nia obalt unfuk sefiap pasien dengan kondisi
apapun, jika mereka vyakin secara Kklinis sesuai unfuk
melakukannya. Namun, persefujuan Persemakmuran dan/afau
negara bagian mungkin diperiukan sebeium resep dapat

dikeluarkan.

Mianbaze Moebualis
T UOLUi il FMiloul diad

Pada fanggal 17 Okiober 2015, Pemerintah Federal mengumumkan

g

bahwa mereka akan melegalkan penanaman ganja secara komersial

SITOMGUM Law Firm | www.SITOMGUM.com




il

Halaman 28 dari 151 halaman | Permohonan Penuujian Undang-Undang Ratifikasi

F=0

unfuk tujuan pengobatan dan ilmu pengefahuan. Pada fanggal 24
Februari 2016, parlemen Australia membuat amandemen terhadap
lindang-lindang  Obat-obatan  Nariotika vang meiegaikan
penanaman ganja secara komersial untuk fujuan pengobatan dan
ilmu pengefahuan. Undang-undang fersebut berlaku pada fanggal 1
November 20i6. Pada fanggai 17 Februari 20i7, Kanfor
Pengawasan Obat-obatan di Departemen Keschatan Federal
menerbitkan lisensi Peneliian Ganja perfama di bawah ketentuan
ganja unfuk pengobatan dalam Uindang-lindang Obat-obatan

Narkotika tahun 1967.

Ameriia Seiat

Di Amerika Serikat, penggunaan dan kepemilikan ganja adalah
ilegal di bawah hukum federal melalui Undang-Undang Zat
Terkendaii tahun 1970. Ganja dikiasifikasikan sebagai obat jadwai i
di bawah Undang-Undang Zat Terkendali, yang ditetapkan memiliki
potensi penyalahgunaan yang tinggi dan tidak ada penggunaan
medis yang dapat diterima, yang meiarang penggunaannya untuk
tujuan apa pun. Meskipun demikian, sebagian besar negara bagian
telah mengesahkan undang-undang untuk melegalkan penggunaan
ganja unfuk fujuan medis, sementara hampir sebagian besar negara

bagian felah melegalkan unfuk penggunaan relaksasi.
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Penggunaan ganja secara medis legal, dengan rekomendasi medis
di beberapa negara bagian, empat dari lima wilayah AS yang
dihuni  secara permanen, dan Disirik Coiumbia [DC]. Sepuiuh
negara bagian lainnya memiliki undang-undang yang membatasi
senyawa psikoaklif fefrahidrokanabinol [THC], dengan tujuan untuk
memungkinkan akses ke produk yang kaya akan cannabidioi
[CBD]. Amandemen Rohrabacher-Farr, perfama kali disahkan pada
tahun 2014, melarang penuntutan federal ferhadap individu yang

mematuhi undang-undang ganja medis negara bagian.

Penggunaan medis yang diiegaikan [20Zij

Pada 17 Mei 2021, Gubernur Kay lvey menandatangani RUU
Senat 46, Undang-lLindang Belas Kasih Darren Wesley ‘Afo’
Hail. RUU fersebuf mengizinkan penggunaan ganja dengan
rekomendasi dokter unfuk pengobatan sekifar 15 kondisi yang
memenuhi syarat yang fercantum dalam RUU fersebut. Pasien
hanya dapat menggunakan ganja jika dokier menyatakan
bahwa pengobafan fradisional telah gagal memperbaiki
kondisi pasien. Tidak ada penjualan bahan tanaman mentah

dari produk makanan seperfi kue afau permen yang diizinian.
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Pajak 9% atas penjualan kotor produk ganja medis juga

diperlukan.

RLili Senat 46 ioios di Senat pada 24 Februari 2021, dengan
suara 21-8, kemudian lolos di DPR pada 6 Mei 2021, dengan
suara 68-34, setelah anggota parlemen dari Partai Republik
melakukan filibuster selama semblian Jjam di DPR. Senat
kemudian memberikan suara 20-9 uniuk  menyetujui
perubahan vang dibuat oleh DPR. RUU tersebut disponsori
oleh Tim M™eison [R-Fiorence] di Senat dan Mike Baii

[R-Madison] di DPR.

Riaska

Pada tahun 1998, Measure 8 untuk melegalkan penggunaan
ganja secara medis disahkan dengan 58,7% suara. Langkah
ini memungkinkan pasien dengan rekomendasi dokier untuk
memiliki hingga satu ons [28 gl ganja afau menanam enam

tanaman.

Arizona
Penggunaan medis dilegalkan pada tahun 2010 melalui

pengesahan Proposisi 203 [disetujui dengan 50,1% suaral,
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dengan penjualan berlisensi pertama terjadi pada Desember

2012.

Arkansas
Amandemen Ganja Medis Arkansas disahkan dengan suara

53% - 47% sebagai amandemen konstitusi negara bagian. Ini
memungkinkan pasien yang mendapatian rekomendasi dokier
unfuk memiliki hingga 2 + 1/2 ons [71 gl ganja unfuk
pengobatan salah safu dari 12 kondisi medis yang memenuhi
syarat. ini juga mengharuskan antara 20 dan 40 apofek ganja
dan 4 hingga 8 pembudidaya dilisensikan oleh negara. Tidak

ada kelonggaran bagi pasien untuk berkultivasi di rumah.

e. Gaiifornia
Ganja di California telah legal untuk penggunaan medis sejak
fahun 1996, dan untuk penggunaan relaksasi sejak alkhir 2016.
Negara bagian California telah berada di garis depan dalam
upaya meliberalisasi undang-undang ganja di Amerika Serikat,
dimulai pada tahun 1972 dengan inisiatif pemungufan suara
perfama di negara fersebut yang mencoba meiegaikan ganja
[Proposisi 19]. Meskipun tidak berhasil, California kemudian
menjadi negara bagian pertama yang melegalkan ganja medis

melaiui Compassionate lise Act of 1996 [Proposisi 215], yang
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disahkan dengan persetujuan 56% pemilih. Pada November
2016, pemilih  California  menyetujui  Undang-Lindang
Penggunaan Ganja untuk Orang Dewasa [Proposisi 64]
dengan 57% suara, yang melegalkan penggunaan ganja untuk
relaksasi.

Coioratio

Di Colorado, ganja felah legal untuk penggunaan medis sejak
fahun 2000 dan untuk penggunaan relaksasi sejak akhir 2012.
Pada fanggal 7 November 2000, 54% pemiiih Coiorado
menyetujui Amandemen 20, yang mengubah Konsfitusi Negara
Bagian untuk mengizinkan penggunaan ganja di negara
bagian fersebut untuk pasien vyang disefujui dengan
persefujuan medis ferfulis. Di bawah undang-undang ini,
pasien dapat memiliki hingga 2 ons [57 q] ganja medis dan

dapat membudidayakan fidak iebih dari enam fanaman ganja

[tidak lebih dari figa fanaman berbunga dewasa pada safu
wakdtu].

GConnecticut
Pada bulan Juni 2012, Gubernur Malloy menandatangani

undang-undang program ganja medis untuk negara

bagiannya, setelah pemunguian suara 2i-i3 di Senat.
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Delaware
Pada bulan Mei 2011, Gubernur Jack Markell menandatangani

undang-undang yang mengizinkan pasien berusia 18 tahun ke
atas unfuk memiliki hingga 6 ons jika mereka memiliki kondisi
medis tertentu yang memenuhi syarat seperti kanker, penyakit
Aizheimer, gangguan sires pascafrauma, dan kondisi yang
menyebabkan mual yang fak kunjung sembuh, sakit parah,

atau kejang, di antaranya.

Fiorida

Pada fanggal 16 Juni 2014, Gubernur Rick Scott
menandatangani RUU Senat 1030 - "lindang-Undang Ganja
Medis Welas Asih™ - unfuk mengizinkan penggunaan minyak
ganja dengan kadar THC rendah dan CBD finggi yang
diproduksi dari jenis ganja yang dikenal sebagai Charlotte’s
Web. Kondisi kuaiifikasi yang diizinkan di bawah RLU
fersebut adalah epilepsi, kanker, dan sklerosis lateral

amyotrophic. RUU ini lolos di DPR 111-7 dan Senat 30-9.

Georgia
Sebuah langkah untuk mengizinkan minyak ganja medis

hingga 5% fefrahidrokanabinol [THC] disahkan oleh DPR
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ganja rendah THC {kaya akan cannabidiol [CBD]} dilegalkan
untuk penggunaan medis di negara bagian di bawah HB1,
faleighs Fiope Acf. RUU fersebuf segera diberiakuikan sefeiah
ditandatangani oleh Gubernur Nathan Deal. RUU tersebut
mengizinkan kepemilikan minyak untuk delapan kondisi medis
yang memenuhi syarat tetapi fidak mengafur penanaman atau
distribusi di negara bagian tersebut. Perluasan pada bulan
Mei 2017 di bawah SB 16 menambahkan enam kondisi lagi.
Pada fahun 2018, HB 65 menambahkan rasa sakif yang fidak
dapat disembuhkan dan gangguan sires pascatrauma [PTSDI.
Pada bulan April 2019, undang-undang disetujui [House Bill
524] untuk mengizinkan penanaman ganja di dalam negara
bagian dan penjualan minyak dengan kandungan THC
rendah. Pada tahun 2021, SB 195 disetujui untuk menqizinkan
penjuaian fincture ganja, tambalan transdermai, lofion, dan
kapsul, semenfara masih melarang produk vyang dapai
dimakan dan bunga. Pada 28 April 2023, penjualan berlisensi
perfama dimuiai dengan pembukaan apotik di Marieffa dan

Macon.

i Hawail
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Pada tahun 2000, gubernur Hawaii, Ben Cayefano
menandatangani undang-undang Acf228, yang memungkinkan
pemegang karfu ganja medis unfuk menanam ganja mereka
sendiri afau menunjuk pengurus unfuk melakukannya. Dengan
menandatangani undang-undang fersebuf, Hawaii menjadi
negara bagian ke-8 yang meiegaikan ganja medis dan yang
pertama melakukannya melalui tindakan legislatif negara
bagian. Undang-undang tersebut fidak menetapkan pasar afau

apotek iegai.

ldaho

Pada februari 20Zi, cannabidioi dengan kandungan THC
hingga 0.1% dijadwalkan ulang dalam bentuk obat resep
Epidiolex®. Dua bulan kemudian, produksi dan pengangkutan

ganja dengan kandungan THC hingga 0.3% dilegaikan.

Majeiis Limum fiiinois mengesahkan Lindang-Lindang Program
Percontohan Ganja Medis pada fahun 2013 [MCPPI.
Undang-undang tersebut melegalkan penggunaan ganja medis
daiam keadaan yang dikonfroi dengan kefai. Pada buian

Agustus 2013, Gubernur Pairick Quinn menandatangani
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undang-undang program ganja medis negara bagian, yang
akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sehingga menjadi

negara bagian ke-20 yang meiakukannya.

Indiana

Pada buian Marei 20i8, undang-undang difandafangani uniuk
mengizinkan penggunaan dan penjualan CBD untuk tujuan
apa pun [kurang dari 0,3% THC], dengan persyaratan

tambahan yang diberiakuian unfuk pengujian dan pelabelan.

Dari akhir 1979 hingga periengahan i98i, peraiuran
administratif lowa mengizinkan penggunaan ganja secara

medis melalui pusat penelifian terapeutik.

Pada fanggal 14 Mei 2018, Gubernur Jeff Colyer
menandafangani SB 282 yang mengecuaiikan minyak CBD
dari definisi ganja, yang memungkinkan legalisasi minyak

CBD.

ilentucky
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[
1

Ganja di Kentucky ilegal untuk penggunaan relaksasi, dan
legal untuk penggunaan medis di bawah perintah eksekutif,
dengan undang-undang iegaiisasi medis penuh yang muiai
berlaku pada fahun 2025. Minyak CBD non-psikoakiif juga
legal di negara bagian ini, dan Kentucky memiliki sejarah

budidaya rami industri uniuk serat sejak 1775.

Louisiana

Uanja di iouisiana iegai hanya uniuk penggunaan obai;
kepemilikan relaksasi 14 gram atau kurang didekriminalisasi,
yvang dapat dihukum dengan denda tidak lebih dari $ 100.
Penggunaan obat diperboiehikan dengan rekomendasi terfuiis
dari dokier unfuk kondisi yang melemahkan. Sebelum
dekriminalisasi di seluruh negara bagian, kepemilikan ganja
dalam jumiah kecii perfama kaii didekriminaiisasi di kofa New
Orleans, Baton Rouge, dan Shreveport.

iiiaine

Pada fanggal 2 November 1999, Maine melegalkan ganja

medis kefika 62% penduduk memilih ya pada Pertanyaan 2.

iaryiant
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Ganja di Maryland legal uniuk penggunaan medis dan
penggunaan relaksasi. Kepemilikan hingga 1,5 ons dan penanaman
hingga 2 fanaman iegai untuk orang dewasa berusia 21 fahun ke
atas. Pada 2013, undang-undang negara bagian diberlakukan
unfuk menetapkan program ganja medis yang diatur oleh negara.
Program yang dikenai sebagai Komisi Ganja Medis Nataiie M.
LaPrade Maryland (MMCC) mulai beroperasi pada 1 Desember
2017.

u. iiassachusets
Pada tanggal 6 November 2012, 63% pemilih Massachusetfs

menyetujui Pertanyaan 3, Inisiafif Ganja Medis Massachusetts.
Uindang-undang ini muiai beriaku pada fanggai 1 Januari
2013, menghapuskan hukuman pidana dan perdaia afas
kepemilikan dan penggunaan ganja hingga 60 hari bagi
pasien yang memiiiki karfu registrasi yang dikeiuarkan oieh
negara bagian. Dengan rekomendasi dari dokier, pasien
dengan kanker, glaukoma, dan kondisi medis lainnya dapat
menerima kartu regisfrasi. Uindang-undang mengizinkan 35
apotek nirlaba berlisensi negara bagilan. Deparftemen
Kesehatan Masyarakat Massachusetts memiliki waktu hingga 1

Mei 2013 unfuk mengeiuarkan peraturan iebih ianjut.
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Penggunaan ganja secara medis dilegalkan dengan
disahkannya Proposai 1, Inisiatif Perawatan Weias Asih
Michigan, pada fanggal 4 November 2008. Langkah tersebut
melegalkan kepemilikan hingga 2 + 1/2 ons [71 gl ganja untuk
pasien dengan kondisi medis ferfentu dan persetujuan dokfer.
Meskipun tidak secara eksplisit mengizinkan apotek untuk
beroperasi, itu memungkinkan pasien atau pengasuh mereka
unfuk menanam hingga 12 fanaman ganja. Langkah fersebut
menghadapi tenfangan dari aparat penegak hukum dan kaisar
narkoba John P. Walters, tefapi pada akhirnya disetujui dengan
seiisih 63-37, dan menjadikan Michigan sebagai negara bagian
ke-13 yang melegalkan penggunaan medis dan negara bagian

Midwestern pertama yang melakukannya.

iiinnesota

Undang-Undang Ganja Medis Minnesofa menciptakan
regisirasi pasien di bawah Departemen Kesehatan yang
berkaifan dengan penggunaan fterapeufik ganja medis. ini
mengesahkan penggunaan ganja medis dalam bentuk ferbatas

unfuk kondisi medis fertentu yang memenuhi syarat dan

mengafur disfribusi dan pembuatan ganja medis. ini juga
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membentuk gugus fugas untuk melakukan penilaian dampak
pada penelitian terapeutik ganja medis dan memberikan
periindungan pidana dan perdata ferfenfu bagi pihak-pihak
vang ferlibat dalam program pendafiaran. Ini lolos di DPR
Minnesofa 89-40 dan Senat Minnesofa 46-16. Pada Mei 2014,
Gubernur Mark Dayton menandatangani undang-undang yang
melegalkan ganja unfuk pengobaian sembilan kondisi medis
vang parah, termasuk: Kanker, Epilepsi parah, HIV / AIDS,

Giaukoma, sindrom Tourefte, ALS, dan Penyakit Crohn.

Pada fanggai 8 januari 2020, iangkah yang diprakarsai oieh
warga unfuk melegalkan ganja medis di negara bagian
tersebut memenuhi syarat unfuk pemungutan suara pada bulan
November sebagai iangkah 65. Dua buian kemudian, pada 12
Maret 2020, badan legislatif negara bagian memilih unfuk
menempatkan findakan yang bersaing, tindakan 65A. pada
surat suara yang sama. Baik measure 65 dan measure 654
menyerukan legalisasi ganja medis fetapi berbeda secara
spesifik, dengan ukuran inisiatif warga 65 dipandang sebagai
menciptakan kerangka kerja yang iebih rinci unfuk iegalisasi

daripada ukuran 65A yang dirujuk secara legislatif. Pada surat
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suara, pemilih difanyai dua pertanyaan terpisah: Pertanyaan
pertama meminta mereka unfuk memilih anfara menolak
kedua iangkah fersebuf afau menyetujui saiah satu iangiah,
dan perfanyaan kedua meminfa mereka unfuk memilih antara
langkah 65 dan 65A. Agar sebuah langkah dapat disahkan,
opsi “salah satu® harus mendapatkan iebih banyak suara
daripada opsi “tidak ada" pada perfanyaan perfama, langkah
tersebut harus menerima mayoritas suara pada pertanyaan
kedua, dan iangkah tersebut harus menerima iebih dari 40%

dari total suara yang diberikan.

nissouri

Pada bulan Juli 2014, Gubernur Jay Nixon menandatangani
undang-undang House Bill 2238 - Missouri Medical Marijuana
Bili - untuk melegaikan penggunaan minyak CBD untuk
mengobafi kejang vyang terus-menerus. Undang-undang
tersebut “mengizinkan Departemen Perfanian menanam hemp
industri unfuk tujuan penelitian dan mengizinkan penggunaan
eksirak fhemp untuk mengobati individu ferfenfu dengan
epilepsi”. Seorang ahli saraf harus menentukan bahwa epilepsi
fidak merespons sefidaknya tiga piiihan pengobatan agar

seseorang memenuhi syarat. HB 2238 hanya mengizinkan
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ekstrak hemp yang mengandung sefidaknya 5% cannabidiol
[CBD] dan tidak lebih dari 0,3% fefrahydrocannabinol [THC].

fiiontana
Measure | 148, lndang-Undang Ganja Medis Montana,
merupakan inisiatif pemungufan suara yang disefujui oleh 62%

suara popuier pada fahun 2004: 276.042 banding 170.579.

Nevada
Penggunaan medis secara resmi disahikan dengan disahkannya
RUU 453 pada bulan Juni 2001, yang mulai berlaku pada

tanggal 1 Oktober 200I.

liew Hampshire

Pada bulan Juli 2013, Gubernur New Hampshire Maggie
Hassan menandatangani undang-undang yang mengizinkan
penggunaan ganja medis unfuk pasien dengan “penyaikit
kronis afau ferminal” dan “kondisi medis yang melemahkan".
RUU fersebut tercatat sebagai salah satu RUU ganja medis
yang paiing kefat di negara Inl, yang mengizinkan ganja
hanya sefelah semua mefode pengobatan lain gagal. Hassan

juga memodifikasi langkah tersebut, melarang pasien menanam

ganja sendiri.
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cc. HNew lersey

Pada fanggal 18 Januari 2010, gubernur Jon Corzine yang
akan habis masa jabatannya menandatangani sejumiah
rancangan undang-undang menjadi undang-undang pada hari
terakhirnya menjabat, termasuk S. 119, Compassionate Use
Medicai Marijuana Acf, yang mengizinkan penggunaan ganja
medis unfuk orang-orang dengan kondisi yang ferdafiar:
Kanker, Glaukoma, Mulfiple Sclerosis, HIV / AIDS, ganaguan
kejang, penyakit Lou Gehrig, kejang otot yang parah, disirofi
ofof, penyakit radang usus, penyakit Crohn, dan penyakit
mematikan apa pun [didefinisikan sebagai penyakit di mana
dokter menyatakan bahwa pasien akan meninggai dalam
wakiu satu tahun]. Undang-undang mengizinkan deparfemen
kesechatan New Jersey unfuk membuat afuran untuk
menambahkan penyakit fain ke dalam daffar. Lindang-undang
fidak mengizinkan pasien unfuk menanam ganja mereka
sendiri; sebaliknya, fanaman fersebut harus diperoleh melalui
“pusat perawatan aiternafif” yang diiisensikan oieh negara
bagian. Pengasuh pasien diizinkan untuk mengumpulkan ganja
afas nama pasien, tefapi pengasuh harus difunjuk dan

dibersihkan oieh pemeriksaan iafar belakang kriminai.
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dd. New Mexico

Penggunaan medis disahkan pada fahun 2007 melalui
undang-undang vyang ditandatangani oieh Gubernur Biii
Richardson. Undang-undang fahun 1978 juga mengizinkan
penggunaan medis, tetapi hanya melalui program penelitian
yang disefujui pemerinfah federal. itu adaiah undang-undang
ganja medis perfama yang diberlakukan oleh negara bagian

manapun.

New Yori

Pada bulan Juli 2014, Gubernur New York, Andrew Cuomo
menandatangani undang-undang yang mengizinkan
penggunaan ganja unfuk fujuan medis, sefeiah “perdebatan
panjang dan emosional” dalam masalah ini di Senat dan
pemungutan suara Senat  dengan hasil  49-10.
Penandatanganan Cuomo memuiai jendeia 18 bulan bagi
Departemen Kesehatan negara bagian untuk memberlakukan
program ganja medis untuk menyediakan mefode konsumsi
ganja fanpa asap kepada pasien. Uindang-undang fersebut
memberikan lima kontrak kepada peiani ganja swasta yang

masing-masing akan diizinkan untuk mengoperasikan empat
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apofek. Pada Desember 2021, program ini memiliki 3455

praktisi dan 151.284 pasien.

iorth Garoiina

Pada tahun 2015, Gubernur Pat McCrory menandatangani
undang-undang HB766, yang memungkinkan mereka yang
menderita epiiepsi yang suiit disembuhkan unfuk menggunakan
minyak CBD. Dukungannya mengikufi pemungufan suara
DPR 11222 dan pemunqutan suara Senat 47-0.
Undang-undang ftidak menetapkan infrastruiiur apapun yang
memungkinkan calon pasien membeli CBD secara legal di

negara bagian tersebut.

lorth Daiota

Pada tahun 2016, pemilih North Dakota menyetujui Measure 5,
menetapkan program ganja medis unfuk negara bagian
mereka. Pada fahun 2017, kedua majeiis iegisiatif negara
bagian meloloskan perubahan pada Measure 5 fermasuk
penghapusan kefentuan yang memungkinkan pengguna medis
unfuk menanam ganja sendiri. Perubahan fersebut juga
mengharuskan seorang profesional medis secara khusus
merekomendasikan merokok sebagai mefode penggunaan

ganja daiam beberapa kasus. Beberapa penduiung inisiafif
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pemungufan suara tidak senang dengan undang-undang
tersebut, dengan mengatakan bahwa beberapa peraturan fidak
dapat dibenarkan. RUU fersebut ioios di kedua majeiis Badan
Legislatif Negara Bagian ND dengan mayorifas dua periiga
vang diperlukan. Pada 10 Juli 2018, Departemen Kesehatan
North Daiofa telah membuka jendeia apiikasi untui iisensi

apofek ganja medis di wilayah Bismarck dan Fargo.

Uhio

Pada tanggal 8 Juni 2016, Gubernur John Kasich
menandatangani House Bill 523 untuk melegalkan penggunaan
ganja secara medis di Ohio. RUU tersebut, yang disponsori
oleh Perwakilan Stephen Huffman, disetujui dengan suara

18-15 di Senat dan 67-29 di DPR.

Uiianoma

Pada bulan April 2015, Gubernur menandatangani HB 2154
vang mengizinkan Penjualan minyak CBD dengan kurang
dari 0.3% THC di bawah batasan yang ditentukan.
Penggunaan minyak CBD vyang diproduksi dari HEMP
industri [yang dijual bebas, tanpa batasan] tersebar luas di
Okiahoma selama pertengahan akhir 2010-an. Kemudian pada

fahun 2015, Green the Vote mengumumkan bahwa mereka
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memulai gerakan petisi baru unfuk menempatkan legalisasi
medis pada pemungutan suara tahun 2016. Inisiafif ini berhasil
mengumpuikan jumiah fanda fangan yang diperiukan, fetapi
para pendukungnya menuduh bahwa Jaksa Agung Scoft Pruiit
felah mengubah kafa-kata dari inisiatif fersebut dengan cara
yang menyesatkan. Seteiah Okiahomans for Heaith menggugat
penulisan ulang surat suara fersebui, Mahkamah Agung
Oklahoma memerintahkan agar bahasa aslinya dikembalikan.
Sebagai hasii dari sengkefa hukum, pemunguian suara untuk
inisiatif ini diundur ke tahun 2018. Gubernur Mary Fallin
menefapkan fanggal pemungutan suara pada 4 Januari 2018

sebagai inisiafif referendum.

ii. Oregon

ruiwm ganja Oregon semakin rumii karena adanya program
ganja medis Oregon. Program Ganja Medis Oregon
memungkinkan individu dengan riwayat medis satu afau lebih
penyakit yang memenuhi syarat dan rekomendasi dokfer unfuk
mengajukan permohonan pendafiaran ke program fersebut.
Pelamar yang diterima akan diberikan Kartu Ganja Medis,
vang memberi mereka hak unfuk mendapatikan periakuan

berbeda di bawah hukum. Pada dasarnya, pasien ganja medis
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diizinkan untuk memiliki tanpa fakut akan kufipan,
penangkapan, afau hukuman, hingga 1,5 pon ganja sekaligus.
Namun, kepemiiikan daiam jumiah yang iebih besar dapat
dihukum oleh hukum. Selain kepemilikan legal, pemegang
kartu juga dapat menanam secara legal, fanpa takut akan
kutipan, penangkapan, atau hukuman, hingga 18 fanaman
ganja yang belum mafang dan 6 fanaman dewasa sekaligus.
Pemegang kartu juga diizinkan unfuk menunjuk pengasuh
ufama dan penanam pilihan mereka, jika mereka
menginginkannya. Orang-orang ini menikmati kebebasan yang
sama, dalam hal kepemilikan, sebagai pemegang kariu selama
mereka fetap terdajtar secara resmi. Bafasan kepemiiikan iegai
di atas berlaku untuk fofal properti gabungan dari pemegang
kartu, pengasuh, dan penanam. Jika seorang penanam
dapat memiliki hingga 18 fanaman yang belum menghasilkan
per pemegang kartu. Penanam tidak boleh menanam fanaman
untuk iebih dari empat pemegang kartu sekaligus. Seiain ifu,
selain  kepemilikan dan produksi yang sah seperfi yang
diuraikan di atas, pemegang kartu, pengasuh, dan penanam
dapat secara legali mengirimkan ganja satu sama iain, dan

kepada pemegang karfu lainnya, selama pengiriman dilakukan
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fanpa pertimbangan. Hak istimewa yang biasanya melindungi
pemegang kartu, pengasuh, dan penanam dari kutipan,
penangkapan, dan hukuman fidak memaafkan kepemiiikan,
produksi, afau pengiriman dalam kasus di mana mereka
secara bersamaan bersalah atas pelanggaran fertentu yang
tercantum dailam ORS 475.316, seperti mengemudi di bawah

pengaruh ganja afau menggunakan ganja di depan umum.

Pennsyivania
Pada tanggal 17 April 2016, Gubernur Tom Wolf

menandatangani RUU Senat 3 untuk melegalkan penggunaan
ganja secara medis. RUL fersebut mengizinkan penggunaan
ganja dengan persefujuan dokier untuk pengobatan 17 kondisi
vang memenuhi syarat yanq fercantum dalam RUU tersebut.
ini juga mengatur sistem beriisensi negara uniuk distribusi
ganja kepada pasien, dengan persyaralan [kemudian
dihilangkan pada tahun 2018] bahwa hanya bentuk yang tidak
dapat diasap yang dijual. Tarif pajak 5% dikenakan pada
penjualan antara petani, pengolah, dan apofek. Tidak ada

kelonggaran untuk budidaya di rumah.
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Pada fahun 2006, Rhode Island melegalkan ganja medis,
menjadi negara bagian kesebelas yang melakukannya.
Uindang-undang fersebui disahikan pada fahun 2005,
memenangkan persefujuan di DPR negara bagian dengan
suara 52-10 dan Senat negara bagian dengan suara 33-I.
Gubernur Don C Arcieri dari Partai Repubiik memveto
undang-undang tersebut, tetapi Badan Legislatif
mengesampingkan vefo fersebuf, dengan suara 59-13 di DPR

negara bagian dan 28-6 di Senat negara bagian.

Gereja Penyembuhan di Rhode Island adalah sekie agama
vang berbasis di Rhode isiand yang penganuinya percaya
bahwa ganja adalah “ramuan suci® dan menggunakannya

dalam ritual keagamaan.

South Garoiina

Pada bulan Juni 2014, gubernur Parfai Republik Nilkki Haley
menandafangani RUU Senat 1035, "Hukum Julian®, sefelah
pemungutan suara Senat dengan suara bulat dan pemungutan
suara DPR 92-5. Undang-undang tersebuf mengizinkan
anak-anak dengan epilepsi parah unfuk diobati dengan

minyak CBD jika direkomendasikan oieh doker.
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nn. South Dakota

Ganja di South Dakofa legal untuk penggunaan medis mulai
1 Juii 202i, seteiah disahkan oieh inisiatif pemungutan suara
pada 3 November 2020. Sebelumnya, ganja sepenuhnya
ilegal, dengan South Dakota menjadi satu-satunya negara
bagian Amerika Serikat yang melarang konsumsi zat-zat yang
dikendalikan.  Pengujian  positif ganja bisa menjadi
pelanggaran ringan. South Dakota akan menjadi negara
bagian pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang
melegalkan ganja relaksasi dan medis secara bersamaan,
tetapi amandemen vyang melegalkan ganja relaksasi vang
disetujui dalam pemiiihan yang sama dibatalkan sebagai tidak
konsfitusional pada bulan Februari berikutnya. Gugatan
tersebut mengklaim bahwa amandemen tersebut melanggar
Amandemen Z, “Afuran Subjek Tunggai”. Keputusan tersebut
diajukan banding ke Mahkamah Agung Dakota Selatan, yang
menguatkan keputusan pengadilan yang lebih rendah pada 24

November 202I.

Tennessee
Pada buian Mei Z20i5, Jubernur Tennessee, Diii iHasiam,

menandatangani RUU Senat 280 menjadi undang-undang,
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yang bertenfangan dengan penentangan sebelumnya. RUU
tersebut melegalkan kepemilikan dan penggunaan ganja unfuk
mengobati sejumiah kondisi parah, fermasuk epilepsi. RUU
fersebut fidak memiliki ketenfuan unfuk penjualan legal,
sehingga mengharuskan pasien untuk mendapatkan obat di
juar negara bagian Tennessee; kepemiiikan minyak CBD {anpa
bukti bahwa itu diperoleh secara legal di luar Tennessee

adalah pelanggaran ringan.

Texas
Pada bulan Juni 2015, Gubernur Greg Abbott

menandatangani RUU Senat 339 - Undang-Undang
Penggunaan Weias Asih Texas - untuk mengizinkan
penggunaan minyak ganja rendah THC [kurang dari 0,5%
THC] untuk pengobatan epilepsii Abbott memberikan
dukungannya: “Saya fetap yakin bahwa Texas tidak boieh
melegalkan ganja, dan Texas juga tidak boleh membuka pintu
bagi ganja konvensional untuk digunakan sebagai obat”. RUU
tersebut disahkan dengan suara 26-5 di Senat dan 96-34 di

DPR.
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Pada bulan Maret 2014, House Bill 105 ditandatangani oleh
Gubernur Gary Herbert, melegalkan kepemilikan dan
penggunaan minyak CBD rendah THC oieh pasien yang
ferdaftar dengan rekomendasi dokfer dan epilepsi yang fidak
dapat disembuhkan. Namun, RUU fersebut tidak menyertakan

ketentuan bagi pasien untuk memperoieh minyak secara iegai.

. Vermont
Pada i9 iviei 2004, Vermoni meiegaikan ganja medis keiiia
Gubernur James Douglas mengumumkan bahwa ia akan
mengizinkan RUU Senat 76 disahkan fanpa tanda tangannya.
lindang-undang fersebut kemudian diperiuas pada buian juni
2007 ketika RUU Senat 7 disahkan tanpa tanda fangan

Gubernur Douglas sekali lagi.

$s. Wirginia
Pada tahun 1979, Virginia mengesahkan undang-undang yang
mengizinkan dokfer untuk merekomendasikan ganja unfuk
giaukoma afau efek samping kemoferapi. Pada fahun 1997,
pencabuian undang-undang ganja medis fampak pasfi, fefapi
fidak benar-benar ferjadi. Namun, selama bertahun-tahun,
undang-undang ganja medis fidak berfungsi karena resep

fidak diizinkan oleh hukum federal, mengingat status ganja di
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bawah Undang-Undang Zat Terkendali sebagai zat terkontrol
Jadwal | tanpa penggunaan medis yang diterima. Pada fahun
1998, Majelis Limum Virginia memperkefai undang-undang
fenfang penggunaan ganja medis dan menambahkan
kefentuan yang mengizinkan penggunaan dan distribusinya

untuk kanker dan glaukoma.

West Virginia

Pada fahun 2Z0i7, RUL Senai 386 disaikan, meiegaikan ganja
medis untuk kondisi medis kronis fertentu. Gubernur Justice
menandatanganinya menjadi undang-undang pada 19 April
2017, dan muiai berlaku pada Juii 20i8. Namun, dhhrwv.gov
menyatakan bahwa baru pada 1 Juli 2019, efek dari
undang-undang fersebut akan memungkinkan negara bagian
unfuk “mengeiuvarkan karfu idenfifas pasien dan pengasuh

yang diperlukan untuk mendapatkan ganja medis".

Wisconsin |

Pada bulan April 2014, Undang-Undang Wisconsin 267 [RLULI
Majelis 2013 726] diberlakukan. Undang-undang tersebut
secara nominai meiegaikan penggunaan cannabidioi [CBD] di
negara bagian fersebut uniuk pengobatan gangguan kejang.

ltu disahkan dengan pemungutan suara di Majelis dan suara
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bulat 33-0 di Senat. liu berganti nama menjadi “Hukum
lydia® oleh sebuah tindakan sebulan kemudian untuk
menghormati seorang gadis berusia fujuh fahun vyang
menderifa epilepsi langka; orang fua gadis itu felah
mendorong undang-undang CBD di negara bagian fersebut.
RUU tersebut dikrifik karena sebagian besar bersifat simboiis,
karena unfuk mendapatkan dukungan agar dapat disahkan di
Senat, para sponsornya menambahkan klausul vyang
menefapkan bahwa minyak CBD harus memiiiki persefujuan
FDA untuk diresepkan; sebelum klausul tersebuf, RUU
tersebut mendapat dukungan di Majelis fefapi ferhenti di
Senat. Karena CBD beium memiiiki persetujuan FDA, dan
karena serangkaian langkah yang rumit diperlukan untuk
mengizinkan penggunaan uji coba, dokter Wisconsin tidak
diizinkan untuk meresepkan CBD. Akibatnya, para penduiung
CBD menyatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan
dokter di Wisconsin yang bersedia meresepkan CBD. Pada
pertengahan 2015, Senator negara bagian Van Wanggaard
mengusulkan amandemen untuk menghapus hukuman atas
kepemilikan minyak CBD, meniadakan persyaratan resep,
fetapi amandemen fersebut masih fidak memberiian cara iegai

unfuk membuat atau mendapatkan minyak CBD.
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w. Wyoming
Pada Juli 2015, sebuah undang-undang diberlakukan yang

mengizinkan penggunaan cannabidiol untuk mengobati kejang.
Undang-undang ifu sempit dan tidak menyediakan akses

dalam negara bagian.

ww. Washington .0.
Pada Mei 2010, Dewan Distrik Columbia mengesahkan
undang-undang yang melegalkan ganja medis. Kongres fidak
mengesampingkan findakan fersebut dalam periode 30 hari
legislatif, dan akibatnya ganja medis menjadi legal pada 1
Januari 2011. Meskipun diatur dengan hati-hati melalui proses
perizinan yang panjang. apofik muiai dibuka, dan pusai-pusat

budidaya diizinkan.

K. Guam
Guam melegalkan ganja medis unituk “kondisi yang

melemahkan” melalui referendum pada pemilu jangka

menengah November 20i4, dengan 56% suara mendukung.

yv. HNorthern Mariana Islands

Penggunaan ganja uniuk reiaksasi dan pengobafan di

Kepulauan Mariana Utara felah legal sejak September 2018.
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daa.

RUU DPR 20-178 ditandatangani menjadi undang-undang
oleh Gubernur Ralph Torres, menjadi Undang-Undang Publik
20-66. Rl legalisasi ganja diperkenaikan sebagai
"Taulamwaar Sensible CNMI Cannabis Act of 2018," dinamai
unfuk menghormati David Kapileo Pefer atau Taulamwaar.
yang mengadvokasi iegaiisasi ganja lebih dari empat tahun
vang lalu. Apotek periama dibuka untuk umum pada 16 Juli

2021.

Puerio Kico
Pada bulan Mei 2015, Gubernur Alejandro Garcia Padilla

menandatangani  perinfah  eksekufif yang mengizinkan

penggunaan ganja medis.

Pada 9 Januari 2019, Qubernur Aiberi  Bryan
menandatangani Undang-Undang Perawatan Pasien Ganja
Medis Kepulauan Virgin. Undang-undang tersebut mengizinkan
pasien dengan rekomendasi doider unfuk menggunakan dan
memiliki hingga 4 ons [110 g] ganja untuk pengobatan kondisi
medis terfenfu yang memenuhi syarat. Sistem perizinan

pembudidaya dan apofek juga diuraikan, serfa ketenfuan bagi
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o

pasien unfuk membudidayakan hingga 12  fanaman.

Undang-undang fersebut lolos dari Senat dengan suara 9-4.

Barbaos

Penggunaan ganja secara medis disahkan pada November 2019
melalui RUU Industri Ganja Obat. RUU kedua yang disahkan,
RiUiLi Ganja Sakramentai, memungkinkan penggunaan ganja secara

spiritual oleh penganut Rasfafarian yang ferdaftar.

Brasii

Sejak 2015, obat ganja yang mengandung lebih dari 0,2% THC
dapat diresepkan untuk pasien yang sakit parah atau mereka yang
teiah kehabisan piiihan pengobatan iain. Awainya obai-obatan ini
hanya dapat diimpor dengan oforisasi khusus dari Anvisa, tetapi
pada fahun 2019 peraturannya dilonggarkan untuk memungkinkan
penjuaian di apofek. Produk yang mengandung kurang dari 0.2%

THC dapat diresepkan dengan bafasan yang lebih sedikit.

Pada tahun 2001, negara ini memulai program ganja medis, yang
dikelola oleh Health Canada. Program ini awalnya menawarkan
akses ke ganja yang difanam di rumah atau penjuaian iangsung

dari Health Canada. Ini digantikan dengan peraturan baru yang
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10.

w=d)

=

mengatur sekior komersial yang lebih tradisional untuk budidaya

dan distribusi ganja pada fahun 2013.

(H[1]]

Ganja di Chili adalah ilegal untuk semua produksi dan konsumsi
publik, meskipun konsumsi pribadi di rumah, penanaman dan
penjuailan  diperboiehkan unfuk penggunaan medis. Ganja
dikonsumsi secara luas, dengan penggunaan per kapita terfinggi di
Amerika Latin. Pada tahun 2014, Chili memulai uji klinis terhadap
ganja medis, dan pada tahun 2015, rancangan undang-undang

dekriminalisasi berhasil disahkan oleh majelis rendah Kongres Chili.

Bl mnaaBalos

Pada tahun 2015, presiden Juan Manuel Santos menandatangani
undang-undang yang mengizinkan ganja dan turunannya unfuk

penggunaan medis, dan menetapkan pedoman untuk apofek.

n_ 1 11 RA___: N~ N o w_
Fald Duidil iTigi€it ZUZZ4, PFicsideii U

menandatangani RUU yang melegalkan ganja untuk penggunaan

terapeutik dan pengobatan.
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Pada tanggal 15 Okiober 2015, Kementerian Kesehatan secara
resmi melegalkan penggunaan obat-obatan berbasis ganja unfuk
fujuan medis bagi pasien dengan penyakit seperti kanker, muifipie

sclerosis, atau AIDS.

Siprus

Siprus melegalkan penggunaan minyak ganja secara medis pada
Januari 2017, hanya untuk digunakan oleh pasien kanker stadium
lanjut. Pada buian Februari 2019, undang-undang yang iebih iuas
disahkan yang meningkatkan jumlah kondisi medis yang memenuhi

syarat.

Repubiik Teko

Sebuah RUU yang mengizinkan ganja tersedia secara legal dengan
resep dokfer di apotek sebagai obat telah disahkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Ceko pada tanggai 7 Desember 2012, dengan
126 suara mendukung legalisasi dan 7 menentang [27 absfain dan
46 fidak hadir dalam pemunqutan suaral. Senat Ceko
mengesahkan RUU fersebut pada fanggai 30 Januari 20i3. Dari
fotal 81 senafor, 67 suara mendukung legalisasi dan 2 suara
menenfang [5 senator abstain dan 7 fidak hadir dalam
pemunguian suaral. RUU tersebut juga menetapkan bahwa hanya

ganja impor yang akan diizinkan unfuk dijual pada tahun periama
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“unfuk memastikan standar”. Sefelah itu, penjualan dapat diperluas
unfuk mencakup produksi dalam negeri yang ferdaftar dan diawasi

secara ketat.

Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013
dan sejak saat ifu penggunaan ganja untuk keperiuan medis teiah
legal dan diatur di Republik Ceko. Undang-undang fersebut
mengizinkan 180 g bahan kering per bulan, seperti yang ditenfukan
oleh dokier spesiaiis, dan dapat diperoieh dengan menggunaian

formulir resep elekironik.

4. Denmark
Tiga jenis furunan ganja unfuk penggunaan medis [Sativex®,

Marinol®, dan Nabilone®] felah disetujui oleh Badan Obat-obatan
Denmark pada fahun 20ii, tetapi memeriukan resep dokfer. ini
diresepkan terutama untuk menghilangkan rasa sakit dan mual
pada pasien kanker dan unfuk mengurangi kekakuan ofot pada

pasien muifipie scierosis.

Penggunaan ganja utuh secara medis diizinkan melalui program
percontohan empat fahun yang dimuial pada Jjanuari 20i8.
Awalnya direncanakan bahwa ganja akan diimpor dari negara lain

[terutama Belandal karena ilegal untuk ditanam di Denmark, tefapi

SITOMGUM Law Firm | www.SITOMGUM.com




i

Halaman 62 dari 151 halaman | Permohonan Pengujian Undang-Undang Ratifikasi

pada fahun 2017 diputuskan bahwa petani Denmark akan diizinkan

unfuk menanam tanaman dalam kondisi aman dengan izin khusus.

Ekuador
Ganja unfuk fujuan medis disahkan oleh Majelis Nasional Ekuador

b
e

pada September 2019 dengan suara 83 banding 23.

Sefiap orang yang menanam tanaman ganja untuk penggunaannya

bukanlah penjahat, di mana CBD saat ini legal di Ekuador.

Finiandia
Sekelompok pengguna obat yang sangat terbatas [223 orang pada

mdh
=]

fahun 2014] diizinkan unfuk membeli semprotan mulut Sativex®
dan/atau ganja herbai merek Bedrocan®, Bedioi®, atau Bedica®
dari salah satu dari 27 apoiek yang memiliki izin unfuk menjual
ganja medis.

11. Georgia
Ganja di Georgia legal dalam hal kepemilikan dan konsumsinya

berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Georgia pada 30 Juli
20i8. Hai Inl menjadikan Georgla sebagal salah satu negara
pertama di dunia yang melegalkan ganja unfuk penggunaan
relaksasi dan medis, dan satu-satunya negara bekas komunis di

dunia yang melakukannya.
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18.

19.

Ghana

Parlemen Ghana mengesahkan undang-undang legalisasi
penanaman ganja hanya unfuk keperiuan indusiri dan kesehatan.
Mereka juga membidik aspek ekonomi karena menilai psikotropika
vang mengandung fetrahidrokanabinol tersebut memiliki pangsa
pasar berniiai miiiaran doiar pada indusiri giobai.

Ketua Parlemen Ghana, Alban Bagbin, mengesahkan revisi

undang-undang Komisi Pengendalian Narkofika usai mendapat

persefujuan mayorifas anggofanya pada Rabu, 12 Juii 2023.

Yunani

Pada buian juii 2016, pemerintah Yunani membenfuk keiompok
kerja untuk menilai kemungkinan ganja medis, dengan laporan
vang akan dikeluarkan pada bulan Okiober.

Pada Junmi 2017, Perdana Menferi Yunani Alexis Tsipras
mengumumkan bahwa keputusan bersama tingkat menteri mengenai
legalisasi ganja medis telah dibuat. Keputusan fersebut, yang
diterbitkan dalam Lembaran Negara, menyatakan bahwa
penggunaan ganja secara medis adalah legal bagi pasien dengan
resep dokter. Dengan pengumuman fersebut, Tsipras berkomentar,
“Mulai sekarang, negara ini membuka iembaran baru, karena

Yunani sekarang fermasuk dalam negara-negara di mana

SITOMGUM Law Firm | www.SITOMGUM.com




il

Halaman 64 dari 151 halaman | Permohonan Penuujian Undang-Uindang Ratifikasi

wdh
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pengiriman ganja medis kepada pasien yang membutuhkan adalah
legal”.

Pada buian Maret 2018, Parlemen Yunani menyefujui
undang-undang yang mengesahkan penanaman dan produksi ganja

medis di Yunani.

iriandia

Peraturan fahun 1998 di bawah Lindang-Lindang Penyalahgunaan
Narkoba 1977 [sebagaimana felah diubah] mencanfumkan ganja,
resin ganja, canmnabinoi, dan furunannya sebagai obat goiongan I.
Unfuk obat-obatan fersebut, pembuatan, produksi, persiapan,
penjualan, penjualan, pasokan, distribusi, dan kepemilikannya
melanggar huikum unfuk tujuan apa pun, kecuaii di bawah iisensi
dari Menteri Kesehatan. Lisensi diberikan kepada GW
Pharmaceuticals pada fahun 2002 dan 2003 untuk mengizinkan uij
coba medis ekstrak ganja nabiximols [Sativex®] di rumah
perawafan Gabus dan Rumah Sakit Regional Waierford. Pada
fahun 2014, peraturan tahun 1998 diubah uniuk memungkinkan
nabiximois diresepkan dengan mengecuaiikannya dari jadwai I.
Lisensi perfama unfuk penggunaan minyak ganja secara medis
dikeluarkan pada bulan Desember 2016 untuk memungkinkan

Tristan Forde, seorang anak laki-laki berusia dua tahun dengan
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20.

sindrom Dravet, unfuk melanjutkan pengobatan yang dimulai di
Colorado. Ini dikeluarkan oleh menteri setelah permohonan dari

doifer anak iaki-iaki fersebut.

Israel

iimuwan israei feiah meiaiukan peneiiian feniang khasiai dan
aplikasi medis ganja sejak fahun 1960-an, dengan penemuan
penting yang perfama kali dibuat oleh Raphael Mechoulam dan
Yechiei Gaoni dari Universitas ibrani Yerusaiem, yang mengisoiasi
THC dari ganja pada tahun 1964 dan kemudian menemukan
anandamide, dan ganja felah legal digunakan unfuk fujuan medis
sejak fahun 1990-an.

Ganja unfuk penggunaan medis felah diizinkan di Israel sejak awal
1990-an untuk pasien kanker dan mereka yang menderita penyakit
terkait nyeri seperti Parkinson, muifipie scierosis, penyakit Crohn,
nyeri kronis lainnya, dan gangguan sires pascafrauma. Pasien dapat
menghisap ganja, atau menelannya secara sublinqgual melalui
minyak.

Pada fahun 2004, mililer Israel mulai menggunakan
fetrahydrocannabinol [THC], salah satu bahan akiif dalam ganja,
unfuk pengobatan eksperimentai gangguan sires pasca frauma

[PTSD] tentara.
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R
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ltalia
Sejak 1998, dokter di ltalia felah dapat meresepkan produk ganja

dan cannabinoid sinfetis untuk penggunaan terapeutik, dengan
resep yang fidak dapai diulang, sedangkan penggunaan terapeutik
THC, dronabinol, dan nabilone diakui sejak 2007. Setelah
dimasuikannya senyawa akiif yang berasai dari fanaman ganja ke
dalam Tabel Medis dengan Kepuiusan Menteri pada 23 Januari
2013, dokter di lialia dapat meresepkan obat berbasis ganja dan
apotek mana pun, jika dipasok dengan benar, dapat
mendistribusikan produk ganja dalam benfuk dan dosis yang
ditenfukan dalam resep dokter.

jamaiia

Kepemilikan ganja dalam jumlah kecil telah dikurangi menjadi
pelanggaran kecil pada tahun 2015. Secara internasional konsumsi
ganja memainkan peran penting daiam citra pubiik negara ini,
karena terkait dengan budaya seperti Rastafari dan musik reggae

serta kesehatan. Turis ganja telah disambut baik di abad ke-21.

jepang
Kementerian Kesehatan Jepang bergerak untuk melegalkan ganja

unfuk penggunaan medis dalam pengobatan epilepsi di Jepang
sambii menambahkan ietenfuan hukum baru unfuk

mengkriminalisasi penggunaannya unfuk tujuan relaksasi.
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24. Jerman

R

Dronabinol® dijadwal ulang pada tahun 1994 dari lampiran | ke
lampiran ii Undang-lindang Narkotika [Betdubungsmitteigeseiz]
unfuk memudahkan penelitian; pada fahun 1998 dronabinol
dijadwalkan ulang dari lampiran Il ke lampiran Il dan sejak saat
itu fersedia dengan resep dokier, sedangkan A9-THC masih
terdaftar di lampiran I. Petunjuk pembuatan untuk dronabinol yang
mengandung  formulasi kompendial dijelaskan di  Neues
Rezeptur-Formuiarium.

Meskipun A9-THC masih {ercanium dalam lampiran I, dalam
beberapa kasus, pasien dapat memperoleh izin khusus dari oforitas
obat federai umtuk mengimpor ganja aiami melaiui apofek.
Petunjuk pembuatan untuk dronabinol yang mengandung formulasi
kompendial dijelaskan dalam Neues Rezeptur-Formularium.

iorea Seiatan

Korea Selatan melegalkan ganja untuk keperluan medis sejak
November 2018. Berbeda dengan Thailand yang meregulasikan
kembail dan menjadl cukup bebas ferkalt dengan penanaman
ganja, Korea Selatan hanya membolehkan beberapa furunan ganja
saja untuk dapat dikonsumsi. Dalam obat-obatan turunan ganja ini

ferdapat dalam obat Bernama Sativex® dan Epidioiex®. Uintuk
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fujuan relaksasi, Korea Selatan menolak keras dengan ancaman

hukuman penjara afau denda berat.

iebanon
Pada 21 April 2020, Parlemen mengesahkan undang-undang yang

melegalkan penanaman ganja unfuk penggunaan medis. Lebanon
menjadi negara Arab perfama yang meiakukannya. Penanaman

rami non-psikoaktif juga dibuat legal.

Pada November 2017, Menteri Kesehatan mengumumkan program
perconfohan selama dua tahun di mana warga Luksemburg dapat
memperoieh ekstrak ganja dan camnabinoid untuk fujuan medis.
Pada bulan Juni 2018, anggota parlemen dengan suara bulat
menyefujui RUU unfuk melegalkan penggunaan ganja secara medis.
ialawi

Ganja secara luas digunakan oleh seluruh penduduk sebagai
minuman obat untuk mengobati kondisi seperti antraks, disentri,
demam, malaria, afau gigitan uiar. Rastafari di Malawi sekarang
menjadi pendukung yang mengklaim penggunaan daun chamba
sebagai obat. Sebuah studi penelitian berjudul, “Persepsi Pasien
tentang Penggunaan Chamba [=ganja] di Maiawi~ dilakukan di

Rumah Sakit Jiwa Zomba vyang diterbitkan dalam Jurnal
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Internasional Kecanduan pada fahun 1998. Penelitian ini
berimplikasi pada pengembangan program pengobatan dan
pencegahan bagi pengguna chamba di Maiawi.

Rastafari Malawi felash menggunakan ganja sebagai bagian dari
kebangkitan spiritual mereka selama bertahun-tahun. Rasfafari
mengutip penfingnya agama dalam penggunaan tanaman ganja
fersebut.

29. Maita
Safivex® disetujui unfuk penggunaan resep pada fahun 2

0i5.
Namun, pada Juli 2017, tidak ada pasien yang dirawat dengannya.
Pada bulan Maret 2018, Presiden Malta menandatangani
undang-undang yang menyefujui ganja medis dengan resep dokfer,
meskipun undang-undang tersebut tidak merinci kondisi spesifik
mana yang layak untuk penggunaan ganja.

. Ieksiko
Pada bulan Juni 2017, Presiden FEnrique Pefia Nieto

(=]
(=

menandatangani RUU menjadi undang-undang untuk mengizinkan
penggunaan medis produk ganja yang mengandung kurang dari
satu persen THC. RUU tersebut lolos di Senat dengan suara 98-7
pada bulan Desember 2016 dan Maijelis Rendah Kongres dengan
suara 371-19 pada buian Aprii 2017. RUU fersebut ioios di Majeiis

Rendah Kongres dengan suara 371-19 pada bulan April 2017.
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31. Moroko

Sebuah lembaga negara Maroko menerbitkan 10 izin perfama
penggunaan ganja untuk industri, medis dan ekspor, yang menjadi
hasil dari Undang-Undang yang disahkan tahun lalu.

Para pefani yang mengelola koperasi di daerah-daerah
pegunungan ufara Al Houceima, Taounate, dan Chefchaouen secara
bertahap akan diizinkan menanam ganja gquna memenuhi
kebutuhan pasar legal.

32. Belanda
Sejak 2003, felah ada obat resep legal yang dikenal sebagai

“Mediwiet”, tersedia di apotek Belanda. Ada iima jenis ganja medis
yang berbeda di Belanda; yang kelima mengandung Camnabidiol
[CBD] dan hampir tidak ada Tefrahydrocannabinol [THC].

2. Seiandia Baru
Pada bulan Desember 2019, Peraturan Penyalahgunaan

(=1
N

Obat-obatan [Ganja Medis] 2019 dibuat dengan fanggal mulai
beriaku 1 Aprii 2020. Peraturan tersebut memberiakukan Skema
Ganja Obat yang memberikan seriifikasi pada standar kualifas
minimum berbagai produk ganja psikoaktif untuk penggunaan obat
di Selandia Baru. Pada tanggal 23 Juii 2020, persetujuan
diperkirakan akan diberikan dalam beberapa bulan ke depan.
Daftar produk obat psikoakiif yang saat ini telah disetujui fersedia

di situs web iKementerian Kesehatan Seiandia Baru.
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34.

36.

Makedonia Utara
Pada tanggal 9 Februari 2016, Komife Kesehatan Parlemen

Makedonia memberikan persefujuannya unfuk legaiisasi ganja
medis. Mulai bulan Juni 2016, pasien tanpa resep dokfer diizinkan
unfuk membeli minyak dengan 0,2 persen cannabinoid atau
kurang; benfuk yang iebih pekai memeriukan resep dokder.
Norwegia

Ganja di Norwegia dilegalkan secara kefat untuk penggunaan
medis; semua fujuan iain adaiah iiegai.

Panama

Gania medis dilegalkan pada fahun 2021, sefelah sebuah RilI
disahkan oleh majelis nasional dengan suara bulat dan
ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Laurentino
Cortizo pada buian Oktober. Panama menjadi negara Amerika
Tengah pertama yang melegalkan ganja medis.

Peru

Pada tahun 2017, pemerintahan Presiden Pedro Pabio Kuczynski
mengumumkan rencana unfuk melegalkan ganja medis di Peru.
Pengumuman fersebut menyusul penggerebekan di Lima, di mana
poiisi menufup operasi yang menghasiikan obat-obafan ganja untuk

80 anggofa yang anak-anaknya menderita epilepsi dan penyakit
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40.

lainnya. Belakangan tahun itu, dengan suara 68 banding 5,
kongres Peru melegalkan minyak ganja untuk penggunaan medis.
Polandia

Polandia melegalkan penggunaan ganja medis pada Juli 2018
[RUU Piotr Liroy-Marzec]. Undang-undang tersebut mulai berlaku
pada November 2018.

Portugal

Pada Juli 2018, RUU ditandatangani menjadi undang-undang
unfuk memungkinkan penggunaan ganja secara medis di Porfugai
dan dispensasinya di apotek. Budidaya pribadi unfuk penggunaan
medis tetap melanggar hukum. Akibatnya, mengimpor ganja medis
ke Portugai telah menjadi peiuang bisnis yang menjanjikan bagi

pengusaha lokal dan perusahaan ganja.

Pada tahun 2010, Menteri Kesehatan mengusulkan undang-undang
unfuk mengizinkan ganja digunakan unfuk tujuan medis di negara
Rwanda. Pada fahun 202i, Rwanda mengeiuarkan perintah yang
membuat ganja untuk fujuan pengobatan menjadi legal.

Saint Vincent and Grenadines

Uindang-Lindang Amandemen Narkoba iPencegahan
Penyalahgunaan] fahun 2018, yang disahkan di Parlemen pada

fanggal 25 Juli. Selain hanya menjadi pelanggaran yang dapat
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difilang, amandemen tersebut mengatur bahwa umat Vincentia
dapat menghisap ganja dalam privasi rumah mereka dan di
fempai-tempat ibadah agama Rasfafarian fanpa hukuman.
Amandemen fersebut juga mengaiakan bahwa Menferi dapat
menetapkan daffar area publik di mana merokok ganja dapat
diizinkan. Negara ini memiiiki undang-undang ganja medis yang
berkorelasi dengan hukum. Parlemen pada 11 Desember 2018,
mengesahkan dua Undang-Undang, satu yang menefapkan Industri
Ganja Medis di St Vincent dan Grenadines, dan yang lainnya
menawarkan amnesti bagi petani ganja tradisional. Parlemen
Vinsensia mengesahkan undang-undang untuk melindungi kekayaan
intelekiuai para pemuiia varietas tanaman baru di St Vincent dan

Grenadines [SVG], RUU Perlindungan Pemulia Tanaman, 2019.

@i. Ol ialiiiv

Pada tahun 2016, sebuah istanza d'Arengo [inisiatif publik]
diajukan kepada pemerintah San Marino, meminta legalisasi ganja
medis. Langkah fersebuf disefujui oieh pemerinfah, yang memuiai
proses pembuatan rencana penanaman, negosiasi perjanjian
internasional, dan langkah-langkah lain yang diperlukan.

Pada tahun 2016, Sativex® dikeiuarkan tanpa biaya di San Marino
unfuk pasien yang menderita nyeri akibat mulfiple sclerosis atau

kondisi sumsum tulang.
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42. Afrika Selatan
Di Afrika Selatan, produk ganja medis dapat diresepkan unfuk

kondisi kesehatan apapun, sefelah dokiter yang merawat menentukan
bahwa produk tersebut dapat membantu pengobatan. Pasien dapat
meminfa ganja medis melalui praktisi kesehatan resmi yang
diiisensikan oieh Otoritas Pengatur Produk Kesehatan Afrika
Selatan [SAHPRA]. Prakiisi kesehatan harus mengajukan
permohonan secara online atas nama pasien mereka ke SAHPRA.
Setelah resep diberikan kepada pasien, resep fersebut dapat
dipenuhi oleh apoteker yang ferdaftar di Dewan Farmasi Afrika
Selatan [SAPC].

Spanyoi
Pada bulan Okiober 2005, pemerinfah ofonom di wilayah

=1
e

Catalonia meluncurkan program penggunaan terapeufik Sativex®
uniuk 600 pasien dengan berbagai macam penyakif, muiai dari
mulfiple sclerosis hingga kanker, untuk menghindari rasa mual atau
mengendorkan ofot-ofot yang tegang. Proyek ini melibatkan enam
rumah sakif, empat puiuh peneilti, dan enam puiuh foko obat.
Produk ini disajikan dalam bentuk alat penyemprot untuk diminum,
dan akan tersedia di foko obat di beberapa rumah sakit. Teks
fengkap dari Inisiafif peneiifian ini dapat diiihai, daiam bahasa

Catalan, dari Universitat Autdbnoma de Barcelona.
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44. Sri lanka

=1

Ganja di Sri Lanka dijual secara legal melalui toko-foko herbal
Ayurveda, dan dapat digunakan unfuk tujuan medis dan iimiah jika
diberikan lisensi oleh Kementerian Kesehatan. Untuk penggunaan
relaksasi, ganja tidak legal.

Ganja secara hukum diizinkan untuk digunakan di pulau itu
sebagai ramuan. Hukum kolonial yang mengkriminalisasi ganja
telah diamandemen untuk memastikan bahwa tidak ada yang “akan
mempengaruhi impor, ekspor, pasokan, pembuafan, penggunaan,
alau kepemilikan sediaan galenik [eksirak dan fingiur] tanaman
HEMP vyang sah”. Ganja tidak dikriminalisasi untuk fujuan medis.
Swiss

Saat ini, hanya satu sediaan obat ganja yang secara resmi disefujui
untuk penggunaan medis di Swiss. Namun, dengan diadopsinya
revisi dalam Uindang-lindang Federal fenfang Narkofika dan Zaf
Psikotropika [NarcAl, yang diterima dengan suara ferbanyak pada
fahun 2008, dan berlaku sejak 2011, dokter Swiss dapat
memperoieh izin khusus dari Kantor Kesehatan Masyarakat Federai
unfuk pasien mereka dengan tunjangan unfuk meresepkan ganja
medis selama 12 bulan. Hanya dua apotek di negara ini yang

diizinkan unfuk mengeiuarkan fincfure ganja dan konsentrat minyak
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46.

B

ganja unfuk pasien dengan penyakit serius atau tferminal. Pilihan
pengobatan dengan bunga ganja afau resin ganja tidak fersedia.
Sediaan cannabidiol resmi [Epidiolex®] untuk bentuk epiiepsi
langka felah disefujui oleh FDA pada Juni 2018, dan oleh
European Medicines Agency pada September 2019. Sejak saat ifu,
apotek Swiss diizinkan untuk menyiapikan dan mengeiuarian produk
obat yang mengandung cannabidiol sebagai formulasi magisiral
dan obat resep [tidak funduk pada Undang-Undang Narkotikal,
sesuai dengan Kode Obat Jerman [DAC / NRF] saat ini dan
standar farmakope Swiss.

Thailand

Di Thailand, ganja, yang dikenai dengan nama Ganja [bahasa
Thailand: Amen; RTGS: kancha]l baru-baru ini felah disahkan
undang-undang baru. Ganja yang memiliki kurang dari 0.2% THC,
yang disebut sebagai ganja industri di AS, didekriminaiisasi pada
fanggal 9 Juni 2022. Ganja medis, tanpa batasan THC dibuat
legal pada tahun 2018 fefapi mengharuskan pasien unfuk
mendapatian resep dari praktisi medis. Ganja untuk reiaksasi masih

ilegal, menurut hukum Thailand.

Penggunaan ganja secara medis dilegalkan di Inggris pada fanggal

1 November 2018, sefelah kasus dua anak penderifa epilepsi yang
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mendapat manfaat dari penggunaan ganja meningkatkan perhatian
publik terhadap masalah ini. Anak-anak fersebut [Billy Caldwell, 12
tahun dan Alfie Dingley, 6 tahun] keduanya mengaiami
peningkatan yang signifikan dalam kondisi mereka sefelah mereka
mulai mengqunakan ganja, fetapi pada awalnya tidak diizinkan
unfuk melanjutkan perawatan mereka di bawah hukum inggris. Hai
ini menyebabkan meningkatnya protes publik, ferutama dalam kasus
Billy Caldwell yang dirawat di rumah sakit karena kejang yang
mengancam jiwa sefelah obafnya disita oieh pihak berwenang.
Pada fanggal 20 Juni 2018, Menteri Kesehatan Inggris, Jeremy
Hunf, mengumumkan dukungannya terhadap penggunaan ganja
untuk keperiuan medis dan bahwa peninjauan akan diiakukan unfuk
mempelajari perubahan undang-undang. Pada 26 Juli 2018,
Menteri Dalam Negeri Sajid Javid mengumumkan bahwa produk
ganja akan dibuat legal unfuk pasien dengan “kebutuhan Kiinis
vang luar biasa’, dan bahwa ganja akan dipindahkan dari
klasifikasi Jadwal | ke Jadwal Il. Pada 11 Okiober, ketentuan baru
secara resmi dipresentasikan dan diferima di DPR dan kebijakan
fersebut mulai berlaku pada 1 November 2018.

48. Uruguay
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92.

Ganja legal di Uruguay, dan merupakan salah satu obat yang

paling banyak digunakan di negara ini.

Vanuatu

Sebuah laporan berita pada bulan September 2018 mencatat
bahwa sistem perawatan kesehatan nasional Vanuatu sedang
mempertimbangkan uji kiinis obat berbasis ganja unfuk mengobati
diabetes. Pada tanggal 20 September 2018, Dewan Menferi
pemerintah mengeluarkan Keputusan 157/2018 yang mengizinkan

pendirian industri unfuk produksi ganja medis dan HEMP industri.

Yunani

Pada buian Parei 20i8, Pariemen Yunani  menyefujui
undang-undang yang mengesahkan penanaman dan produksi ganja
medis di Yunani.

Zamilia

Pada bulan Maret 2017, Menteri Dalam Negeri Steven Kampyongo
mengklarifikasi bahwa membudidayakan ganja untuk keperluan

medis adaiah iegai jika mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan.

Zimhabwe

Dod- Lo-: T...—=2 27 Azl 2Nni0 L
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kedua yang melegalkan ganja untuk fujuan medis dan ilmiah.
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92. Bahwa benar, menurut PARA PEMOHON berlakukannya ketentuan materi
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muatan Menimbang huruf b, huruf ¢, dan Huruf d, serta Mengingat, dan Pasal
I ayat (2), serta materi muatan Paragraf 7 dan Paragraf 8 Penjeiasan LiMUM
UU 8/1976 sepanjang kalimat ‘Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal
Narkofika 1961, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki
kekuafan hukum mengiiai, sepanjang fidak dimaknai sebagai “Proiokoi yang
Mengubah Konvensi Tunggal Narkofika 1961, hingga protokol sesi ke - 63,
termasuk di dalamnya dokumen Commission on Narcofic Drugs Sixty-third

Aa x

NEnggunanan SimbOI JORUmen:

L9

session vieina, Z—o iiarcii ZUZU yaig
E/CN.7/2020/CRP.9"".
[Bukti P+21

98. Bahwa benar, dengan dikabulkannya Permohonan Pengujian materi
muafan Menimbang huruf b, huruf ¢, dan Huruf d, serta Mengingat, dan Pasal
1 ayat (2), serta materi muatan Paragraf 7 dan Paragraf 8 Penjelasan UMUM
Uu 8/1976 sepanjang kalimat ‘Profokoi yang Mengubah Konvensi Tunggali
Narkofika 1961, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai “Protokol yang
iMenguban Ronvensi Tunggai WNarioiika i96i, hingga proiokoi sesi ke - 63,
fermasuk di dalamnya dokumen Commission on Narcofic Drugs Sixty-third
session Vienna, 2-6 March 2020 yang menggunakan simbol dokumen:
C/CN.7/2020/CRPS", maka Kerugian-kerugian vyang didaiiikan ofeli FARA

PEMOHON, fidak lagi ferjadi.

" uns.id/1a2j
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94. Bahwa benar, berdasarkan kriteria, PARR PEMOHON merupakan pihak yang
memiliki hubungan sebab~akibat [causal verband] antara kerugian
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konstitusional dengan beriakunya kefentuan maferi muafan Menimbang huruj b,
huruf ¢, dan Huruf d, serta Mengingat, dan Pasal 1 ayat (2), serta materi
muatan Paragraf 7 dan Paragraf 8 Penjelasan UMUM UU 8/1976 sepanjang
kalimai Profoikoi yang Piengubah Ronvensi Tunggai WNariofika i96i, yang
dimohonkan unfuk diuji dengan Pasal 28D ayat (I) dan Pasal 28H ayat (1)
serfa Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

939. Bahwa benar, dari berbagai arqumenfasi di afas, PARA PEMOHON
berpendapat bahwa PARR PEMOHON memiliki kedudukan hukum [legal sfanding]
sebagai PEMOHON dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo
terhadap UUID 1945.

Dasar Konstitusionalitas yang dipergunakan:

=

Negare

[Bukt P+11

Repubiik indonesia Tanun i

tindang-iindang Dasar

Pasal 28C ayai (i)

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebuiuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaai dari iimu
pengefahuan dan teknoiogi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualiias

hidupnya dan demi kesejahferaan umat manusia.**)
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Pasal 28D ayat (I):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
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hukum yang adii serta periakuan yang sama dihadapan hukum.**)

Pasal 28H ayat (1):

Seiiap orang berhak hidup sejahiera iahir dan baiin, beriempai iinggai, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan. *¥)

Pasai 28H ayat (2):
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama quna mencapai persamaan

dan keadiian.*%j

Ruang Lingkup Pasal yang dimohonkan pengujian:
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Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan
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Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (I) Undang-Undang Dasar 1945.

At ‘—,
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Protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Profocol Amending
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the Single Convention on Narcofic Drugs, 196]); yang salinan-salinan naskahnya

dilampirkan pada undang-undang ini.

Pasal 1 ayat (2):

Sudah jeias.

Paragraf 7 Penjelasan LIMUM
Usahig-usaiia perawaian dan pengobaian jpala pecandu narkoiika dapai
dilaksanakan oleh Pemerintah atau badan swasta yang telah mendapat izin dari

Menteri Kesehatan. Dengan ikut serfanya Indonesia dalam Konvensi Tunggal

] 1D Shri= Mo L0 . NM___..L_L__._ Ao oL
iiRG 1791 S I rauvivnwi Yulls 1 Icllsuwllll’u, gl lllcllscwlll\ullll,u

sebagai undang-undang, maka kerjasama internasional dalam bidang

pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkofika dapat dilakukan lebih
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Paragraf 8 Pen]elasan uMuMm
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beserta Protokol yang mengubahnya pada umumnya tidak bertentangan dengan

kepentingan-kepentingan Indonesia dan dengan demikian dapat diferima dan

diperaimakan sebagal dasar untuk menviisun perundang-undangan nasional

dalam bidang narkotika.

1 Bshwa, Dasal 5 (1) LILID 1945

Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.*)
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2. Bahwa, Pasal 11 ULID 1945:
1 Presiden dengan persefujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan
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perang. membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara
lain.***¥)

2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat
yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan
perubahan afau pembentukan undang-undang harus dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

3] Ketentuan lebih lanjut fentang perjanjian internasional diatur dengan

undang-undang.**¥)

3. Bahwa, Pasal 20 UUD 1945:
1 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk

undang-undang.*)

. Bahwa, pokok permohonan adalah ketentuan materi muatan:
Mengingat:
Pasal 5 avat (1). Pasal 1. dan Pasal 20 avat (I} Undang-Undang Dasar

1945.

Pasal 1 ayat (2):
Protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Profocol
Amending the Single Convention on Narcofic Drugs, 196)); yang

salinan-salinan naskahnya dilampirkan pada undang-undang ini.
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@51

Paragraf 7 Penjelasan UMUM:

Usaha-usaha perawafan dan pengobatan para pecandu nariofika dapaf
dilaksanakan oleh Pemerintah afau badan swasta yang telah mendapat
izin dari Menteri Kesehatan. Dengan ikut seﬂanya Indonesia dalam
mengesahkannya sebagai undang-undang, maka kerjasama internasional

dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkofika dapat

Paragraf 8 Penjelasan LUMUM:

'<
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Uisamping  diu juga
tersebut beserta Protokol yang mengubahnya pada umumnya tidak

bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Indonesia dan dengan
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menyusun perundang-undangan nasional dalam bidang narkotika.
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mengenai kalimat ‘Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika
1961" bertentangan dengan Pasal 28C ayat (I) Undang-Undang Dasar
Negara Republik indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

Sefiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapai pendidikan dan memperoleh manfaai dari
iimu pengetahuan dan feknologi, seni, dan budaya, demi meningkaikan

kualitas hidupnya dan demi kesejahieraan umat manusia.**)
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Bahwa benar, PARA PEMOHON mendalilkan materi muatan a quo sepanjang
mengenal kalimat “Profokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika
1961 bertentangan dengan Pasai 28D ayat (i) lindang-lindang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

Sefiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepasiian huikum yang adii seria perisiuan yang sama di hadapan
hukum.*¥)

Bahwa benar, PARA PEMUON mendaiilkan materi muafan quo sepanjang
mengenai kalimat “Profokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika
1961" bertentangan dengan Pasal Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar
Negara Repubiik indonesia Tahun 1945, yang menyafaian:

Sefiap orang berhak hidup sejahfera lahir dan batin, bertempat finggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serfa berhak

memperoien peiayanan kesehaian.**j

Bahwa benar, PARA PEMOHON mendalilkan maferi muatan quo sepanjang
mengenai kalimat "Profokoi yang Mengubah Konvensi Tunggai Narkotika
1961" bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-lindang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

Sefiap orang berhak mendapai kemudahan dan periakuan khusus uniuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

persamaan dan keadilan.*¥)
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9. Bahwa benar, negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara
hukum™ Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Repubiik
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Indonesia adalah negara berdasar atas hukum [rechfssfaafl dan bukan
berdasar afas kekuasaan belaka [machisstaafl. Digunakannya istilah
“reciissiaai’  ini menunjukkan bahwa para penyusun LUiUD 945
menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal,
seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum
daiam Komsep ‘rediissiaai iiu, Gua dianiaranya ialan perfindungar
terhadap hak asasi manusia® dan “pemerinfahan haruslah berdasarkan
afas Undang-Undang Dasar”. Sementara, para penyusun LD 1945 fegas

- Lo Nl _____ [ _ L8808 _____s_ gz 8 88 8 L __ 8 ___ =
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“kekuasaan belaka® atau “machisstaal’ yang dalam Bahasa Jerman

mengandung arti negara itu dijalankan semafa-mata berdasarkan

[l cann bukan hosdasarkon otoe hedes
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10. Bahwa benar, pernah dilakukan permohonan unfuk mendapatkan akses

pefigobaian imedical Caiiiiabis Gan narioiika golongan | iainiya, yaitu Uji

Konstitusionalitas bernomor perkara: 106/PUU-XVIII/2020.

permoiionan perkara Nomor: 06/ PULI-XViii/2020
digjukan oleh Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti,
Perkumpulan Rumah Cemara, Perkumpulan Insfifute for Criminal Jusfice
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Rejorm [iCjR], dan Perkumpuian iembaga Baniuan fHukum Masyarakai

[LBHM].
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12,

13.

Bahwa benar, permohonan diajukan ferhadap Penjelasan Pasal 6 ayat (i)
huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 fentang Narkotika (LU
35/2009) dan Pasai 8 ayat (i) Ui 35/2009 yang berbunyi sebagai
berikut:

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009:

“Dalam kefeniuan ini yang dimaksud dengan “Narkoiika Goiongan i~
adalah Narkofika yang hanya dapat digunakan untuk fujuan
pengembangan ilmu pengetahuan dan fidak digunakan dalam terapi,

seria mempuilyai poiensi sangai finggi mengakibaikan Keierganiungan
U Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009:
“Narkofika Golongan | dilarang digunakan unfuk kepentingan

peia‘yanan RESEINaiani.

Bahwa, Terhadap dalil para Pemohon 103/PUU-XVIII/2020 mengenai
manfaat Narkotika Golongan | dalam pelayanan kesehatan, Mahkamah
Konsfifusi menilai bahwa para Pemohon belum menunjukkan bukti
pengkajian dan peneliian komprehensif terhadap pelayanan Kesehatan
menggunakan Narkotika Golongan | sebagaimana fermuat dalam

pertimbangan hukum Mahkamah Konsfifusi, anfara iain sebagai berikut:

“[3131] ... Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum vyang
diperoleh dalam persidangan, felah fernyata keinginan para Pemohon
untuk diperboiehkannya jenis Narkotika Golongan | unfuk pelayanan
kesehatan dan/afau terapi belum terdapat bukii felah dilakukan
pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara
fimiah di indonesia. Dengan beium adanya buiii ihwai pengkajian dan

penelitian secara komprehensif tersebut, maka keinginan para Pemohon

e e
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14.

1a.

sulit dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima
alasan rasionalitasnya, baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun
yuridis. Sementara itu, berkenaan dengan fakia-fakta hukum daiam
persidangan yang menegaskan bahwa beberapa negara telah secara sah
menurut undang-undangnya memperbolehkan pemanfaatan narkotika
secara iegai, hai fersebui fidak seria-meria dapai digeneraiisasi bahwa
negara-negara yang belum atau tidak melegalkan pemanfaatan narkotika

secara bebas kemudian dapat dikatakan tidak mengoptimalkan manfaat

5l . m w
NarkOTiRaG dimMaRSud.

Bahwa, selain itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sebelum
adanya hasll pengkajian dan penelitian, Narkotika Golongan | hanva
boleh digunakan unfuk fujuan pengembangan ilmu pengefahuan

sebagaimana fercantum dalam perfimbangan hukum sebagai berikut:

3Zj .. Oleh karena iiu, secara imperaiif sebeium ada hasii

3.
pengkajian dan penelifian, jenis Narkotika Golongan | hanya benar-benar

digunakan untuk fujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan fidak

digunakan umiuk peidyanan Kesehaian dan/aiau ierapi.
penyalahguna jenis Narkotika Golongan | yang secara tidak sah diancam

dengan pidana penjara sangat berat [vide: Pasal 111 sampai dengan

Dacal 134 1122 /9nnn)  »
FadGil 110 UL 77/ ZUUT) ...

Bahwa, sehubungan permohonan Pemohon fidak beralasan menurut
hukum untuk seluruhnya, amar Dutusan MK  Nomor:

106/PULI-XVIiii/2020 menyatakan sebagai berikut:
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16.

1 Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat
diterima.

Z] Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa, meskipun Mahkamah Konstfitusi menolak permohonan para

Damnhon dalam nm-hmha noan  huolom Doincan MK Nomaor

E LSS oLt B ———all

106/PUU-XVIII/2020, terdapat beberapa ‘perinfah’ kepada adresat,
mengenai perlunya penelitiatn dan pengkajian ilmiah terhadap jenis

Narkofika Golongan | untuk kepentingan pelavanan kesehatan anfara lain

sebagai berikut:

1 Llembaga pemerintah dan swasta secara bersama-sama atau
pemerinfah secara fersendiri melakukan pengkiajian dan peneiitian
unfuk menelaah secara ilmiah berkaitan dengan jenis Narkofika
Golongan | uniuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun ferapi.
{naiaman 76 sub paragraj i3.i3.ij};

2) Pengkajian dan penelifian yang dilakukan ferhadap jenis Narkotfika
Golongan | secara konkret, dilakukan berdasarkan standar profesi
peneiifian  Kesehaian  sebagaimana  diaiur daiam  peraiuran
perundang-undangan. (halaman 176 sub paragraf [3.13.1]);

3] Negara dalam konteks pemanfaatan jenis Narkofika Golongan |
Kiususiya, dan jenis Narikofika (oiongan ii, seria jemis Narkoiik
Golongan [l pada umumnya, wajib melakukan pengawasan secara
kefat agar penggunaan narkofika tidak disalahgunakan. Negara juga
WajiD menjannn seliap Warga negaia uiili ii i
hak dalam pelayanan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 28H ayat (I) UUD 1945. (halaman 178 sub paragraf [3.13.2]);
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4) Sangat penting dilakukannya pengkajian dan penelitian jenis
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Narkotika Golongan | yang dimungkinkan untuk pelayanan kesehatan
dan/atau ferapi, fermasuk dalam hai ini unfuk kepentingan
pengembangan ilmu pengefahuan dan teknologi dan unifuk reagensia
diagnostik, serfa reagensia laboratorium sefelah mendapatkan
perseiujuan dari i“ienieri Resefiaian dan rekomendasi dari Repaia
Badan Pengawas Obat dan Makanan. (halaman 178 sub paragraf
[3.13.2]):

““““ segera menindakianjufi Pufusaii NOIMOT:
106/PUU-XVIII/2020 berkenaan dengan pengkajian dan penelitian
jenis Narkofika Golongan | untuk keperluan pelayanan kesehatan

&l
=
Y
=
1
=
g,
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kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkannya perubahan

undang-undang oleh pembentuk undang-undang guna mengakomodir

Beotobene dreelaeed [l feene 170 b e o f T2 12 2T
s
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11. Bahwa, biro HAK MK felah melaksanakan pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Putusan MK Nomor: 106/PLILI-XVIII/2020,
dengan menggunakan pencarian informasi di infernef. Akan tefapi,
mefode serta hasil pemantavan dan evaluasi fersebut tenfunya belum
dapat menampilkan hasil yang akurat dan komprehensif mengingat
perikembangan hukum aiau reaiiias iain yang mungkin saja ferjadi daiam
rentang wakfu setelah dilakukan pemanfauan dan evaluasi. Dengan
demikian, pelaksanaan Putusan MK Nomor: 106/PUU-XVIII/2020

defigan Segenap perkembangan dan  dinamika yang fimbui, periu
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diketahui secara komprehensif dalam keadaan dan wakiu fertenfu yang
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selalu akiual atau terkini.

Bahwa, Hasil FGD Moniforing dan Pelaksanaan Putusan MK Nomor:
106/PUL-XVIII/2020 [Penelitian limiah Ganja Medis] memuat poin-poin
sebagai berikut.

mh
FI

s
@

Bahwa, Judicial Review UU Narkofika: Memperjuangkan Hak Pelayanan
Kesehatan berupa Pengobatan Berbahan Eksirak Ganja bagi Anak
Penderita Penyakit Tertentu.

. Bahwa, di saat anak-anak lain dapat menikmati masa kanak-kanak dan

R
(=]

masa sekolah, [almarhum] Musa Ibn Hassan Pedersen yang berusia 16
fahun sejak usia dini harus berjuang hidup dengan Cerebral Palsy afau
kelumpuhan ofak. Cerebral Paisy yang diderita [aimarhum] Musa bermuia
dari penyakit pneumonia yang menyerangnya saat berusia 40 hari, akibat
kekeliruan diagnosis dan pengobatan menyebabkan penyakit pneumonia
fersebui berkembang menjadi [Meningifis yang menyerang oiak
[almarhum] Musa dan mengakibatkan kekakuan ofot serta kejang-kejang
sekujur badan. Obat yang diberikan dokier kepada [almarhum] Musa,

Defiipa {isioierapi dan obai-obaian aiiii Kejang, Kemudian dirasa iida

dapat banyak mengurangi sakit yang dialami [almarhum] Musa.

21. Bahwa, lbunda [almarhum] Musa, Dwi Perfiwi meyakini bahwa anak
penderita Cerebral Paisy seperti Musa masih dapat fumbuh dan
berkembang mendekati normal apabila dilakukan intervensi sedini
mungkin unfuk mengejar pertumbuhan kembali sel-sel ofak yang rusak.
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22.

Tindakan infervensi dini tersebut yang terlambat diperoleh [almarhum]
Musa sehingga mengakibatkan kondisi [almarhum] Musa harus

bergantung pada orang lain seilama 24 jam penuh.

Bahwa, dari berbagai informasi mengenai pengobatan dan alfernatif
penaobatan bagl penderita Cerebral Palsy vana dinerolehnva, thu Dwi
menemukan beberapa hasil penelifian yang menunjukan efekfivitas
cannabinoids dan THC [eksirak ganjal pada penderita Cerebral Palsy.
Pada bulan November 2016 saat sedang berobat di kofa Davlesford.
negara bagian Victoria, Ausiralia, ibu Dwi Pertiwi mencoba memberikan
terapi pengasapan pada [almarhum] Musa dengan menggunakan dupa
ganja vang diberikan salsh seorang feman yang juga sedang bercbat.
Menurut pengamatan Dwi, selama satu bulan diberikan terapi pengasapan
dengan minyak ganja tanpa mengkonsumsi obat dari dokfer, kondisi
[almarhum] Musa jauh lebih tenang, lebih fokus, kondisi otot dan fulang
menjadi lembut dan gejala kejang berhenti tofai. Namun, mengingat
adanya konsekuensi pelanggaran pidana karena penggunaan ganja fanpa
ljiin meski bertujuan pengobatan; seperti yang terjadi dalam kasus Fidelis
Arie Sudewario, warga Rabupaien 3anggau, Raiimanian Barai yang
memberikan pengobatan ganja pada istrinya yang menderifa penyakit
langka syringomyelia, membuat Dwi menghentikan ferapi pengobatan
sama dengan ganja unfuk terapi [almarhum] Musa karena adanya
ketenfuan yang melarang penggunaan narkotika golongan | untuk

Aot L_oa Lo B
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meninggal pada 26 Desember 2020.
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23.

24,

23.

Bahwa, keadaan yang serupa dialami Santi Warastuti ibu dari Pika
Sasikirana, anak perempuan berusia 12 tahun yang didiagnosis menderita
penyakif Japanese Encephaiifis, infeksi pada ofak yang disebabian oieh
virus. Pika lahir dalam kondisi normal dan sehat namun saat berada
pada bangku faman kanak-kanak, Pika digigit nyamuk Japanese
Encepnaiitis, sehingga iondisi kesehaian Pika menurun dan sering
pingsan, muntah, dan kejang. Berdasarkan pemeriksaan dokfer pada
akhir tahun 2014, Pika didiagnosis menderita epilepsi sehingga periu

Bahwa, Pika menjalani terapi dan mengkonsumsi obat secara rutin yang
ditanqggung oleh BP]S maupun tidak. Namun, pada perkembangannya,
pihak Rumah Sakit memberitahukan terdapat kebijakan baru yang
membatasi usia pasien hingga maksimal berusia 7 tahun, sehingga
pengobatan Pika akan dihentikan. Ibu Santi pernah mendengar informasi
mengenai manfaat ferapi dengan menggunakan minyak ganja dari
rekannya yang berkebangsaan asing negara asing bahkan rekan kerjanya
tersebut menawarkan untuk membawakan minyak ganja dari luar negeri
uniuk ferapi Pika. Namun karena hukum di indonesia meiarang
penggunaan ganja, fawaran tersebut ditolak Santi. Tidak seperti Dwi yang
dapat membawa [almarhum] Musa ke Australia unfuk mendapat
pengobaian, KeierDaiasan eRonomi fidaK memberinan Pika Kesempaiari

unfuk memperoleh kesempatan pengobatan yang sama.

Bahwa, kisah Nafiah Murhayanti hampir sama dengan Sanfi. Masayu
Keynan Aimeera P, putri Nafiah yang berusia 10 fahun menderifa Epiiepsi
dan Diplegia Spastic yang merupakan salah satu bentuk Cerebral Palsy.
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Pada usia 2 bulan Keynan didiagnosis menderita Cerebral Palsy yang
menyebabkan gangguan pada moforik halus dan kasar sehingga
membuat Keynan mengalami kejang beruiang sefiap hari. Keynan
mengkonsumsi secara rufin obat kejang, diazepam dan beberapa vitamin
syaraf serta menjalani fisioferapi sefiap hari sejak usia 4 bulan hingga 4
fahun. Namun keferbaiasan wakiu, fenaga, dan biaya, fisioierapi membuai
mengurangi intensifas ferapi Keynan menjadi figa kali dalam semingqu.

Hingga usianya 10 tahun, Keynan masih mengalami kejang-kejang

baru bisa merangkak dan menggerakan fangan. Dari pembicaraan
dengan Dwi mengenai terapi ganja, Nafiah ferfarik untuk mencoba
peiigobaian fersebul Kepada Keynan. Nemun sama seperfi Sanfl, Najiah

menyadari hukum Indonesia belum memperbolehkan penggunaan ganja

untuk pengobatan.

. Bahwa, kondisi inilah yang kemudian mendorong Dwi Perfiwi, Santi

Warastuti, dan Nafiah Murhayanti mengajukan uji materi atas Penjelasan
Pasal 6 ayat (I) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkofika ([Lili Narkotika] kepada Mahkamah
Konstifusi yang dinilai menghalangi pemenuhan hak konsfitusional berupa
hak atas pelayanan kesehatan bagi [almarhum] Musa, Pika, Keynan, dan
anak-anak iainnya di indonesia yang memiiiki kondisi kesehaian khusus
seperfi menderita Cerebral Palsy sebagaimana hak dasar yang dijamin
Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) ULID 1945.

. Bahwa, permohonan uji maferiil ini juga diajukan oleh Perkumpulan

Rumah Cemara, Insfifute For Criminal Justice Reform [ICJR] dan
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R

Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat [LBHM] sebagai
Organisasi Non Pemerintah afau Lembaga Swadaya Masyarakat yang
memberikan advokasi kepada masyarakai unfuk memperoieh kesefaraan
dalam pelayanan kesehatan yang dihasilkan dari pengembangan ilmu
pengefahuan dan feknologi fermasuk fermasuk penggunaan narkotika

uniuik kepeniingan pengobaian.

Bahwa, dalam permohonannya, para pemohon mengemukakan alasan
bahwa meskipun dalam wundang-undang dinvatskan bahwa narkotika
memiliki fungsi unfuk pelayanan Kesehatan, namun, hal tersebut dibatasi
dengan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat
() UU Narkotika yang secara fegas melarang penggunaan Narkofika
Golongan | unfuk pelayanan Kesehatan. Pelarangan ini berimbas pada
fidak dapat dilakukannya peneliian atas narkofika yang masuk dalam
kategori Golongan | untuk fujuan layanan kesehatan, sehingga masyarakat
indonesia tidak dapat menikmati hasii pengembangan iimu pengefahuan
dan feknologi sebagaimana diatur dalam konsfitusi negara dan yang juga

telah berkembang di berbagai negara di dunia.

Bahwa, para Pemohon 106/PUU-XVIII/2020 berpendapat, meskipun
Narkofika Golongan | mempunyai tingkat keferganfungan sangat finggi
dan berbahaya, namun apabila ferdapat manfaat untuk pelayanan
kesehafan, maka sudah seharusnya negara mengafur, bukan melarang,
afau membatasi. Pelarangan dan pembatasan oleh negara menyebabkan
penelifian unfuk mengetahui apakah narkofika Golongan | mempunyai
ikandungan yang dapai bermanjaai bagi kesejahieraan dan pemenuhan

hak warga negara, menjadi tidak dapat dilakukan. Keberadaan ketenfuan
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Penjelasan Pasal 6 ayat (I) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) ULl Narkotika
felah menghilangkan hak para pemohon unfuk mendapatkan pelayanan
Kesehatan yang dijamin dalam Pasai 28H ayat () LiliD 1945. Teriebih
berbagai penelitian di luar negeri menunjukan heroin dan ganja yang

termasuk dalam Narkotika Golongan I, memiliki manfaat secara medis.

. Bahwa, argumen hukum yang didukung alat bukti dan keferangan ahli

yvang dihadirkan para Pemohon 106/PUU-XVIII/2020 tidak membuat
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon,
mengingat belum adanya vaiidifas yang didukung dengan peneiifian dan
pengkajian di Indonesia atas keyakinan para Pemohon bahwa penyakit
tertentu dapat disembuhkan dengan terapi menggunakan Narkotika
goiongan i. Namun, demiidan *iahikamah Ronsiiiusi berempaii kepada
para penderita penyakit tertentu, seperti [almarhum] Musa, Pika, dan
Keynan sehingga dalam pertimbangan hukum putusan perkara penqujian
undang-undang iNomor 100/ PUU-AViii/Z0Z0 iiahkaman mendorong
pemerinfah afaupun pihak swasta dengan izin dari Menteri Kesehatan
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama unfuk melakukan pengkajian

kepentingan pelayanan kesehatan afau terapi. Mahkamah berharap hasil
pengkajian dan penelitian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan

baci pembentik  undanc-undanc  dalam  merumus B  [Exnvinn e
ayga ru-l IRSTERIRERN u..‘u--g u::uu::'ﬂ RS L& BEECE SR ELAONGE e S

perubahan kebijakan pemanfaatan jenis Narkofika Golongan I.

Bahwa, meskipun amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan
menoiak permohonan para Pemohon 106/PLILI-XViii/2020, namun
dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah telah memerintahkan kepada
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Narkotika Golongan | unfuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ferapi
pengobatfan. Bahkan, Mahkamah membuka peiuang bagi pihak swasfa
vang hendak melakukan pengkajian dan penelitian fersebut asalkan telah

memperoleh izin dari Menteri Kesehatan.

(=]
R

dZ. Bahwa, guna memperoleh informasi secara langsung dari addresat
mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana
dimaksud, Biro Hukum dan Administrasi kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi felah mengadakan kegiatan Forum Group Discussion [FGD]
Moniforing dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 106/PLILI-
XVIil/2020 pada tanggal 26-28 Okiober 2023 di Hotel Margo, Depok,

dengan mengundang para narasumber sebagai berikui:

1 Surdiyanto, S.H.. M.H.

[Sub Koordinator Bidang Poihukam Ii, Direkiorat Litigasi Perafuran
Perundang-Lindangan Kemenkumham];

2) Dr. Masteria Yunovilsa Putra

[Peneliti Bidang Bioteknologi Kesehatan Pusat Penelitian Bioteknologi,
BRINI;

&l
o)

Dra. Eka Purnamasari, Apt., M.K.M.

[Pit. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kemenkes RII;

&) Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H.
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[Tim Kuasa Hukum Pemohon 106/PUU-XVIIl/2020];

9] Dhira Narayana, S.Psi

[Direktur Eksekutif Yayasan Sativa Nusantara];
6) Toton Rasyid, S.H.. M.H.

[Direktur Hukum BNN Ril.

Bahwa, dalam FGD, Surdiyanto selaku Sub Koordinator Bidang

Dolhukam I} Direldorat  lifigasi Deraturan  Derundana-lindangan

———m s

Kemenkumham Rl menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam
amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon
sehingga fidesk ferdapat perubshan norma afau dengan kats lain.
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat () ULl Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotfika secara konstitusional dinyatakan masih
berlaku. Tentunya Mahkamah Konstituss masth menganggap adanya
kemanfaatan yang jauh lebih besar dalam norma pasal tersebut sehingga
fidak mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan para Pemohon,
terlebih mengingat pasal yang diuji sangat krusial dan akan berdampak
besar apabiia diubah khususnya pada pasai-pasai pidana yang berkaitan
dengan pemanfaatan dan penggunaan Narkofika Golongan l. Lebih lanjut
Surdiyanto menjelaskan meskipun para Pemohon mendalilkan adanya
kemanjaaian ganja sebagai obai Derdasarkan peneiiiian di negara iain,
namun penerapan penggunaan ganja ferganfung pada karakteristik suatu
negara. Oleh karenanya, penerapan ganja sebagai pengobatan tidak
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34.

Bahwa, hal yang menarik pada diskusi FGD, ferdapat perbedaan
pandangan dari sisi Pemerinfah mengenal pelaksanaan Pufusan Perkara
Nomor 106/PLiLi-XViii/2020. Mengingaf, amar putusan perkara a quo
adalah menyatakan menolak permohonan para pemohon, maka,
Pemerintah beranggapan bahwa fidak ada hal yang perlu ditindaklanjuti
oieh Pemeriniain seiaku adresai. Hai ini dikarenakan Pemeriniah
berpandangan bahwa kekuatan mengikat suafu pufusan pengadilan
terdapat pada amar putusan. Perintah Mahkamah Konsfitusi yang

fermaiiub  daiain Dagian periimbangan NURGM  fidaK dipandaing
Pemerintah sebagai judicial order yang harus dilaksanakan. Meskipun
demikian, apa yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan

= — [ (S| e S mwmas e $zoms
TIGIINGINIGI  NUTISiiitidi i.iij(ii.ii'l'\ﬁii i'i.iji.ii'\i.iii UQidGiii  pPCiiyusuiiGii  nGiiGiigaii

Undang-Undang [RUU] Narkotika.

Bahwa, pandangan bahwa hanya perintah Mahkamah Konsfitusi yang
ferdapat dalam amar pufusan saja, yang bersifat mengikai nampaknya
mempengaruhi pelaksanaan putusan Nomor 106/PUL-XVIII/2020 oleh
Kementerian Kesehatan. Dra. Eka Purnamasari, Apt., M.KM. [Plt. Direkiur
Produisi dan Disiribusi Refarmasianj menjeiaskan bahwa peneiitian dan
pengkajian ganja sebagai pengobatan belum menjadi priorifas
Kemenferian Kesehatan karena saat ini Kementerian Kesehatan lebih
Derjokus Dagaimana menjaga agar fiGak ferjadi penyalangunaan obai
dari hulu hingga produksi. Kemenferian Kesehatan sendiri telah

menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2022 tenfang

Tt — T_2_ rar L o P, oLl /.. D
i'c'iiiﬁiig iIGiG .Gida i"'c'ii'y'eiﬁiiggaiﬁﬁii FiUUUnSI UGil/ GiGu & <i Iyuiiadii

Narkotika unfuk Kepentingan Pengembangan llmu Pengefahuan dan
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Teknologi namun Eka menyafakan Kementerian Kesehatan sangat
berhafi-hati dalam pemberian ijin peneliian ganja unfuk menghindari
ferjadi penyaiahgunaan. ™Menuruf Eka, hingga saai ini Kemenierian
Kesehatan belum pernah menerbitkan izin penelitian ferhadap ganja

aftaupun menginisiasi penelitian ganja untuk merdis.

. Bahwa, sikap kehati-hatian Kementerian Kesehafan ini telah menimbulkan

kekecewaan dan kefidakpuasan dari pihak sfakeholder. Singgih Tomi
Gumilang sebagai Tim Kuasa Hukum Pemohon mempertanyakan
kehadiran negara bagi Pika, anak salah satu Pemohon. Singgih
mengungkapkan kekecewaannya karena negara fidak segera melakukan
peneliian dan pengkajian ferhadap ganja atau narkotika golongan |
uniuk kepeniingan kesehaian sebagaimana periniah puiusan MK, maupun
melakukan pengkajian dan penelitian ferhadap jenis Narkotika Golongan
| vang dilakukan berdasarkan standar profesi penelitian kesehatan
sebagaimana diaiur Gaiam perundang-undangan. Di sisi iain, negara juga
fidak menjamin kefersedian obat alternaiif vang dibufuhkan oleh
pengidap penyakit tertentu seperi Pika yang sewaktu-wakiu ferserang

gl . e A T xe FEL . Myl
l\tjuils S&laia ||uu uuﬁ Jlllgglu ulcnuc"i'iiiii'\uli uuguuilunu .)Glili Liu r’lm.u

fidak bisa segera memperoleh obat kejang bagi Pika karena obat tidak
fersedia di apotek dan harus inden. Singgih juga menyampaikan kritik

= KA ..,.l.c.s.... u.l_.l, smanrmanhitl am  madiiseiil, Salaein Thaleaial

TiGi  aoscngian mcnSichiaan poiunjuxk B jusnis]
ataupun pefunjuk [juklak] pelaksanaan untuk penelitian riset narkotika
karena Permenkes Nomor 16 Tahun 2022 dirasa fidak cukup jelas. Eka

menanggap! bshwa lini  Kemenferian Keschatan fidak memilils

kewenangan untuk melakukan penelitian atau riset.
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Bahwa, Yayasan Safiva Nusaniara [YSN], dimana Singgih [Kuasa
Pemohon] juga tfergabung didalamnya, felah melakukan upaya unfuk
menindakianjuti pufusan MK Nomor 106/PLili- XVili/2023 dengan
mengajukan surat permohonan penelitian kepada Kementerian Kesehatan
[Kemenkes] sekitar bulan Agustus 2023. Proposal penelitian tersebut
berjudui “Opiimasi Randidai Obai Lead Compound] Aniidiabeies Tipe ii
Menggunakan Ekstrak Daun, Akar, Bunga, dan Biji Cannabis Sp° yang
digjukan oleh YSN bekerjasama dengan Universitas Syiah Kuala [Aceh].

L LA S
mp

Uiiita [Direkiur Cisekiii
menyampaikan bahwa sampai dengan fanggal 27 Okiober 2023 proposal

penelitian tersebut masih belum mendapat fanggapan dari Kemenkes

HTS Y :‘" oo ST ot Lo oo L. Stz ootr Al .
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informasi mengenai kelengkapan syarat administrasi yang felah diajukan.

Kemenferian Kesehatan Rl dinilai fidak komunikatif dalam proses

nangieuean  irin sical mania madie dan fidal adamus Latslacan glir dan
PERGUIUSSEN DN NiSSY Ga8njE miSGis Gan nGaK SG3INYS KSj&iSs3n SuP &3

syarat teknis pengajuan izin riset dari Kemenkes RI.

Bahwa, Dhira menyampaikan bahwa Yayasan Sativa Nusantara felah
memperjuangkan penelifian ganja medis dalam 10 tahun feraihir. Yayasan
Sativa Nusantara telah menyiapkan dana dan SDM bahkan bekerja sama
dengan Universitas Syiah Kuala untuk melakukan penelitian ganja unfuk
medis. Universifas Syiah Ruaia berkenan uniuk dijadikan fempai
penelitian, Pihak Universitas juga berkenan unfuk menyediakan fempat
untuk penanaman, penyediaan sumber daya manusia [researcher], fasilitas

dan ifiai-inai penau jiii RUng iain ierkaii Géuguu peuenuuu iersebiii. i\umuu,

penelitian fersebut tferkendala perizinan dari Kementerian Kesehatan
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40.

dikarenakan ganja termasuk ke dalam jenis narkotika golongan | dan
ada konsekuensi pidana apabila memanfaatkan hal tersebut fanpa adanya
izin. Di indonesia belum ada yang mendapatkan izin riset afau menanam
ganja khusus untuk pengembangan produk untuk kesehatan. Baru-baru
ini, mengingat sulitnya menembus perizinan penelitian ganja medis di
Remenierian Resehaian, YSN memuiuskan akan meiakukan kajian budaya
dan sosiologis, unfuk bisa meneliti kira-kira dampak seperti apa kedepan

atau bentuk regulasi seperti apa yang cocok di Indonesia terkait dengan

Bahwa, krifik lain juga disampaikan oleh Dhira ferkait pefunjuk teknis
dalam Permenkes Nomor 5 tahun 2023 dan dalam Permenkes Nomor 16
Tahun 2022. Terdapai perbedaan pengafuran dimana dalam Permenies
Nomor 5 Tahun 2023 mengatur bahwa riset dapat dilakukan hingga uji
klinis namun dalam Permenkes Nomor 16 Tahun 2022 mengatur bahwa
risei hanya dapai diiakuian hingga uji prakiinis. Padahai apabiia ganja

hendak dikembangkan sebagai obat, maka harus melalui fase uji klinis.

Bahwa, jika dirangkum, ferdapat beberapa hal vang menjadi hambatan

dalam penelitian ganja medis di Indonesia, diantaranya adalah:

% Pemerintah berpandangan fidak ada akibat hukum karena pasal yang
dimohonkan pengujian fidak dibataikan oieh MK, sehingga
Pemerinfah belum mempriorifaskan  penelifian/pengkajian ganja

sebagai obat medis sebagaimana maksud original intent dari Putusan

MK Nomor 106/ PLiLi-XViii/2020;
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% Pemerinfah enggan melakukan riset ganja karena besaran biaya yang
harus dikeluarkan. la menyebut lebih banyak penelifian yang lebih
bermanfaat kefimbang fanaman ganja sehingga ganja bukan menjadi
prioritas penelitian;

% Pemerinfah enggan melakukan riset ganja karena besaran biaya yang
harus diieiuarian. ia menyebui iebih banyak peneiifian yang iebih
bermanfaat kefimbang tanaman ganja sehingga ganja bukan menjadi

priorifas penelitian bersama pihak lain, walaupun surat perintah telah

dll\tluﬂl'l\u“,
% Sikap kehati-hatian pemerintah terhadap ganja iftu sendiri sehingga

meskipun secara regulasi dibolehkan riset ferhadap ganja fefapi

"""" L Lo = L =zal et -‘"::‘- !‘-:‘1:': -_-E!‘."._' -_-5!'-:'—'
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tertentu dengan syarat ketat;
% Perlunya membangun koordinasi banyak instansi vang harus

Atlihatlam  camartl  Karmanias RAIN  Dalnt  mpaiticl Lacabhatam  Aas
REHLSGINGIS  STpeTi i svcaiicas p  ASiNiNy TGy UGS  NeOiiGsail;  akdsi

kalangan akademisi dalam suatu riset ganja;

% Kampanye War on Drugs, membuat pemerintah maupun masyarakat

/A fanaman nania Cﬂ'\;lﬂai cociafn vana
.......... SResIyss mmEmessaianr Fhesfles onarlagter omoselames iz

memandang narkofika khus
jahat dan harus dimusnahkan karena dinilai akan merusak generasi
bangsa;

¥ Indonesa menolak rekomendasi gania medis WHO, meskipun WHO
selaku oforitas kesehatan tinggi dunia felah merestui pengqunaan
fanaman ganja unfuk kepentingan medis nyatanya hal fersebut fidak
meniadikan Indonesia patuh pada putusan fersebut. Indonesia
menolak lantaran jenis tanaman ganja yang ada di Indonesia berbeda

dan di Indonesia penggunaan ganja banyak dipakai unfuk rekreasi:
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% Tidak adanya perwakilan baik di pemerintah maupun parlemen, hal
tersebut lanfaran isu legalisasi ganja medis merupakan isu yang
sangaf sensiiif sehingga parfai poiifik enggan mengangkai isu ganja
medis karena khawatir akan menggangqu cifra parfai. Selain ifu,

ketika Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur fanaman ganja

uniuk medis berieniangan dengan Lili No.35 Tahun Z009Y9 Teniang
Narkotika;
% Ketidakpastian risef, meski sudah menganfongi izin, riset tidak pernah

dilakuikan Karenia Saian saluiya Jidak ada poiiiicai  wili  dari
pemerintah lantaran menyebut famaman ganja bukan salah satu
prioritas penelitian dan membufuhkan dana yang besar. Permenkes

T z = e e T R T T T e
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pelaksanaan atau juklaknya.

Bahwa, menurut Dhira, ganja medis di sini adalah produk ganja yang
diolah dan dikontroi sedemikian rupa dalam sebuah payung reguiasi
hukum nasional unfuk kemudian diresepkan oleh ahli kesehatan dalam
rangka membantu meringankan atau mengobati penyakit yang diderita
pasien yang membuiuhikan penanganan khusus. Dhira berharap indonesia
dapat meregulasi pemanfaatan ganja untuk kebutuhan medis, kosmetik,
dan indusiri dengan penelitian yang cermat, requlasi yang defail dan
jeias seria pengawasan yang ieiai dari

telah dilakukan oleh Maroko.

fiiii ke fiiiir sebagaimana yang

Bahwa, peran BNN terkait pelaksanaan Putusan MK
106/PULI-XVIiii/2020 adaiah berfugas unfuk melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penggunaan Narkotika guna penelitian dan
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pengembangan ilmu dan feknologi. Hal fersebut sesuai dengan
Penjelasan Pasal 7 UU Narkotika. Namun demikian, BNN felah mencoba
menginisiasi unfuk berperan aikfif dalam rencana peneiitian yang mungkin
akan dilakukan apabila amanat dalam putusan mahkamah konsfitusi
dilaksanakan. Akan tefapi, dalam pertimbangan hukum tersebut dijelaskan
bahwa yang menjadi objek peneiiiian adaiah “naricofiika goiongan i’, yang
sampai dengan saat ini jumlah narkofika golongan | adalah 217 jenis.
Dalam pertimbangan fersebuf, fidak disebutkan bahwa ganja merupakan
priorilas jenis narioiika yang dapai  diiGkukan  percepaian  proses
penelitian. Sehingga BNN juga kesulitan mengingat kuantitas objek
penelitian yang banyak. Untuk kedepannya, BNN berencana melakukan

| PO PN = 0L _ ___ a__f e ___5_ N . =0 ™ RAL
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Nomor 106/PUL-XVIII/2020 bersama dengan Iembaga/kementenan
terkait.

Bahwa, tidak ditindaklanjutinya putusan MK oleh pemerintah, diantaranya
disebabkan adanya pandangan bahwa perintah Mahkamah yang
fercanfum dalam bagian Pertimbangan Hukum dianggap bukan sebagai
perintah pengadiian [judiciai order] yang harus segera dilaksanakan.
Penyebab lainnya adalah adanya kefidakjelasan yang menyebabkan
kebingungan Pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah

ilonsiifusi fersebu.

Bahwa, kebingungan pertama dalam melaksanakan perintah Mahkamah
Konstitusi wntuk melakukan pendkajian dan penelitian terhadap jenis
Narkotika Golongan | untuk pengobatan adalah siapa dari pihak
Pemerintah yang harus melakukan penelitian dan pengkajian terhadap
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43.

Narkotika Golongan I? Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Masteria
Yunovilsa Putra yang merupakan Peneliti Bidang Bioteknologi Kesehatan
Pusat Penelitian Biofeknoiogi BRIN, Pufusan MK memeriniahkan agar
pemerintah melakukan pengkajian dan penelitian namun fidak disebutkan
secara fegas siapa pihak Pemerintah yang berkewajiban untuk

meiaissanaian perinian fersebut.

Bahwa, Tofon Rasyid [Direkiur Hukum BNN RI] menyampaikan bahwa
BNN pernah hendsk menindaklaniuti putusan MK fersebut. namun
terkendala kewenangan BNN vyang ferbatas pada pengawasan dan
penindakan penyalahgunaan narkofika, dan bukan untuk melakukan
penelitian dan pengkajian. Meskipun BNN memiliki pusat laboraforium
yang salah safu tugasnya adalah melakukan penelitian, namumn penelitian
oleh laboratorium bukan unfuk kepentingan penelitian pelayanan
kesehatan. Pada sisi lain, sebagaimana yang disampaikan Fka, bahwa saat
ini Kementerian Kesehafan fidak memiiiki iitbang karena felah diaiihkan
ke BRIN. Masteria menjelaskan, sesuai amanat ULI Nomor 11 Tahun 2019
fentang Sistem Nasional llmu Pengefahuan dan Teknologi, kegiatan
peneiiiian dan pengiagjian merupakan ranah BRIN. Namun ferkaii
penelitian ganja unfuk kesehatan, izin penelitian merupakan ranah dari
Kemenferian Kesehatan dan berkaitan dengan BNN. Apabila BRIN
fiendak meneiili dan mengRaji Kiasiai ganja uniuk pengobaian maka
diperlukan rekomendasi dan izin dari Kementerian Kesehatan. Terlebih

mengingat peraturan perundangan di Indonesia mengkategorikan ganja

PP NI__ 0 el N0 [ 2= 8_0. L _B_L s sbsb:

o D % =
STIAYTi JEIS INGINUIING NAUIUiiyaii i YGiiy HIUGR UUICii  Gidiiiiiing

dipergunakan, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diedarkan. Masteria
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46.

48.

mengakui, terdapat ribuan penelitian mengenai ganja namun belum ada
risest mengenai ganja yang berasal dari Indonesia atau yang dilakukan di
indonesia. Penggunaan ganja sebagai obaf unfuk penyakif semacam
Cerebral Palsy diperlukan uji klinis yang terstandarisasi yang melibatkan
Kementerian Kesehatan dan pihak industri. Kebingungan yang sama juga

diaiami BDNN.

Bahwa, kebingungan kedua dalam upaya tindak lanjut Putusan Nomor
106/PULI-XVIII/2020 sebagaimana vang diunckapkan Toton bahwa saat
ini terdapat 217 jenis Narkotika Golongan I. Mengingat dalam
pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah
unfuk melakukan penelitian dan pengkajian ferhadap Narkotika Golongan
|, yang berarti pemerintah harus melakukan penelitian dan pengkajian
terhadap keseluruhan 217 jenis Narkofika Golongan I; bukan hanya ganja

saja. Hal mana tentu memberatkan dalam hal pembiayaan.

. Bahwa, dengan difolaknya permohonan pengujian pasal UU Narkotika

untuk melegalisasi penggunaan narkotika golongan |, pemerintah
berpandangan tidak ada akibat hukum karena pasal yang dimohonkan
pengujian fidak dibafaikan oieh MK.

Bahwa, terdapat beberapa penafsiran ferkait dengan putusan MK

106/PLILI-XVIIE /2020 oleh adresat, di antaranva:

% Pemerintah berpendapat perintah unfuk melakukan penelitian dan
pengkajian terhadap ganja bukan merupakan suatu kewajiban untuk
dilakukan findak Ianjut, karena norma yang dilakukan pengujian




il

Halaman 108 dari 151 halaman | Permohonan Pengujian Undanu-Undang Ratifikasi

L

dinyatakan konsfitusional, sebagaimana amar putusan a quo, yang
menyafakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Tidak jelasnya instansi pemerintah yang menjadi adresat unfuk
melakukan penelitian dan pengkajian ganja sebagaimana perintah
putusan MK Kemenkes berpendapat instansinya hanya berwenang
berpendapat hanya berwenang dalam hal pelaksanaan pengkajian
dan penelitian, sedangkan BNN hanya berwenang dalam hal

Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 ditafsirkan harus

melakukan peneliﬂan dan pengkajian ferhadap semua jenis narkotika

mengadakan riset ferkait dengan ganja medis, namun mengingat
dalam putusan MK Nomor 106/PUL- XVIil/2020 menyatakan untuk

manlalosl nes n--...lulg.-. tanladan manbatilia ~ala;mame | oaimsess fandisg ,l-.-l
............ Pl il GS 10E NG GRS il yiiil) 48 aasd

217 jenis, sehingga BNN tidak mungkin melaksanakan penelitian

terhadap seluruh jenis narkotika golongan | fersebut.

Damariniak haliim mamnvrinritacikan nonalifian /nanalaiian nanix
2 =mgses sssasss 2rescagss SITTEzipes oies zzizoasaas: JoTsEsanaRanny peS zrngouasgaiias eyt

sebagai kebutuhan pelayanan medis sebagaimana perintah/pesan
[judicial order] dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor
106/PLILE-XVI /2020

49. Bahwa, terkait dengan peneliian dan pengkajian mengenai narkotika,

Kemenkes felah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16

Tahun 2022 fenfang Tata Cara Penyelenggaraan Produksi dan/atau

Penggunaan Narkofika Unfuk Kepentingan Pengembangan limu
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al.

(]
NS

Pengetahuan dan Teknologi fanggal 8 Juli 2022 dan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 fenfang Narkotika, Psikotropika, dan
Prekursor Farmasi fanggai 17 Januari 2023. Namun demikian kedua
afuran fersebut bukan merupakan pelaksanaan Putusan MK karena PMK
16/2022 diterbitkan sebelum Putusan MK diucapkan sementara dasar
yuridis PMR 572023 fidak merujuk pada Puiusan MK Nomor

106/PUL-XVIIl/2020.

Bahwa, pemerintash kesulitan dalam mengawasi peredaran dan
penggunaan narkotika golongan |, sehingga lebih mudah bagi
pemerintah untuk melarang seluruh penggunaan narkotika golongan I,

bahkan untuk kepentingan medis dan fujuan penelitian ilmiah.

Bahwa, Kemenkes belum menerbitkan regulasi yang mendasarkan dari

putusan MK khususnya tferkait penelitian dan pengkajian ganja.

4. Bahwa, Tim Kuasa Pemohon 103/PUU-XVIII/2020 berpandangan perlu

adanya aturan khusus seperti juklak/juknis tenfang pedoman tafa cara
penelitian/pengkajian Narkotika golongan | untuk keperluan layanan

kesehatan.

Bshwa, penderita cerebral palsy seperti juga anak Pemohon Permohonan
a qgup vana membutuhkan penaobatan darl obat vana mengandung
senyawa cannabidiol dari ganja, merupakan warga negara Indonesia yang
juga harus dilindungi hak konsfitusionalnya untuk mendapatkan hak hidup
dan kualitas hidup vang baik. Negara dirasa belum hadir untuk

melindungi hak dasar yang harus mereka peroleh tersebut.
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ad.

Bahwa, belum ada riset ganja medis di Indonesia karena adanya
kekhawatiran bahwa penelitian ganja merupakan tindakan ilegal, sehingga

menimbuikan ketakufan akan diproses oleh BNN.

Bahwa, Kemenkes bersikap pasif sebagai pemberi izin dan hanya

ian  proposal  penelifian/pengkalian  gania  dari

Meninaail  bendaai

== v s

masyarakat/swasta.

Bahwa, belum ada penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai ganja
unfuk pelayanan kesehafan yang diinisiasi oieh Kemenkes karena

penelifian mengenai ganja belum menjadi prioritas Kemenkes.

. Bahwa. kurang komunikafifnya Kemenkes dalam bproses pengurusan

perijinan untuk melakukan penelitian dan pengkajian mengenai ganja.

Bahwa, belum jelasnya petunjuk feknis atau petunjuk pelaksanaan

pengajuan ijin riset/peneiifian ke Kemenkes.

Bahwa, Yayasan Sativa Nusanfara sebagal salah satu pihak yang

mendaiiikan izin nenelitian ferhadap qania sebagal obat medis merasa

salah satu kesulitan dalam pemenuhan izin penelitian adalah mengenai
perolehan bahan baku ganja secara legal di Indonesia. Sementara
peraturan perundangan di Indonesia secara tegas melarang penanaman
dan kepemilikan ganja. Hal ini menjadi blunder dalam proses perolehan
perijinan untuk penelitian ganja medis di Indonesia karena pemerintah
belum menunjuk lembaga atau pihak tertentu sebagai penvedia/pemasok

ganja sebagai bahan baku untuk penelitian secara legal.
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61.

62.

64.

Bahwa, dikarenakan sulitnya perolehan izin penelitian ganja klinis, Yayasan
Sativa Nusantara berinisiatif melakukan penelitian penggunaan ganja dari

aspek sosiai budaya di indonesia.

Bahwa, BNN berencana melakukan inisiasi koordinasi anfar lembaga

Bahwa, Pemerinfah perlu melakukan koordinasi anfar lembaga uniuk
melaksanakan perintah Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 terkait
dengan peneiitian dan pengkajian Narkotika Golongan i Lin casu ganjal.

Bahwa, Pemerintah harus membuat prioritas jenis narkofika golongan I

vana didahulukan uniuk dilakukan penelifian dan penakaiian lebih lanivi.
yang :

= 'S 'S

Bahwa, Pemerinfah perlu menerbitkan regulasi yang menjadi pelaksanaan
putusan MK, khususnya yang mendukung penelitian dan pengkajian ganja

medis.

Bahwa, MK perlu mempertegas judicial order yang termakiub dalam

perfimhandgan hikim, misalnva dengan menvebiitkan fenacal waldu

pelaksanaan dan adresat utama yang berfanggung jawab melaksanakan
putusan, sehingga nantinya di lapangan tidak ferjadi perbedaan pendapat

adresat dalam melaksanakan putusan MK

Bahwa, untuk memberikan latar belakang, Cannabis afau ganja beserta
furunan afau kandungan zat di dalamnya pada awal pembentukan Single
Convention on Narcotics Drugs 1961 ([selanjutnya disebut “Konvensi

Tunggal Narkotika 1961°] masuk dalam Schedule | dan Schedule IV.
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Schedule | diartikan sebagai golongan narkotika yang memilki kontrol
paling ketat. Sedangkan Schedule IV terdiri dari narkofika Schedule | yang
juga merupakan subjek konifroi paiing iketai, namun diperkenankan

memiliki fungsi ferbatas unfuk kepentingan medis dan terapi;

Secara jelas. Konvensi Tunagal Narkotika 1961 fidak pernah mengamanatkan
pelarangan golongan fertentu narkotika untuk digunakan untuk kepentingan
kesehatan dan ilmu pengefahuan, malah konirol kefat diartikan penyediaan
narkotike hanva diperkenankan unfuk kepentingan medis dan ilmu
pengefahuan (penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini ada di paragraf nomor

122 s/d 127);

. Kemudian seiring berjalannya waktu dan perkembangan feknologi fepatnya

mulai era 1990an, banyak penelitian mulai membukiikan adanya manfaat dari
kandungan ekstrak dan larufan yang dihasilkan dari pengolahan tanaman
ganja secara kimiawi, khususnya zat Cannabidioi (CBD) dan Deifa-9-
tefrahydrocannabinol (THC/Dronabinol), untuk pengobatan melalui

terapi-ferapi cannabinoid;

. Bahwa melalui uji klinis terbaru yang dilaporkan dalam jurnal ilmiah

infernasional tahun 2019 yang berjudul “Epidiolex (Cannabidiol): A New Hope
for Patients with Dravet or Lennox-Gastaut Syndromes’, dapat diperoleh
kesimpulan bahwa satu produk Cannabidioi (CBD) murni telah menunjukkan
keampuhannya unfuk mengobati beberapa bentuk epilepsi, seperti sindrom
Lennox-Gastaut dan sindrom Dravet yang masih sering resisten terhadap

beniuk pengobaian iain;
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10. Bahwa World Health Organization (WHO) telah mengakui beberapa manfaat

T

|

1.

N

zat-zat kandungan darl Cannabis yang cukup ampuh unfuk pengobatan.
Dalam website resminya, WHO menuiiskan bahwa beberapa hasil peneiitian
mampu menunjukkan efek ferapi cannabinoid untuk mual dan muntah
terhadap pasien yang menderita penyakit pada fase tingkat lanjut seperti
ikanker dan AiDS. Penggunaan ferapeuiik iain dari cannabinoid sedang
dikembangkan melalui penelitian-penelitian terkonirol (controlled studies),

termasuk untuk pengobatan asma dan glaukoma, anfi-depresan, hingga

Bahwa unfuk menindaklanjuti temuan-femuan dari hasil penelitian fersebut,
WHO kemudian mulal fokus untuk mengadakan penquijian secara infensif
terhadap Cannabis dan zat-zat yang turunannya dengan mengumpulkan para
ahli yang fergabung dalam panel ahli internasional. WHO kemudian
mengeluarkan laporan hasil pengujian fersebut yang sebelumnya felah
didiskusilan secara mendalam daiam forum WHO Expert Committee on Drug
Dependence ke-40 yang diselenggarakan di Jenewa pada 4-7 Juni 2018.
Dalam laporan tfersebut disimpulkan bahwa beberapa jenis furunan tanaman
rendah untuk menimbulkan ketergantungan dan disalahgunakan sehingga Tim
Ahli WHO berdasarkan hasil pengujian terssebut merekomendasikan untuk
mengiban siaius penggoiongan (sciieduiing) ganja dan jurunaniya gar
bahkan untuk turunan senyawa ganja ferfeniu fidak perlu diatur dalam

penggolongan Konvensi Tunggal Narkotika 1961; (Bukti P-22)

Bahwa sebagai langkah findak lanjut, Direktur Jenderal WHO mengirimkan
surat kepada Sekretaris Jenderal PBB tanggal 24 Januari 2019 untuk

SITOMGUM Zaw Firm | Www.STTOMGOM.com




il

Halaman 114 dari 151 halaman | Permchonan Penuujian Undang-Undang Ratifikasi

I3.

merekomendasikan perubahan penggolongan (scheduling) beberapa turunan
Cannabis dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 berdasarkan hasil pengujian
secara kiinis fersebui. Namun upaya perubahan penggoiongan ini masih periu
disetujui oleh mayoritas negara-negara anggota yang tergabung dalam Komisi
PBB untuk Narkotika yaitu CND (the LUIN Commission on Narcotic Drugs)

meiaiui mekanisme voiing {pemunguian suaraj; {Buiii P-23)

Bahwa terdapat 8 rekomendasi WHO yang akan diajukan dalam pemungutan
suara ferkait perubahan penggolongan gania dan turunannva dalam Konvensi
Tunggal Narkotika 1961 yakni termasuk rekomendasi untuk menghapuskan
cannabis dan cannabis resin dari Schedule IV yang merupakan penggolongan
untuk jenis narkotika yang paling berbahaya dengan manfaat kesehatan yang
ferbatas. Lalu juga ada rekomendasi untuk memasukkan beberapa bentuk
preparations dari furunan tanaman ganja ke dalam kategori Schedule Il
sehingga berbagai tindakan pengendalian/kontrol tidak perlu dilakukan dan
akses untuk pengobatan dapat diberikan kepada pasien. Kemudian WHO juga
merekomendasikan agar furunan dari zat-zat hasil pengolahan fanaman ganja
33 secara kimiawi yang berupa senyawa Cannabidiol (CBD) murni dan
sefyawa yang mengandung iidak iebih dari 0,2%  dari
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC/Dronabinol) untuk tidak dimasukkan
dalam penggolongan (scheduling) pengendalian obat internasional dalam
Rofvensi funggali iNarkoiika i96i. Sebagai Komsekiernsinya, Kedua sefyawa
fersebut dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan selayaknya

obat-obatan pada umumnya yang fidak perlu diawasi secara kefat

R TN D R PR S S e (S WS (O T NS S
SCUGYdiiiidiid iISriialdp LGi-Ldi idiii y4iilg USiald Udidiii Uajidi pTiiyuiliigdii

narkotika pada Konvensi Tunggal Narkotika 1961.
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14. Bahwa benar, ganja dan zat-zat yang berhubungan dengan ganja felah
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bertahun-tahun dimasukkan dalam jadwal Konvensi Tunggal Obat-obatan
Narkofika fahun 1961 sebagaimana felah diamandemen oieh Profokoi
1972 [Jadwal | dan IV: ganja dan resin ganja; Jadwal I: ekstrak dan
finclure ganjal, serta dalam Jadwal Konvensi Zat Psikotropika tahun 1971
ijadwai i: feirahidrokanabinoi [enam isomer deiia-9-ieirahidrokanabinoij;

Jadwal II: dronabinol dan stereoisomernya [delta-9-tefrahidrokanabinol].

zat-zat tersebut.

|

el

Dahwa benar, menyusui finjauan kriiis ferhadap ganja oieh Romiie Ahii
Ketergantungan Obat, World Health Organization [WHO] pada bulan
Januari 2019 mengajukan delapan rekomendasi kepada Komisi mengenai

ganja dan zai-zai yang berfiubungan dengan ganja.

16. Bahwa benar, menyusul keputusan 62/14® untuk menunda pemungutan
suara unfuk memberikan iebih banyak waiiu kepada Negara-negara
unfuk mempertimbangkan rekomendasi, Komisi melakukan dialog,
termasuk dua perfemuan antar sesi, dengan perwakilan WHO, INCB, dan
Ranior PBD uniuk Narkoba dan Rejahaian, uniuk menjawab

pertanyaan-perfanyaan terbuka.

15 uns.id/1hrh
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7l. Bahwa benar, mengingat mandatnya untuk memberikan suara pada
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rekomendasi penjadwalan sebagaimana tercantum dalam konvensi
pengendaiian narkoba internasionai, Komisi memufuskan pada buian
Maret 2020 [Kepufusan CND 63/14"] untuk melanjutkan perfimbangan
rekomendasi, mengingat kompleksitasnya, untuk memperjelas implikasi dan
konsekuensi dari, serfa aiasan uniuk, rekomendasi ini. Komisi juga
memutuskan untuk melakukan pemungufan suara pada sesi ke - 63 yang
diadakan kembali pada bulan Desember 2020, untuk menjaga intfegritas

sisiem penjadwaian iniernasionai.

18. Bahwa benar, selama musim panas 2020, Komisi mengadakan
perfemuan-perfemuan fopiiai tentang semua reikomendasi.
Pertemuan-pertemuan ini dilakukan secara virtual untuk memungkinkan
partisipasi para ahli dari modal. Pertemuan-pertemuan ini dihadiri oleh
jebin dari 600 ahii dari iebih dari i00 Negara Anggoia. Periemuan
topikal diikuti dengan pertemuan anfar profesi”, memberikan kesempatan
kepada pemangku kepentingan lain, seperti organisasi antar pemerintah

dan non-pemerinian, uniuk berbagi pandangan.

19. Bahwa benar, sefelah pertimbangan intensif ini, Komisi mengambil
tindakan pada fanggai 2 Desember 2020 afas rekomendasi-reikomendasi

tersebuf™:

5 yuns.id/1bri
7 yns.id/1brj
6 yuns.id/thrp
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2

G
e

Rekomendasi WHO untuk menghapus ganja dan resin gamja dari
Jadwal IV Konvensi 1961:

Komisi memufuskan dengan 27 suara banding 25 dan dengan safu
abstain unfuk mengikuti rekomendasi ini. Ganja dan resin ganja
akan dihapus dari Jadwal IV Konvensi 1961. Mereka tetap berada
daiam jadwai i Ronvensi i96i dan dengan demikian feiap fundui
pada semua tingkat kontrol Konvensi 1961.

Rekomendasi WHO umntuk memindahkan dronabinol dan
Siereoisoniciya iiiGiia-g-icidiiyiroodiidiinon i
tetrahydrocannabimol Ienam isomer delta-9-tetrahydrocannabinol,
yang merupakan komponen psikoaktf gania, dari masin!l-masin!l
mencakup ganja dan resin ganja:

Komisi menolak dengan 23 suara banding 28 dengan 2 abstain

[delta-9-tetrahydrocannabinol]l ke dalam Daftar | Konvensi 1961.

Karena persyaratan yang termasuk dalam rekomendasi WHO,

-~ ar .l oy Bepiqun| Jomqu P PN PPl e Sp——

K\l:‘l‘i;di li\lﬂ'\ TiCiil T G SUGE G oG l\.l\vul\.udu.n ’ullg uu"\uuﬁﬁ
dengan penghapusan  dronabinol dan  stereoisomernya

[delta-9-tetrahydrocannabinol] dari Konvensi 1971. Komisi juga tidak

memberilkan  suara  nada pelkomendaci  pntik memindshion
........... 2 pada rekomencssi  uniix memindablen

tetrahydrocannabinol [enam isomer delta-9-tetrahydrocannabinol]

dari Konvensi 1971 ke Konvensi 1961.

Roknmennasi WHOR mnink menunanne akcivali man M@ciire nania

EEemamrmsserenescsase 2 mmaswr eossmesse  =Eseses Cemmsspooswe --------;- emtame  mmssaleses aF  Slameste

dari Jadwal | Konvensi 1961:
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Komisi memufuskan dengan 24 suara berbanding 27 dan 2 abstain
unfuk tidak mengadopsi rekomendasi ini.

4j kekomendasi WHU uniuk menambankan caiatan kaki pada Lampiran
| Komvensi 1961 vang herbumyi, "Sediaan vang sebagian hesar
mengandung camnabidiol dan tdak lebih dari 02 persen
deita-g-terainydrocannabinei wiak Derada i Dawan Kendaii
internasional™:
Komisi memutuskan dengan 6 banding 43 suara dan 4 absfain
uniuk fidak menambahkan caiaian kaki fersebui.

al Rekomendasi WHO untuk menambahkan sediaan dronabinol
tertentu ke dalam Jadwal Il Konvensi 1961:
Seperii yang ielah diieniukan sebeiumnya oieh Komisi daiam
keputusan prosedural, yang diadopsi pada awal pertemuan,

rekomendasi ini dianggap ditolak, karena penolakan terhadap

B L] 1 )
TENOIMIEeNndasi UK

[ delta-9-tefrahydrocannabinoll ke dalam Lampiran | Konvensi 1961.

80. Baiwa, berdasarkan Pasai Z angika i junicio Pasai 4c Ronvensi Tunggai

Narkotika 1961, bahwa narkotika yang masuk dalam Schedule | dapat
diafur secara kefat dan merupakan subjek dari semua konirol, dan hanya
diperboieikan penggunaannya

“fo medical and scientific purposes the production, manufacture, export,

import, distribufion of, frade in, use and possession of drugs”

unfuk fujuan medis dan ilmiah, produksi, manufakiur, ekspor, impor,
distribusi, perdagangan, penggunaan, dan kepemilikan narkotika.
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Dalam pengertian ini, maka menurut Konvensi Tunggal Narkotika 1961,
walaupun Schedule | sebagai subjek kontrol paling ketat, akan tetapi hal
fersebut dapaf dikecuaiikan unfuk produksi, manufaifur, ekspor, impor,
distribusi, perdagangan, dan penggunaan berdasarkan tujuan medis dan

ilmiah.

Bahwa, Pasal 2 ayat (5) poin b Konvensi Tunggal Narkotika 1961
menyatakan bahwa:

“A Party shall, if in ifs opinion the prevailing conditions in ifs counfry
render if the most appropriate means of profecting the pubiic heaith and
welfare, prohibit the production, manufacture, exporl, and import of,
frade in, possession or use of any such drug except for amounfs which
may be necessary jor medicai and scieniific research oniy, inciuding
clinical ftrials therewith fo be conducted under or subject fo the direct

supervision and conirol of the Party’.

Negara Pihak harus, jika menurut pendapatnya kondisi yang berlaku di
negaranya menjadikan cara yang paling tepat unfuk melindungi kesehatan

e B | 3 S -t =0 s e L __ 8
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impor, perdagangan, kepemilikan, atau penggunaan narkofika tersebut,
kecuali untuk jumlah yang mungkin diperlukan untuk penelitian medis

Ao 'miai‘ emin  danmaoersh a0 i,l-.. immen mlmn  Aiials Lsn Az i-.g .-gl- =bmas
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tunduk pada pengawasan dan kendali langsung dari Pihak.
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82.

Bahwa, telah jelas Kovensi Tunggal Narkotika 1961 tidak pernah melarang

secara keseluruhan penggunaan Narkotika Golongan I, pemanfaatannya

hanya untuk aiasan medis/pelayanan kesehatan dan iimu pengefahuan.

Mengulang keterangan AHLI 106/PUU-KVINN/2020:

r. jur. ASmin Fransiska, S.H., LL..

Re-interpretasi Pasal fentang Penggolongan Narkotika

Setiap negara peserfa perjanjian internasional diharapkan membaca dan
memanami perjanjian fersebui dengan konieks pembuaian perjanjian,
fujuan perjanjian serta maksud perjanjian. Sama halnya dengan
aksesi/ratifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia atas Konvensi

3 - - - e ~aET

funggai Narioiika i56i fine ~Singie Converiion on Narcoiic Drugs i96i J,
maka Pemerinfah Rl hendaknya melakukan intrepretasi atas Konvensi

funggal ini sesuai dengan konteks nasional terkini dan niat baik [good

proses geopolitik dan lahir dari definisi dari “bahaya® bagi

negara-negara yang mendesak lahirnya Konvensi ini. Perdebatan

sosms  odiremasembsmoe
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secara budaya dan sosial di negara yang tidak berperan sebagai drafter

Konvensi Narkotika, misalnya membuat terang bahwa ada kefimpangan

r‘lal:lm ﬂnl\r\l\llilb Mml\l l::fnn ‘l\mlﬁn@l \l:l"fl mnmhnrli(:an mni{na f;:l‘l

..........................

konteks panjang tentang kolonialisasi dan imperialism. Hal ini mendorong
farik menarik kepeniingan negara-negara yang saat itu “berkuasa” untuk
produsen yang kebanyakan merupakan negara-negara di wilayah Asia
dan Amerika Latin.
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84. Bahwa, konteks ini amatlah penting dalam membaca kebaharuan hukum

gn

internasionai dan perjanjian internasionai tenfang Narkotika bagi indonesia,
bukan hanya karena Indonesia adalah Negara Peserta Konvensi Tunggal
Narkotika 1961, namun juga melihat secara holistik melihat perjanjian ini dalam
ierangka periindungan kesehaian dan hak ionsiifusi warga yang juga ieriuang
dalam perjanjian internasional lainnya seperti Konvensi Internasional tenfang

Hak Ekonomi, Sosial Budaya dan Konvensi Internasional fentang Hak Sipil dan

ISG@iiRaii.

Poiiiii \LI(O)U)UI]G} )EIJCII_.](II uugl i yang iidak ie rp
Kovenan Ekososbud, Pasal 12 tentang hak atas kesehatan yang juga mengaju

pada definisi kesehatan dari WHO memberikan garis hubung dengan

Rl__f. 2
]
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Narkotika yaitu menjamin kefersediaan narkotika untuk tujuan kesehatan dan

ilmu pengetahuan bukanlah merupakan sekedar prasyarat sebuah Konvensi

nnna-nmiralngn Ranmca Ranaes MRRY mmalas nlran Linssem ini maan. sl e i.s..-i
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persefujuan utama lahirnya konvensi ini.
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Tunggal ini dibuat. Dalam Konvensi Tunggal Narkofika 1961 dan Konvensi
Psikotrolika 1971 mencakup jagkauan atas kesehatan. Dalam Mukadimah

M ool ovas Roalo. *TL . o L T g S ST | B 2. L _.faf __ ¥
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welfare of mankind (1961) Being concerned with the health and welfare of
mankind (1971f. Selanjutnya Kedua Kovensi fersebut menyatakan bahwa:

= Dnnnnn Firsry #’1:# -}‘!n mflll’l‘:l, 1sen  nf momcnticr Apisre ~nmbimsine b o
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indispensable for the relief of pain and suffering and that adequate provision

must be made fo ensure the availability of narcotic drugs for such purposes’
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(1961)". “ Recognizing that the use of psychoiropic substances for medical and
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scientfific purposes Is indispensable and that their availabilify for such purposes
shouid not be unduiy restricted (1971J .

86. Bahwa, inti dari ketiga poin ini menunjukkan bahwa, Konvensi Tuggal
Narkotika 1961 dan Konvensi Psikotropiia 1971 harus dimaknai dengan konfeks
kesehatan, kefersediaan obaf-obatan dan juga tujuan pengembangan ilmu
pengefahuan dan bukan pelarangan atas penggunaan secara legal yang
diiakuian oieh negara-negara dan penghukuman bagi penggunanya. RKonieis
lahirnya kedua Konvensi ini adalah kemampuan kontrol negara atas zat-zat
yang masuk dalam list penggolongan serfa pemanfaatan zat-zat tersebutf guna
Tunggal Narkotika berfokus pada pelarangan atas peredaran narkofika tanpa

ijin, bukan penggunaan kesehatan yang diberikan ijin (licence) oleh negara

n-_-—‘l_ D L - —_‘I—l-'! [ e P g "-'=-_v-l-- --!-: T !‘-:::‘- ’.gﬂ ._..-.._'.-!.‘.!‘.:‘!‘:.—.
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penggunaan narkotika yang bukan unfuk kepentingan kesehafan dan ilmu

pengetahuan — misalnya budaya dan sosial masyarakat diperbolehkan sebagai

homiam Aon winme Alcabid qu 13gi- ..m.-u.- P 4..,,15..:,...4 u-..-ui n,-m-.i ssend £ F2EY
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p.3). Hal ini terlihat bagaimana Konvensi Narkotika berkembang sesuai dengan

fujuan negara meratifikasi konvensi yaitu melakukan pengaturan (regulate) atas

[l '] z
oradaran narknfilka fanna
23 SALE £EASE EASIEINA IweN fgeea
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tentulah sangat dinamis, dan banyak negara telah melakukan penyesualan atas

perkembangan hukum domestiknya. Hal ini dikarenakan Konvensi ini bukan
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merupakan perjanjian yang memiliki sifat implementasi otomatis dan menjadi
kodifikasi hukum narkotika (terlihat dengan lahirnya konvensi-konvensi lain
fang berhubungan dengan zai kemudian diserfai dengan Modei
pengaturannya), melainkan juga harus menghormati pandangan sefiap
anggota sesuai dengan perkembangan hukum dan sistem hukum negara
anggoia beseria dengan iebuiuhan domesiiknya aias nariofika daiam konieis
kesehatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini ferlihat dengan penyesuaian
penggolongan serta mekanisme kapatuhan negara afas konvensi yang kian

iari iiﬁjiii(i(ﬁu Kedinaimisar fiegara &iggoia Gaiaim |||euyeauuu\u||

kebutuhan kesehatan dan ilmu pengefahuan negara, seperti Portugal, Canada,
Bolivia, Belanda, bahkan kini Malaysia dengan melakukan dekriminalisi
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bagi kesehatan. Di banyak negara lain, dilakukannya layanan kesehatan
dengan menggunakan golongan | dalam berbagai program kesehatan bagi

mmmomen Aameior monmsiinm wad
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Bahwa, akibat dari larangan penggunaan kepentingan pelayanan kesehatan,

vang fidak melakukan pelarangan, melainkan memastikan negara unfuk

mampu menggontrol narkotika dalam memastikan negara memiliki

- |y o [ | [ W TR G SRGG | Oup [ (R o O PR Y .
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kesehatan dan ilmu pengefahuan (medical and scientific purposes) serta
mencegah peredaran narkotika yang tidak memiliki ijin. Manakal terdapat
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karena penggunaan zat maka Pasal 36 dan Pasal 38 Konvensi Psikotropika
1971 memastikan bukan menghukum melainkan, melakukan internvensi
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kesehatan dan sosial dengan menyatakan bahwa “Parties may provide, either
as an alternative fo conviction or punishment or in addition to conviction or
punishment, that such abuser of drugs shaii undergo measures of freatment,

education, affer-care, rehabilitation and social reintegration.

. Bahwa, pengaturan penggolongan secara internasional, dikembalikan ke

negara-negara peserfa untuk diatur dalam hukum domestiknya dengan tetap
menginformasi kepada organisasi PBB yang melakukan kontrol atas narkofika.
Artinya, 50 penggoiongan dimaksudkan untuk diiihat, diriviu serfa diiaporian
dalam rangka koordinasi kerja sama kontrol atas narkotika bagi keamanan dan

kesehatan global.

. Bahwa, pembacaan afas pasal bahwa narkotfika tidak diperbolehkan unfuk

layanan kesehatfan sangatlah merugikan negara Indonesia, yang hanya didasari
pada konteks keamanan, dan lupa bahwa tujuan Konvensi Tunggal Narkotika
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan menjamin

kesejahteraan dan kesehatan warga negara dan warga dunia.

Bahwa, penelusuran fenfang hak atas kesehatan yang dijamin dalam Konstitusi
Rl senada dengan kewajiban HAM negara Indonesia yang ferfuang dalam
Pasal 12 Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya. Penggolongan yang menjadi
supiemen dari Lill Narkotika juga fidak boieh bertentangan bahikan iuput dari
prinsip pemenuhan hak asasi warga terutama hak afas kesehatan. Hal ini juga
terjadi di dalam perkembangan pemenuhan tanggung jawab negara dalam

bidang iesehaian di berbagai dunia.
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92. Bahwa, penggolongan merupakan hak sefiap negara sepanjang dilakukan
dengan niat baik unfuk pengembangan iayanan kesehatan dan kemampuan
mengonirol zat dengan memastikan ijin edar sesuai dengan peruntukkannya.
Negara memiliki oforitas penuh afas perubahan golongan ataupun penefapan
goiongan dengan meiihai kembaii fujuan Konvensi dan Liii daiam negaranya, ,
termasuk Indonesia. Penggolongan zat ini seyogyanya fidak dilakukan sebagai |
penundukan atas politik 51 dan geopolifik pada saat Konvensi Tunggal 1961

ierbeniuk, meiainkan harus diliniai keiersediaan dan akses iayanan iesefiaian
yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini demi memastikan terpenuhinya

kebutuhan oibat-obafan yang masuk ke dalam Golongan | serfa kemandiran

I_L =0 B _ o8
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93. Bahwa, Konstitusi Rl Pasal 28H (1) menjamin hak atas kesehatan atas layanan
iesehaian kepada semua. Saiah saiu sifai dari hak afas kesehahaian adaiai
bahwa hak fersebut bersifat progressive realization [pemenuhan secara
progresif], dan fidak boleh menurun [regressive] serta diberikan dna dipenuhi

P [ Be - - a- PR . |
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94. Mengingat keterangan AHLI 106/PUU-XVIII/2020:

iaimariumi Prof. Dr. il. Musri Musman, M.Sc.

Menganalisa tanaman-tanaman, ferufama ferhadap tanaman cannabis
berdasarkan data hasil eksperimen yang sudah dilakukan sebelumnya. Data
fersebui sebagai daia meia-anaiisis. Sebeium Ahii mengkaji iebih ianjuf
terhadap apa yang bisa ferjadi dalam berinteraksi bahan-bahan ini di alam,
izinkan Ahli menyampaikan biosintesis. Biosintesis itu bagaimana di tumbuhan,
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bahan-bahan cannabinoid ini dibentuk. Ada beberapa jalur untuk
pembentukan bahan-bahan cannabinoid. Pada proses ini, jalur yang dibentul,
yaitu jaiur poliketida, melibatkan 52 dua refribufor senyawa, yaitu granifera
fosfat dan asam foliketola. Ini akan mengalami transpirasi dengan enzim
geranyltranferase menghasilkan CBGA. ltulah sebabnya CBGA ini berfungsi
sebagai anfimiirobiai sebagai defendani ferhadap LiV. Remudian, juga
sebagai desikat, desikator terhadap kondisi-kondisi yang menyebabkan orang
mengalami batuk. Sejalan dengan perubahan menjadi CBGA, maka ada dua
Konidisi yaing meiiyeDabian ierjadiilya periibaiian. iPeriaima, dipengarii Oief
temperatur, kemudian dipengaruhi oleh UV. CBGA ini bila dipengaruhi oleh
temperatur rendah, maka dia akan mengalami reaksi, sehingga ferbentuklah

DA -t | Sy P g = P A L____
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obat-obatan. Bahan dasar obat-obatan ini dia tidak menunjukkan sikdus akdif,
tetapi begitu mengalami karboksilasi karena karboksilasi. COOH ini terpecah
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di dalam suatu penelitian pun menunjukkan setelah CBD terbentuk, maka

dapat kembali menghasilkan CBDA afau kembali menghasilkan CBDA. Jadi

ini merunakan cahs faco, cafhi arsh,
SEEETEEEE Ty TTTERT EERT g T T e Tt TR TR

Bahwa, di pihak lain, bila temperatur di dalam kondisi kifa sudah memanennya
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memanennya pada saat pukul 10.00 maka yang naik adalah THCA melalui
enzim THCA yang akan terbentuk adalah Delta 9 THCA. Delta THCA 9 ini
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berubah menjadi THC, ini yang psikoaktif. Temperatur terus naik akan
menyebabkan terjadi oksidasi dan menghasilkan CBN, ini juga obat. Jadi masa
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terbentuknya THC itu hanya dalam wakiu singkat. Seandainya ada parameter
temperatur oksidasi ferjadi maka THC itu akan dapat mengalami flukfuasi. Jadi
fidak selamanya konsentrasi yang ada di daiam fumbuhan cannabis itu dapat
dipertahankan, fergantung dari bagaimana environmental bermain di situ.
Beberapa hal yang berkenaan dengan ini, perlu disikapi pada fakforfakior
yang mempengaruni kadar komponen cannabinoid afau ada sejumiah
penelitian yang sudah dilakukan.

Bahwa, pertama, fakior genetik. Jadi varian ifu tidak menentukan kalau dia
dapat diatur karena jumiah THC dan jumiah CBD itu dapat ditentukan di
laboratorium untuk menghasilkannya, bukan ditenfukan pada raw material dari
fumbuhan itu. Kemudian pelatihan. Pelatihan itu bagaimana orang
menggunakannya¢ Dagaimana orang memoiongnya¢ DBagaimana orang
menggantungnya? ltu juga mempengaruhi tingkat kualitas dari persentase
CBD dan THC. Petir juga memberikan efek yang sangat 53 menentukan
iiC dan CBiD di dalam organisime Cannabis. NUITisi,

kandungan nitrogen yang ada dalam fanah juga menentukan fluktuasi dari
pofensi dari cannabis. Waktu panen yang salah pada musim dingin maka

=18 DM §_R_=0_ [ W/ 8. x
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menghasilkan THC lebih banyak. Pengasapan, kifa sering melihat bila sefelah
dipanen ditumpuk maka ifu akan menghasilkan THC karena temperatur pada

saat nenumnukan B Hnoct datont bils dis dicsbokon cobinacs mamoanslab
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temperatur yang sama maka akan fumbuh yang disebut dengan jamur-jamur,

itu merusak dari komponen-komponen yang ada pada cannabinoid.

Bahwa, di pihak lain, kesegaran ganja terbatas setelah dipanen, apa yang
menyebabkannya? CBDA sudah mengalami dua macam perubahan, yaitu
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dengan enzim CBGA frans dan enzim THCA, sehingga jumlah atau potensi
dari THC dan CBD sangat ditenfukan oleh kondisi kesegaran tersebut. Suhu
juga mempengaruhi degradasi ganja, penyimpanan di dalam kofak daiam
fahunan, penyegelan, penggunaan, terbukanya tutup tempat menyimpannya
bahan dasar dari cannabinoid ini akan mengalami perubahan persentase THC
dan CBD. Reiembaban juga mempengaruhi degradasi ganja, sinar uiiravioiei
berdampak pada degradasi ganja, oksigen berdampak pada degradasi ganja.
Jadi bila suatu pabrik mengeluarkan hari ini misalnya 18% maka belum tentu
klir, dalam keadaan jernih, tidak dalam keadaan berwarna, maka perubahan itu

terjadi karena dia sangat sensitif terhadap cahaya.

. Bahwa, beberapa kajian cannabis felah dilaporkan untuk penanganan medis.

Hasil meta analisis Ahli menunjukkan ada sekitar 73 senyawa penyakit-penyakit
yang sudsh ditangani dengan cannabis, di sini hanya sebagian yang Ahli
paparkan. Salah satunya epiiepsy. Epilepsy ini sudah sangat popuier
menggunakan cannabis karena banyak penderita sudah angkat fangan, sudah
cukup kapok dengan pengobatan-pengobatan sinfesis.
Pengobaian-pengobaian yang bDerdasarkan bukan pada cannabis. jadi
mereka mencari solusinya dengan memanfaatkan cannabis ini, beberapa
literatur yang Ahli kutip untuk mendukung pernyataan Ahli fadi terhadap
penyakii iiiv dan AiDS dari sejuimian yang sudan dipubiikasifan i
jurnal-jurnal internasional berfokus yang menunjukkan evidence based yang

sangat kuat terhadap kemampuan penanganan medis dengan menggunakan

~ory 1 TLI_I" ~_ !_,____ B8 ALE-

— L —_—
iy Udii §iivo. \.,uulbu—\.uuluu .:cjun\ |uulu aui.l(‘lu ungul IANGIl UiSii Adiii hulul\

Wi Zaw Firm | Www.SITOMGUM.com

&
=
=]




W

Halaman 129 dari 151 halaman | Permohonan Pengujian Undang-Undang Ratifikasi

menangani penyakit- 54 penyakit yang memang di dunia kedokteran itu masih

menggunakan senyawasenyawa yang bukan dari cannabis.

. Bahwa, bagaimana imun sistem itu berlangsung. Untuk kanker, secara spesifik

Ahli menekankan ada 34 makalah medis terbaru, dalam beberapa fahun yang
terakhir, dari insfitusi ferkemuka di seluruh dunia yang melaporkan dengan
tempat bagaimana THC/CDB itu digunakan. Misainya kanier otak. Kemudian
kanker mulut dan kanker fenggorokan, kanker payudara yang ditangani
dengan cannabis. Kemudian kanker paru ditangani dengan cannabinoid,
kanker prosiai juga dilangani dengan dengan penggunaan cannabinoid,
fermasuk pengobatan kanker usus. Di pihak lain kifa memiliki potensi yang
sangat banyak, tetapi kita tidak menggunakannya karena kita terbatas kepada
aiuran yang mengikai diri Kila sendiri. i-iisainya di sifii nabijone, iiu sidaii
disefujui oleh FDA fahun 1985. Mereka menaruh dari segi finansial sudah
cukup besar. Ini merupakan THC sintesis. Marinol, demikian juga tahun 1985
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fahun 1995 juga merupakan gabungan THC dan CDB. Kemudian epidiolex
yang baru disahkan pada tahun 2018, merupakan murni CDB yang diperoleh
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aman digunakan untuk penanganan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan
kejang. Contoh di sini FDA yang disebut dengan lennox gatra sindrom, dravet
syndrome, dan firobus sirosis compley, ini pada anak usla ke afac, Tadi, fidsk
ada menunjukkan efek negatif. Meskipun ada, ini ternyata menurut hasil klinis

itu tidak menjadi signifikan.

100.Mengingat keterangan AHLI 106/PUU-KVIN/2020:
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Prof. David Nutt DM, FRGP, FRGPsych, FSB, FMedSci, Diaws.

[Penerjemah: Miki Rusindapuira Salman]

Perfama adaiah cannabis sudah iama menjadi obat dan digunakan sebagai
obat-obatan di banyak negara selama 5.000 tahun. Pertama difemukan di
China, namun kemudian menyebar dan digunakan luas sampai Konvensi 1961
ikarena sebagian besar aiasan-aiasan poiiiis, penggunaannya ikemudian muiai
dilarang di banyak negara. Di Inggris 3 tahun lalu, kontrol atas obat-obatan ini
dibuka dan dia 55 dijadikan obat atas bukti yang banyak sekali dari
pasiefni-pasieni Daiwa Cannapis medis ini memiiiki Keginaan yang sigrnijinai
yang tidak dapat diberikan oleh obatobatan lainnya. Jadi di Inggris, cannabis
medis kemudian dipindahkan ke kategori Il yang artinya adalah dia itu obat.
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adanya keamanan dan efikasi atau kemanjuran dari obat fersebut untuk

penyakit tertentu. Di Inggris memang memiliki pengaturan yang paling bebas
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101. Bahwa, keunggulan Perawatan Nasional (NESS) merekomendasikan pada

ianiun 2015 Dahwa ada RONGISI-RONGISI RITUSUS yaiig Disa i :):pkﬁii, ulimiﬁ‘y’ﬁ
kemoterapi untuk rasa mual, dan muntah-muntah, dan juga spasticity unfuk

multiple sclerosis, serfa untuk epilepsi anak-anak. Banyak negara lain juga
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fahun-tahun di mana legislasi itu disahkan di negara-negara tersebut, serta

jumlah pasien yang diestimasi sekarang memanfaatkan cannabis medis dan
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Australia. Jadi, cannabis medis ini telah menjadi bagian dari praktik

pengobatan di sejumlah signifikan negara dan sudah banyak sekali pasien
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yang mendapatkan resep semacam ifu. Satu hal yang paling penting, yakni
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bahwa cannabis medis itu adalah aman dengan dikumpulkannya banyak data
dari negara-negara ini, kita meiihat sangat sedikit confoh dampak buruk afau
masalah yang ditimbulkan dari cannabis. Jadi fidak hanya cannabis medis ini
digunakan luas, namun juga terbukfi aman. Selain itu, kifa juga memiliki
pemahaman yang sangai baik ieniang mekanisme bagaimana cannabis medis
ini berdampak. Ada dua molekul utama di dalam cannabis medis. Pertama,
disebut THC atau tefrahidrokanabinol. Berikutnya, disebut CBD atau
ianabidiol. Walaupun Keduanya mirip secara sirukiur Kimia, mereka memiik
fungsi yang sangat berbeda, namun saling melengkapi (komplementer). Uintuk
orang-orang fertentu, THC adalah bahan yang paling penting, sedangkan
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banyak bukti bahwa kombinasi dari keduanya yang muncul dari cannabis

medis dari tanaman yang ifu juga memiliki kemanjuran atau efikasi yang
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mungkin relevan untuk beberapa kasus di Indonesia yang telah mengakibatkan

kasus ini diajukan. Bahwa jumlah anak kejang-kejang sefiap bulan sebelum
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menerima atau mengonsumsi berbagai obat-obatan antiepilepsi lainnya. Jadi

dari mereka diberi perawatan mengkonsumsi obat-obatan epilepsy lainnya dan

i cimi kits fihat cleala adaiabh clals ingar!tm!k sotian haric adalah 10 Lali finat
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Bahwa berapa anak mengalami kejang, sekifar 1.000. Kejadian anak
kejang-kejang per bulan terlepas dari obaf-obatan yang sudah mereka

SITOMGUM Law Firm | www.SITOMGUM.com




i

konsumsi (merah). Dampak setelah mereka mengonsumsi cannabis medis, bisa
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dilihat secara jelas (hitam) ini jauh ada efek yang lebih kecil. Pasien 8 dan
pasien 9 bisa diiihat mereka sama sekaii fidak mengaiami kejang sefeiah
mengonsumsi cannabis medis itu. Rata-rata pengurangan frekuensi kejang
sekitar 80%. Jadi ini adalah efek medis yang sangat dramatis dan sangat kuat,
cannabis medis ini bisa beiui-beiui mengubah kehidupan bagi anai-anak yang

sebelumnya gagal dilakukan oleh obat-obatan konvensional.

109.Bahwa, beberapa buian yang iaiu, Ahii menerbitkan safu makalah yang
mengkaji nilai dari cannabis medis unfuk penyakit neuropati, yakni penyakit
kronis yang sangat sulit untuk dirawat. Dalam grafik ini menunjukkan manfaat
komparatif dari berbagai obafobatan afau perawaian uniuk sakif neurophatic,
semakin tinggi skalanya, semakin tinggi baloknya, semakin baik perawafannya.
Bahwa treatment atau perawatan yang ferbaik adalah cannabis medis,
iombinasi dari THC dan Canabidioi. Aiasannya adaiah karena manjaai THC
dan CBD adalah sangat kuat dan keamanannya, kemampuan menoleransinya
sangat finggi dari kombinasi D. Perawatan fradisional di Inggris, seperti
menggunianai imorjin aiau melaqon, Gilinal Danwa SKOTya jaun i il Kedi. i
karena keamanannya juga jauh lebih rendah. Bahwa cannabis medis memiliki
manfaat yang signifikan unfuk orang-orang yang rasa sakitnya fidak dapat
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104.Bahwa, makalah ini Ahli sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Ahli felah
berusaia menunjuikkan baiwa di inggris ada buiii sangai kuai uniuk efeiiiviias

cannabis medis dan ada banyak sekali bukti yang felah mengakibatkan zat ini
dikategorisasi ulang karena memiliki sifat-sifat atau khasiat medis yang unik.
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Ahli berharap bahwa apa yang felah Ahli funjukkan dapat memberi
kepercayaan diri kepada Majelis Hakim untuk melakukan hal yang sama di
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indonesia ikarena akan memberi manfaat yang banyak kepada pasien dan juga

tidak memberikan kerugian kepada mereka.

109.Mengingat keterangan AHLI 106/PUU-HVIli/2020:
Rev.Sung Seok Kang
Merupakan kehormatan besar untuk berpartisipasi dalam persidangan ini
dengan memberikan keterangan ahii
Saya Pendeta Sung Suk Kang dan saya bekerja untuk Organisasi Kanabis
Medis Korea dan Institut Sertifikasi Kanabis Korea

106.Bahwa, KMCO adalah think tank perfama di Asia yang meloloskan RULI
“kanabis medis’ di Majelis Nasional.

107. Bahwa, kami secara akiif berpikir dan bertindak untuk memberikan harapan
kepada anggofa organisasi dan banyak pasien.

108.Bahwa, melalui kesaksian ahli ini, saya akan menjelaskan situasi di Korea dan
pemberian resep kanabis di Asia.

109.Bahwa, CBD adalah bahan dalam Kanabis, fetapi bukan bahan psikoakdif.
Namun, di bawah undang-undang Narkofika Korea sudah cukup untuk
menuntut pasien dan keluarga mereka. Jaksa dan media menuduh pasien dan
keluarganya sebagai pecandu obat-obafan dan pengedar obat-obatan geiap.

110. Bahwa, setelah pendirian KMCO pada fahun 2017, kami meminta Majelis
Nasional dan pemerintah unfuk merevisi undang-undang dan menyiapkan
kebijakan bagi pasien dan keluarga mereka. Dengan upaya yang tak ferhitung
jumlahnya, undangundang fersebut diubah oleh Majelis Nasional pada
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Desember 2018. Organisasi Kanabis Medis Korea berfokus pada merevisi

Halaman 134 dari 151 halaman | Permohonan Pengujian Undanu-Undang Ratifikasi

undang-undang narkoba yang ada.

111, Bahwa, berdasarkan LIU Narkofika, obat-obatan narkotika dan psikoaktif
dapat diresepkan fergantung pada diagnosisnya. Ketika RULl amandemen UU
Narkotika diusulkan ke Majelis Nasional, Komite Kesehatan dan Kesejahteraan

Majeiis Nasional Repubiik Korea meninjau apakah hai ifu dapaf dibenarkan.

112. Bahwa, terjemahan Korea dari ‘Laporan Komite Ahli WHO fentang
Ketergantungan Obat-Obatan’ vana diserahkan ke Malelis Nasional oleh

Organisasi Kanabis Medis Korea dikutip oleh seorang ahli senior di Komite

Kesehatan dan Kesejahteraan Maijelis Nasional.

113. Bahwa, RUU itu difinjau oleh Komite Kesehatan dan Kesejahteraan Majelis
Nasional dan Komite Legislasi dan Kehakiman Majelis Nasional meninjaunya.
Majelis Nasional Korea adalah yang pertama di Asia yang menggunakan
kanabis unfuk fujuan medis di Majelis Nasionai. Pemerintah iKorea memasok
‘kanabis medis’ dari "Pusat Obat-Obatan Khusus & Esensial Korea® di bawah
pengelolaan Kementerian Keamanan Makanan dan Obat-obatan. ‘Obat
ihusus {orphan drugj berarii ‘obai- obaian yang fidak dapat diberiian fanpa

dukungan pemerintah’.

114. Bahwa, dalam sistem medis di mana obat-obatan diresepkan oleh dokter di
apotfek, ‘kanabis medis’ dipasok dari ‘apotek khusus’ yang dikelola oleh
pemerintah. Dasar ilmiah untuk merevisi dan secara langsung memasok ‘UU
Narkotika" oleh Majelis Nasional Korea dan pemerintah adalah karena "Komite

Ahli Ketergantungan Obati- obatan” menerima bukii ilmiah. Pada tahun 2020,
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‘Single Convention on Narcotic Drugs’ juga direvisi oleh Komisi Obat-obatan
PBB sesuai dengan rekomendasi dari WHO.
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119. Bahwa, sebagian besar obat-obatan bersifat psikoakfif. Kokain digunakan
untuk mengobati gangguan hiperakiif defisit perhatian, dan opium digunakan
sebagai obat nyeri. KMCO mengajukan surat kepada Komisi PBB untuk

Narkofika untuk merevisi “Singie Convention on Narcotic Drugs’ PBB
pada fahun 2020.

116. Bahwa. di seluruh dunia. kanabis telah leaal unfuk penagunaan medis. Korea
felah mengadopsi dua kebijakan: ‘Prinsip feritorial’ dan “Prinsip kebangsaan’.
Dengan kata lain, seorang pasien yang diberi resep “kanabis medis’ di negara
hukum menjadi pelangaar narkoba di Korea. Oleh karena itu, menaubah
definisi kanabis di PBB juga merupakan permintaan untuk mengubah persepsi
kanabis di sefiap negara. Kami membufuhkan kebijakan unfuk pasien dan

keluarganya.

117. Mengingat kembali pendapat AHLI 106/PUU-XVII/2020:
Stenhen Rolles RSc MA

adalah analis kebijakan senior untuk Transform Drug Policy Foundation,
sebuah badan amal berbasis di Inggris yang bergiat dalam analisis dan
advokasi kebijakan obat-obafan, dan berfujuan untuk meningkatian kesehatan
dan kesejahteraan individu dan masyarakat melalui kebijakan obat-obatan
vang lebih adil dan efekiif. Transform Drug Policy Foundation akiif di
inggris dan secara infernasionai — bergiat di berbagai forum pariementer,

PBB, dan profesional di seluruh dunia selama 25 tahun terakhir. Saya pernah
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berperan sebagai penasihat kebijakan regulasi obat-obatan untuk sejumlah
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pemerintah, termasuk Uruguay, Kanada, Thailand, dan Luksemburg — dan
sudah menuiis banyak iaporan, makaiah akademis, dan buku fenfang reguiasi

obat- obatan yang bertanggung jawab.

118. Bahwa. sebagian besar sistem hukum nasional didasarkan pada tiga konvensi
obat-obatan PBB (1961, 1971 dan 1988) yang memiliki fujuan ganda untuk
membatasi penggunaan obat psikoaktif non-medis, sementara juga

memfasilitasi dan mengelola penaaunaan medis dan ilmiah.

119. Bahwa, konvensi-konvensi PBB dimaksud telah membuat penggolongan
obat-obatan yang berupaya mengurutkan berbagai obat berdasarkan risiko
penggunaan non-medisnya (termasuk terkait toksisitas dan sifat adikiif), di
samping kegunaan medisnya. Penggolongan obat-obatan terfentu sering

menjadi bahan perdebatan dan kontroversi — fetapi prinsip bahwa

120.Bahwa, ada dua pengamatan penting fentang kerangka pengendalian
obat-obatan PBB. Pertama. konvensi-konvenst tersebut tidak memberlakukan
larangan mutlak terhadap obat-obatan apa pun untuk penggunaan medis dan
ilmiah, bahkan obat yang dianggap paling berisiko. Secara spesifik
konvensi-konvensi tersebut menyatakan bahwa obat-obatan vang lebih
berisiko harus tunduk pada konirol yang lebih ketat — fetapi tidak dilarang
untuk penggunaan medis dan ilmiah. Kedua, sistem fersebut memiliki
mekanisme unfuk meninjau penggolongan obat terfentu dan mekanisme untuk

memindahkan obat anfar goiongan, atau menghapusnya dari penggoiongan
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sama sekali, manakala pemahaman tentang risiko dan manfaat berubah
berdasarkan bukti baru.
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121. Bahwa, ini ferjadi baru-baru ini dengan kanabis — yang sefelah melalui
finjauan rinc atas bukfi dari WHO, dan perdebatan sengit aniara
negara-negara anggofa PBB, baru-baru ini dihapus dari golongan IV
konvensi 1961, dan hal ini secara efekfif mengakui pofensi pengqgunaan medis
kanabis, sementara tefap merekomendasikan kontrol yang kefat. WHO juga
mengkonfirmasi bahwa CBD — komponen kanabis yang akfif secara medis dan
fidak memiiiii ejei psiioakiif — berisiko rendah dan fidak periu funduk pada

kontrol infernasional.

122.Bahwa, keputusan-keputusan baru tersebut amat berguna dalam menyorofi
banyak tantangan yang selama ini dihadapi, baik dalam perdebatan PBB
maupun domestik sepufar regulasi obai-obatan berbasis kanabis. Karena
kanabis adalah fanaman yang mengandung banyak komponen akfif dengan
potensi kegunaan medis, dan berbagai bentuk tanaman tfersebut kemudian
dapat dibuat menjadi berbagai macam eksirak dan preparat yang berbeda;
beberapa di antaranya mungkin merupakan produk farmasi standar,
semenfara yang lain produk herbal yang diproduisi secara informai — kifa
perlu berhati-hati kefika menggunakan istilah umum yang luas seperti ‘kanabis
medis’; yang pada kenyataannya dapat mencakup ratusan produk medis yang

berbeda.

123.Bahwa, kekhawatiran seputar penyalahgunaan obat tidak dapat secara efektif
diatasi oleh model pengendalian obat-obatan medis vang ferlalu ketat vang

didorong oleh ketakutan akan pengalihan/diversi dan penyalahgunaan yang
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124.

123.

salah alamat. Sebagian besar obat yang disalahgunakan bukanlah obat yang
diselewengkan, melainkan obat yang diproduksi dan dipasok secara ilegal.
Kontfroi atau pelarangan obat yang feriaiu kefat fidak akan berdampak pada
tingkat penyalahgunaan, namun tanpa disadari justru dapat merugikan pasien

karena menghalangi dokter memberikan perawatan yang optimal.

Bahwa, pengalaman global — didukung oleh konvensi obat-obatan PBB —
mengarah pada pengaturan obat-obatan medis dengan tingkat kontrol yang
sesuai untuk mencegah diversi/pengalihan; suatu sistem sudah terbukti efeldif
bila diterapkan dengan benar, bahkan unfuk obat yang paiing berisiiko
sekalipun seperti opioid keras. Membatasi ketersediaan obat hanya dengan
resep, di rumah sakit dan lingkungan perawatan kesehatan lainnya yang
diawasi, aiau meiaiui apoieier beriisensi dan ieriaiin dengan benar, umumnya
terbukti sebagai model kontrol yang sangat efektif. Memang tidak ada sistem

yang sempurna, dan penyelewengan dalam tingkat fertentu mungkin fidak

feriiindarian, ieiapi pengaiaman gioDai Gan pandian PDD Mmengaran pada
sistem untuk regulasi obat medis berbasis risiko yang berfanggung jawab
melalui kerangka kelembagaan yang mapan, alih-alih menutup total
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sepatutnya memang ada di ranah kesehatan masyarakaf, alih-alih di ranah

pidana.
Mengingat kembali pendapat AHLI 106/PUU-XUIII/2020:

Dr. Pakakrong Kwankhao, Ph.D

Di Thailand saat ini bahkan sebelum iegaiisasi, kanabis sudah dimasuidan ke
Golongan V. Saat ini pun, masih ada dalam golongan V untuk digunakan
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126.

sebagai obat-obatan dan untuk penelitian saja. Sebelum Thailand
mengimpelentasikan afaupun Korea mengimplementasikan ini, sudah ada
beberapa negara di Eropa yang menggunakan kanabis medis sebeiumnya,
antara lain di Israel, Inggris, dan di Amerika. Dalam konteks Thailand, sebelum
kami melegalisasi kanabis medis, Kementerian Kesehatan Publik melakukan
ikajian iileraiur feniang ejeiiviias dan ieamanan kanabis. Ada banyai
penelitian yang sudah dilakukan tfentang kanabis medis di seluruh dunia.
Sumber lainnya adalah volkuler karena ini adalah tanaman asli kami. Kami
ingai wakiu masin miida, WaKiu ifu masin iegai, iefapi Kami Diasa meiinal iDii-
ibu memasukkan daun ganja ke sup afau mie, dan daunnya biasa dimakan.

Jadi, pengetahuan seperti itu pun sudah ada sebelum negara kami memutuskan
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Bahwa, kami punya sistem pengendalian yang diawasi oleh badan narkotika
nasional kami. Kami tidak menggunakan kanabis unfuk semua penyakit dan
kami juga tidak menggunakan sebagai pilihan perfama kefilka seseorang
didiagnosis. Kami tidak langsung pertama-tama meresepkan kanabis fersebut
karena fidak cukup bahan bukfi. Namun, sefelah perawatan standar gagal,
misainya daiam perawafan paiiafij, epiiepsi, pariinson, dan muifipie scierosis,
baru kami akan menggunakan kanabis medis. Kanabis memang obat, sehingga

kami fidak membiarkan siapa saja sembarang orang unfuk menghasilkan

unfuk menghasilkan kanabis medis dan mereka harus mendapatkan izin

sebelum penanaman, pembudidayaan produksi, dan pemberian kepada
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pemerintah. Jika tidak, mereka tidak boleh melakukan kegiatan tersebut.

SITOMGUM Law Firm | www.SITOMGUN.com




il

12]. Bahwa, dalam hal menanggulangi masalah narkofika sebagai masalah
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transnasional, Pemerinfah Indonesia bekerja sama dengan berbagai
negara-negara di dunia fermasuk dengan iembaga-iembaga di bawah
naungan PBB seperti Unifed Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)
dan lembaga pelaksananya 7he Commission on Narcofic Drugs (CND) yang
dibeniuk /N Cconomic and Sociai Councii {LiN ECOSTC), seria orid
Health Organization (WHO).

128.Bahwa, pada saat perkara a quo disidangkan, usulan revisi LILI Narkotika telah
terdapat dailam Program Legislasi Nasional (Proiegnas) Tahun 2020-2024 dan
masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Lindang- Lindang
Prioritas (Prolegnas RUU Prioritas) Tahun 2024 pada nomor 32, dengan status
usuian Pemeriniah.

129.Bahwa, saat ini ferdapat berbagai perkembangan global terkait kebijakan
pencegahan dan penanggulangan narkotika sebagai upaya bersama
bangsa-bangsa di dunia karena persoaian nariofika menjadi persoaian
transnasional. Beberapa perkembangan fersebut telah diadopsi menjadi
kebijakan negara di Indonesia seperti menjadikan kebijakan penanganan
nariofiia fidaic iagi semata diiaiukan dengan pendekaian fwkum namun juga
mengedepankan aspek pendekatan kesehatan. Kemudian dalam hal

penanganan ferhadap para pengguna afau pecandu narkotika sebagai korban

dengan pemidanaan.
130.Pemerintah juga berkewajiban unfuk mempelajari, mengumpulkan segala
informasi ferkaif perkembangan peneiifian dan kajlan yang berkembang di

berbagai belahan dunia, fermasuk dalam hal penelitian ferhadap jenis
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narkotika Golongan I, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian
yang kredibel maupun lembaga internasional seperti, UN Office on Drugs
and Crime, The Commission on Narcotics Drugs dan Worid Heaith
Organization serta tidak boleh menutup diri terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang ferjadi.

Pada hari Rabu Z Desember, Romisi Ubai-obaian WNarkoiika {CND)
mengambil sejumlah keputusan tentang kontrol internasional ferhadap ganja

dan zat-zat yang berhubungan dengan ganja.

e s R mam e an o mamae  mramemEan mzamie e et mm s sae e s e

(arija dan zaizai yang Derfubungan dengan ganja ieian Deriaiuini-iaiii
dimasukkan dalam jadwal Konvensi Tunggal Obat-obatan Narkotika tahun
1961 sebagaimana telah diamandemen oleh Protokol 1972 (Jadwal | dan IV:

D TPy o B P P T o e Py Py Y |
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Konvensi Zat Psikotropika tahun 1971 (Jadwal I: fefrahidrokanabinol (enam
isomer  delta-9-tetrahidrokanabinol); Jadwal 1I:  dronabinol dan

abn emmanmn  fAalla O _tatnabhidnalamalimalll  Damess S1sommmrs Amimres 1o
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fertenfu menentukan langkah-langkah pengendalian yang harus diterapkan
oleh Negara-negara pihak terhadap zat-zat fersebut.

ania oloh Komiie Ahli Keferaanhunoan
ania oleh Komite Ahli Keterganiunoan

Momacl finiauan krific forhadan
- RIS ER—— D = CRES—— it ——

Obat, WHO pada Januari 2019 mengajukan delapan rekomendasi kepada

Komisi fentang ganja dan zat terkait ganja. Setelah pertimbangan intensif,

Komisi memutuskan hari inl {dengan 27 suara banding 25 dan dengan safu

abstain) untuk menghapus ganja dan resin ganja dari Jadwal IV Konvensi 1961.
Zat-zat ini tetap berada dalam Jadwal | Konvensi 1961 dan dengan demikian
tetap tunduk pada semua tinakat kontrol Konvensi 1961. Komisi memutuskan
unfuk fidak mengikuti rekomendasi lain yang dibuat oleh WHO, sehingga

jadwal mengenai masing-masing zat tidak akan berubah.
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134. Di bawah konvensi pengawasan obat internasional, CND diberi mandat untuk
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memutuskan ruang lingkup pengawasan zat dengan menempatkannya dalam
jadwai konvensi. Setiap konvensi memiiiki sejumiah jadwai. Komisi mengambii
keputusan biasanya sefahun sekali berdasarkan rekomendasi dari WHO,
Badan Pengawas Narkotika Internasional (INCB) dan Negara-negara peserta

ikonvensi.
135. "Pemungufan suara hari ini adalah hasil dari pertimbangan Komisi yang

intensif dan ferperinci atas rekomendasi-rekomendasi yang sangat kompleks ini

seiaimnia dua iahiun ieraninir , SEperii yang dikaiaikan Oier

\&iiia RNoimisi, Diiia
Besar Mansoor Ahmad Khan dari Pakistan. Komisi mengadakan

pertemuan—pertemuan topikal unfuk membahas semua rekomendasi.

el et B e IR B
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partisipasi para ahli dari ibukofa. Pertemuan-pertemuan ini dihadiri oleh lebih
dari 600 ahli dari lebih dari 100 Negara Anggota. Pertemuan-pertemuan

4An|i,e.i fnmnnbust .ml, 1 Aameimee manbaseizms msbon snada wimmasn sesmsmainanil s

inGE i<l owassai DS HEREEHEE H I S HH S vl\.a, YGiiy sicisiiics aavkass
kesempatan kepada para pemangku kepentingan lainnya, seperti organisasi

anfar pemerintah dan organisasi non-pemerintah, untuk berbagi pandangan.
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Desember 2020), Commission on Narcotics Drugs, yang dikeluarkan UN
Economic and Social Council, E/2020/28add.l, E/CN.72020/15Add.I.
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mengadakan voting terkait penghapusan cannabis dan cannabis resin

dari Schedule IV Konvensi Tunggal tentang Narkotika 1961, sebagaimana

tartismmes nods ﬁnn'e'nn R9/47 nninf'nn n"" nannaklg anA cgqnhi
" (o H ICIRSIS IS WEISIinSE

roasin
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(7]
(M)

form Sechedule IV of the Single Convention on Narcotic Drugs of
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1961 as amended by the 1972 Protocol yang disetujui oleh 27 negara,
ditolak 25 negara, dan 1 negara abstain.

131. Voting ini dilakukan sebagai penyikapan atas hasil penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Expert Committee on Drugs Dependence (ECDD), yaitu
mekanisme expert di bawah World Health Organization (WHO).

188.Dalam meninjau serangkaian rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) tentang ganja dan turunannya, Komisi Obat-obatan Narkotika (CND)
memusatkan perhatian pada keputusan untuk menghapus ganja dari Jadwal IV
Konvensi Tunggai 1961 tentang Obat-obatan Narkotika - di mana ganja
terdaftar bersama dengan opioid yang mematikan dan membuat kefagihan,
termasuk heroin, yang diakui hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki
fujuan ferapeuiii.

139.53 Negara Anggofa CND, badan pembuat kebijakan obat pusat PBB, memilih
unfuk menghapus ganja dari Jadwal tersebut - di mana ganja felah
difempatkan selama 59 fahun - dan di mana iangkah-iangkah pengendaiian
vang paling kefat berlaku, yang umumnya mencegah penggunaannya unfuk
tujuan medis.

140.Dengan suara 27 setuju, 25 menentang, dan satu abstain, CND telah membuka
pintu untuk mengakui potensi obat dan terapeutik dari obat tersebut, meskipun
penggunaannya unfuk fujuan non-medis dan non-ilmiah akan fefap ilegal.
Menurut iaporan berifa, keputusan fersebut dapat mendorong peneiitian iimiah
tambahan tentang khasiat obat fanaman fersebut.

181. Pada bulan Januari 2019, WHO meluncurkan enam rekomendasi sepufar
daftar ganja dalam perjanjian pengendaiian obat internasional. Sementara

proposal tersebut diajukan untuk diputuskan oleh CND pada sesi Maret 2019,
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142.

143.

144,

banyak negara meminta lebih banyak wakiu untuk mempelajari masalah ini
dan menentukan posisi mereka, menurut laporan berita. Oleh karena ifu,
pemungutan suara dilakukan sefeiah dua fahun pertimbangan yang infensij
dan terperinci.

Di antara rekomendasi WHO, disarankan agar cannabidiol (CBD) dengan 2
persen atau kurang Tetrahydrocannabinoi (THC, zat adiktif) tidak boieh tunduk
pada konfrol internasional. Negara-negara Anggota menolak rekomendasi
tersebut karena berbagai alasan, fermasuk beberapa Negara Anggota yang
berargumen bahwa CBOD saai ini fidak berada di bawah kendaii infernasionai
dan oleh karena itu, fidak diperlukan tindakan. CBD telah mengambil peran
penting dalam ferapi kesehatan dalam beberapa tahun ferakhir, dan memicu
induisiri berniiai miliaran doiar.

Setelah pemungufan suara, beberapa negara membuat pernyataan fenfang
sikap mereka. Ekuador mendukung semua rekomendasi WHO dan mendesak
agar produksi, penjuaian, dan penggunaan ganja, memiiiki “kerangka kerja
peraturan yang menjamin praktik yang baik, kualitas, inovasi dan
pengembangan penelitian”.

Sementara itu, Amerika Serikat memiiih unfuk menghapus ganja dari Jadwal IV
Konvensi Tunggal sambil mempertahankannya dalam Jadwal I, dengan
mengafakan bahwa hal itu “konsisten dengan ilmu pengetahuan yang
menunjukkan bahwa meskipun ferapi furunan ganja yang aman dan efekif
telah dikembangkan, ganja ifu sendiri ferus menimbulkan risiko yang signifikan
bagi kesehatan masyarakat dan harus terus dikendalikan di bawah konvensi

pengendaiian obat iniernasionai .
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145.Memberikan suara menenfang, Chili berargumen, antara lain, bahwa “ada

hubungan langsung antara penggunaan ganja dan peningkatan kemungkinan

menderita depresi, defisit kognitif, kecemasan, gejala psikotik, antara iain™

sementara Jepang menyatakan bahwa penggunaan non-medis fanaman “dapat

menimbulkan dampak kesehatan dan sosial yang negatif, ferutama di kalangan

anak muda”.

146.Terhadap hasil voting ini Pemerintah Indonesia telah menyampaikan sikapnya

yang menyayangkan hasil voting ini. Begitu pula BNN telah menyampaikan

sikapnya pada tanggai 9 Desember 2020, yang pada infinya menyatakan
sebagai berikut:

1

2]

Pertama-tama perlu diluruskan pemberitaan tentang keputusan PBB
uniuk meiegaiisasi ganja. Yang sebenarnya ferjadi adaiah kepufusan
Commission on Narcotics Drugs (CND), yaitu Komisi Fungsional di
bawah ECOSOC PBB untuk menerima rekomendasi dari Expert

Comimitiee on Drugs Dependeiice (CCDDj, yaiiu mekanisme
expert di bawah World Health Organization (WHO).
ECDD WHO pada tahun 2019 memberikan rekomendasi kepada CND

5 s _ 3 s -
FEmze R o cEaFo oA L

uniuk mengiapus cannabis dan Ccannabis resin dari Sciiediuie iV
Convention on Narcotics Drugs 1961 dan hanya berada pada
Schedule | Convention dimaksud.
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ReRomendasi ini menda
Reconvened Sesi ke-63 CND di Wina, Austria, pada fanggal 2 Desember
2020, akhirnya dilakukan voting dengan hasil 27 negara menerima, 25
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anggota CND jadi tidak memiliki hak suara.
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4

Schedule IV Konvensi 1961 dibuat untuk substansi yang sangat
berbahaya, tidak memiliki manfaat medis, serta berisiko sangat tinggi
terhadap kesehatan. Sedangkan Schedule i dibuat unfuk substansi yang
dapat memiliki manfaat medis namun ada risiko penyalahgunaan yang

sangat besar.

iHasii vofing fersebui hanya berarti CND seiuju uniuk menerima
rekomendasi ECDD WHO untuk menghapuskan cannabis dan cannabis
resin dari Schedule IV. Namun cannabis dan cannabis resin masih tetap
berada di Scheduie i Ronvensi Narkoiiia i96i yang ariinya masin harus
berada di bawah international control regime yang sangat ketat karena

risiko penyalahgunaan yang besar. Penempatan cannabis dan cannabis

8r . sAare 1

Tesiii pada SChieduie i iNonvensi 1961 Dukan
substansi legal unfuk digunakan bagi keperluan relaksasional.
Konvensi Narkotika 1961 mengakui kedaulatan negara dalam penerapan

somsmes Aot €. o= 1 =2a szl )= 8! IS s
SE(did UUIncsiin. IT3Udi Pﬂml 77 NUINVEIidI iNGITnOii 17vl, llcgfllﬁ

anggota memiliki hak untuk menerapkan pengaturan dalam negeri

sendiri yang lebih ketat, sesuai dengan pertimbangan masing-masing,
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Article 39. Application of Stricter National Control Measures

than those required by this convention.

Notwithstanding anything contained in this Convention, a
Party shall not be, or be deemed to be, precluded from
adopting measures of control more strict or severe than those
provided by this Convention, and in particular from requiring
that preparations in Scheduie iii or drugs in Scheduie ii be

subject to all or such of the measures of control applicable to
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drugs in Schedule | as in its opinion is necessary or desirable

for the protection of the public health or welfare.
i1 Daiam hai ini, indonesia masih memiiiki LiLi No. 35 Tahun 2009 feniang
Narkofika, di mana ganja dan furunannya masuk dalam golongan 1
(sangat berbahaya). Hasil kajian yang dilakukan oleh pakar-pakar
iesefiafan indonesia pun menunjuikan hasii yang berbeda dengan
rekomendasi WHO-ECDD, yang artinya perlu dilakukan kajian lagi lebih
mendalam tentang karakter cannabis.

6 iiarapan kami, masyaraikai indonesia yaing mengikiiii proses pefibaiiasar

148.Bahwa, keberadaan mafteri muatan Menimbang huruf b, huruf ¢ dan
Huruf d, seria materi muatan Mengingaf, dan maferi muatan Pasal 1 ayat
(2), serta materi muatan Paragraf 7 dan Paragraf 8 Penjelasan LUMLUIM
UU 8/1976 sepanjang kalimat ‘Profokol yang Mengubah Konvensi
iunggai Nariofika 196" mencerminikan kefidakadiian dan kefidaipasiian
hukum bagi SHITA ASKE PARAMITHA pada khususnya, dan PARA PEMOHON
pada umumnya.

189.Bahwa, keberadaan materi muatan Menimbang huruf b, huruf ¢ dan

Huruf d, serta materi muatan Mengingat, dan maferi muafan Pasal 1 ayat




W

(2), serta materi muatan Paragraf 7 dan Paragraf 8 Penjelasan UMUM
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Ul 8/1976 sepanjang kalimat ‘Profokol yang Mengubah Konvensi
Tunggal Naricotika 1961° menghambat diraihnya iingkungan hidup yang
baik dan sehat serfa berhak memperoleh pelayanan kesehatan bagi SHITA
ASKE PARAMITHA pada khususnya, dan PARA PEMOHON pada umumnya.

100.Bahwa, keberadaan materi muatan Menimbang huruf b, huruf ¢, dan
Huruf d, serta materi muatan Mengingat, dan materi muatan Pasal 1 ayat
(2), serta materi muatan Paragraf 7 dan Paragraf 8 Penjelasan UMUM
Uil 8/1976 sepanjang kaiimai “Protokol yang Mengubah Konvensi
Tunggal Narkofika 1961 menghilangkan kemudahan dan perlakuan khusus
unfuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadiian bagi SHiilA ASKE PARANITHA pada Kkhususnya,

dan PARA PEMOHON pada umumnya.

191. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan fersebut di afas,
maka, keberadaan materi muatan Menimbang huruf b, huruf ¢, dan
Huruf d, serta materi muatan Mengingat, dan materi muatan Pasal 1 ayat
(2), serta materi muatan Paragraf 7 dan Paragraf 8 Penjelasan UMUM
UU 8/1976 sepanjang kalimat ‘Protokol yang Mengubah Konvensi
Tunggal Narkotika 1961° merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON serta
berienfangan dengan Pasai 28D ayaf (i) dan Pasai 28H ayat (i) serfa
Pasal 28H ayat (2) ULID 1945.
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192.Bahwa benar, dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan oleh PARA PEMOHON fidak akan afau
fidak iagi ferjadi.
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193.Bahwa, berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum dan argumentasi
konstitusi di atas, menurut PARA PEMOHON kefentuan materi muatan
Menimbang huruf b, huruf ¢ dan Huruf d, serta materi muatan

Mengingat, dan materi muatan Pasal 1 ayat (2), serta materi muatan

Paragraj 7 dan Paragraj 8 Penjeiasan UiviliM Ul 8/1976 sepanjang
kalimat ‘Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961’
bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dinyatakan “tidak mempunyai
Rekiaian hukum mengikai, sepaijang iidak dimaknai seDagai PrOIOKOI

vang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961, hingga protfokol sesi

ke - 63, termasuk di dalamnya dokumen Commission on Narcofic Drugs

Croa ot o2 VA ... D_2£ A___
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dokumen: E/CN.7/2020/CRP.9".

Berdasar dari segala yang felah diuraikan di atas, PARA PEMOHON
memonon agar [iahkaman Ronsiiiusi Kepubiik indonesia memberiikan puiusan

yang amarnya menyatakan sebagai berikut:
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2.  Menyatakan:

Muatan materl Mengingat dan muatan materi Pasal 1 ayat (2] beserta
Penjeiasannya, serta materl muatan Paragraf 7, Gan Paragrai  Penjeiasan Gmum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentany Pengesahan
Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yany Mengubahnya [Lembaran
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Nomor 30851 sepamjany kalimat ‘Protokel vang Mengubah Konvensi Tunggal
Narkotika 1967, dinyatakan Dbertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki
Keiuatan NUKUM mengikai, sepanjany tidak dimaiknai sebayai “Proiokei vamng
Mengubah Komvensi Tunogal Narketika 1961, hinuga protokel sesi ke - 63,
termasuk di dalamnya dokumen Commission om Narcoiic Drugs Sinty-third
Session Viemnd, 7-6 marcii ZoZo, yang mengyunakan Simioi dokumen:
E/CN.7/2020/CRP.9".

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Neuara Republik
Indonesia sehagaimana mestinya.

atau

bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat Iain, mohon

Dutusan yany Seaiii-adiliiya iex #£giio e Doia.
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Jakarta Selatan, Senin Pahing, 1 Januari 202# ?L//.qo;v’\
q{)?‘“
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